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ABSTRAK

MUCHRIANA MUCHRAN. Budaya dan Teknologi Informasi terhadap Kinera
Pemeriniah Daerah dalam Perspektif E-Government (dibimbing oleh Gagaring
Pagalung, Harryanto, Mediaty).

Penelitian ini berujuan untuk menganalisis dan meng<aji hubungan
budaya dan teknologi Informasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam
perspekif e-govermment

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data
primer dengan penyebaran kuesioner, Populasi penelitian yaily masyarakat,
anggota DPRD dan birokrasi. Penarkan sampel menggunakan purposive
sampling dengan menggunakan karakteristk responden, Untuk pengujian
hipotesis menggunakan alat analisis Structural Equation Modeding.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya sosial tidak memiliki
pengaruh terhadsp kinerja pemerintah daerah. Budaya politik memiiki pengarin
positif signifikan terhadap kinega pemerintah daerah. Budaya administratif
memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Teknologi informasi
mampu meningkatkan budaya sosial, hudaya politik dan budaya administrasi
terhadap kinerja pemerintah daerah. Hadirnya teknologi informasi membentuk
paradigm baru di masyarakal, anggota DPRD, birokrasi sehingga mempu
berinteraksi dengan budaya sosial, polik dan administrative datam
meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini mengkonfimasi hasil-hasil penelitian terdshulu dan
dapat mengembangkan Luder's contingency model dalam melihat proses kinerja
pemerintah. Luder menekankan bahwa perlunya inovasi dalam pengembangan
pemenntahan. Salah saty inovasi yang dilakukan dengan menggunakan
leknolegi informasi yang merupakan perangkat pelengkap dalam menunjang
kinerja pemerintah. Hadirmya teknologi mampu berinleraksi dengan budaya
dalam keteribatannya pada proses pemerintahan,

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Teknologi informasi, Budaya sosial,
Budaya politik, Budaya administratif, E-Government, Anggaran
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ABSTRACT

MUCHRIANA MUCHRAN. Cufture and [nformation Technology on Local
Government Performance in E-Govemment Perspectives (guided by Gagaring
pagalung, Harryanto, Mediaty).

This study aims to analyze and examine the relationship of culture and
infarmation technology to the performance of local governments in an e-
govermnmant perspective.

This research is a quantitative study using primary data by distributing
questionnaires. The stucy population are the community, members of parliamant
and the bureaucracy. Sampling using purposive sampling by using the
characteristics of respondents. For tesling hypotheses using Structural Equation
Modeling analysis.

The results showed that social culture did not have an influence on the
perfiormance of local governmant. Poiitical culture has a significant positive effect
on local government performance. Administrative culture has an influence on
local government performance. Information technology can improve social
culture, political culture and administrative culiure on the performance o local
governments, The presence of information technology forms a new paradigm in
society, members of the DPRD, bureaucracy so that it can interact with social,
pofitical and administrative culture in improving the periormance of local
governmeants.

The findings of this study confirm the results of previous studies and can
develop the Luder's contingency model in looking at government performance
processes. Luder stressed that the need for innovation in the develonment of
government. One of the innovations carried out using information technology
which is a complementary tool in supporting government perfermance. The
presance of technology is able to interact with culfure in its involvement in
government processes.

Keywords: Local Govermnment Performance, Information Technology, Sodal
Culture, Political Culture, Administrative Culture, E-Governmenit,
Budget
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah yaitu Undang-Undang No 22
Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, Tata pemerintahan daerah mangalami perubahan yang sabelumnya bersifat
sentralisasi menjadi desentralisasi. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua
kewenangan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah, kecual enam
kemponen berikut yang tetap berada di bawah kewenangan pemerintah nasional
yaitu kebijakan luar neger, pertahanan, keamanan, admisirasi peradilan,
kebljakan moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Penerapan ofonomi daerah diharapkan memberi peluang kepada
pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang
dimiliki oleh daerah, sehingga dapat menjadikan pemerintah daerah semakin
mandiri dan tidak bergantung pada sumber dana bantuan pemerintah pusat baik
dalam pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pembangunan
daerah, Otonomi daerah juga diharapkan dapat menjadikan pemerintah daerah
terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak
tertinggal daerah kain.

CHonomi daerah sangat terkait erat dengan globalizasi yang telah muncul
pada dekade 70-an dan &0-an di Amerika Serkat. Arinya, globalisasi sudah tidak
lagi berbicara pada level antar negara namun sudah bergerak ke level yang lebih
kecil yakni suatu wilayah, seperti provinsi, kabupaten atau kota di sebuah negara.

Hal ini memunculkan tantangan yang kompleks, karena era gicbalisasi yang serba




cepat, terbuka dan luas. GlLobalisasi saat ini telah memasuki era revolusi industr

4.0 yang fidak lepas dari kehidupan manusia dan memiliki dampak dapat merubah
suaty budaya, pikiran maupun sikap seseorang.

Dalam situasi semacam ini, otonomi daerah akan sangat menentukan
pemerintahan deerah dalam mendorong pembangunan. Pemerntah daerah
diharuskan menyiapkan sistem birokrasi yang efisien dengan mengembangkan
teknaolegi informasi dalam meningkatkan kinerja kelembagaannya, yang tentunya
dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas (Kaloh, 2007).

Tantangan di era globalisasi mengharuskan daerah untuk berinvoasi
sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang memberikan
kesejahteraan bagi rakyat. Inovasi dalam sektor publik menjadi wacana perting di
barbagai negara, Ian.:ta_wa di negara maju karena dengan adanya inovasi dalam
sekior publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan
publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik (De Varies M, 2013).
Pentingnya inovasi dalam sekior publik menjadi kajian menarik di negara-negara
maju, mengingat bahwa persaingan dan perkembangan perubahan goslal yang
samakin kompleks. Inovasi dalam sekior publik dilakukan melalul penciptaan ide
atau gagasan baru terhadap pelayanan publik dan melalui proses adopsi terhadap
inovasl yang ada (Borrins, 2014). Inovasi dalam sektor publik berkembang
menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga diperlukan proses
tahapan yang panjang dan diperukan sikap selektif yang tepat untuk mengadopsi
inovasi.

Paviou dan El Sawy (2006) menemukan bahwa organisasi yang
melakukan inovasi dengan berinvestasi pada sistem [T, akan mengarah pada

keunggulan kompetitif strategis, sehingga mempengaruhi kinerja organiasasi.




Dengan adanya kemajuan teknologi yang dibawa dan dikenalkan dari negara
maju, menyebabkan adanya perubahan yang tedihal darni sistem pelayanan yang
mulai begeser menjadi lebih modern (Ramsecok et al., 2010). Di beberapa negara
berkembang, inovasi dianggap sebagai penggunaan teknologl yang canggih ke
dalam administrasi publik (Al-Khouri, 2011). Penerapan teknologl juga dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Garcia-Murillo, 2010; Kock & Gaskin,
2014; Perez et al ,2005).

Inovasi teknologl oleh negara-negara di dunia dalam sekior publik dikenal
dengan sebutan e-govemment. Sebagian besar negara saat ini telah
mengimplementasikan e-government yang memungkinkan mereka meningkatkan
gfisiensi di sektor publk dan merampingkan sistem pemerintahan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2012). E-Govemment
menjadi sarana yang sangat baik untuk meningkatkan efekivitas, efisiens,
transparansi, kontrol, kualilas layanan, akuntabilitas penyelanggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Corporale Govemnance. E-
Govemment merupakan penggunaan teknologl informasi sebagai alat bantu untuk
meningkatkan akses yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberkan
pelayanan pada masyarakat, mitra bisnis dan instansi pemerintah lainnya ( Falvia,
2018}, Tidak hanya negara maju, negara berkembang tidak dikecualikan dari
penerapan e-govemment, dan hal ini didukung oleh beberapa organisasi seperti
the world bank dan organisasi lain yang memandang e-govemment sebagai alat
untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan (Schuppan, 2009).

Indonesia yang merupakan negara berkembang juga turul sera dalam
mendukung penggunaan teknologi yang ditandai dengan Intruksi Presiden No.3

Tahun 2003 tentang kebijjakan dan strategi nasional pengembangan E-




Goverenment. Berdasarkan UN Government 2016, Indonesia menduduki posisi
116 dalam pengembangan e-govemment Posisi inl masih berada dibawah
beberapa negara Asia Tenggara seperi Filipina yang berada di peringkat 71 dan
Thailand yang berada pada peringkat ke-76.

Penerapan e-government tidak hanya sebatas silus web lembaga
pemerintah tetapi lebih luas sebagal sebuah kesatuan sistem yang terintegrasi
antarinstansi di dalam suatu negara, Pengelolaan e-goverment diperiukan untuk
menyampalkan informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai,
badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

Pemanfaatan e-government menjangkau semua bidang, termasuk dalam
dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu kunci utama dalam
menciptakan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif, efisien,
transparan dan terinlegrasi sehingga mampu meningkatkan level kepuasan
masyarakat dan memperbaiki kinerja pemerintah, Pada dasamya e-Govemment
mencakup e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Audi, e-Catalog, e-
Payment, e-Controlling dan beberapa lainnya.

E-govarnment ini tidak hanya berjalan di satu-dua instans:, tetapi di seluruh
instansi yang ada, Ketika sudah terlaksana, akan hadir sistem yang akurat dan
terintegrasi. Di Indonesia sudah ada banyak provinsi maupun kabupatenikota yang
menerapkan e-Government walaupun belum seluruhnya,

Beberapa provinsl, kota/daerah di Indonesia yang telah menarapkan
diantaranya: Provinsi DKl Jakarta menjadi percontohan daerah lain dalam
menerapkan e-budgeting. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang
terapkan e-Government. Solusi yang dihadirkan di Surabaya mencakup Sistem

Pengelolsan Keuangan Daerah (SKPD), e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-




Parmit, e-Office, e-Health, e-Dishub, Media Center, serta Sistem Siaga Bencana.

Salah satu contoh implementasi yang berjalan baik adalah Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah (SKPD). Sistem Ini menjadi objek vital saebab menyangkut
perencanaan dan pengembangan kota dan staf pemerintahan di kota Surabaya.
Karena posisinya yang sangat penting, maka di dalamnya pun dilengkapi dengan
e-Musrenbang vang disusun untuk mendukung sinergi perencanaan antara
pemerntah pusat dan pemerinteh daerah. Bojonegoro merupakan sebuah
kabupaten yang juga telah menerapkan e-govermment, Bojonegoro memiliki
sistemn baku seperti e-Musrenbang, e-Budgeting, e&-Planning, e-Procurement,
serta e-Monev (monitoring and evaluation).

Penerapan e-govemmernt di Indonesia yang diharapkan mampu
meningkatkan efisiensi, efekiifitas, transparan, akuntabilitas temyata masih
ditemui beberapa fenomena sepertl seringkali belum transparannya proses
anggaran, masih banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pemenntah daerah,
masih rendahnya akuntabilitas publik dan beberapa temuan lainnya sehingga
masih menjadi sorotan masyarakat.

Data annual report Indonesia Corruption Watch menyebutkan bahwa 77%
tersangka korupsi berasal dari pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2017 aparat
penegak hukum menindak 102 kepala desa, 37 anggota DPRD dan 30 kepala
daerah dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar, Modus
korupsl yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah
penyalahgunaan anggaran. [CW juga memaparkan perhal sekior yang banyak
dikorupsi adalah anggaran desa dengan kefugian negara Rp 39,3 miliar, Sekior
kedua yaitu pendidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara sebesar Rp

1.8 miliar, Sementara itu, terkait lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya




korupsi, ICW mencatat jika pemerintah kabupateniah yang banyak melakukan

korupsi dengan kerugian negara Rp 1,17 friliun. Lembaga lainnya adalah
pemerintah desa dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Ketiga, pemenntah kota
dengan kerugian negara Rp 159 miliar. Di lain pihak, terkait provinsi yang paling
banyak terdapat kasus korupsi, ICW menyebutkan, jika provinsi yang paling
banyak kssus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur dengan kerugian
negara mencapai Rp 90.2 miliar. Berikutnya, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera
Utara dengan jumiah kasus berturut-turut adalah 42 kasus dan 40 kasus.

Komisi Pemberantasan Korups! (KPK) menyebutkan bahwa pengelolaan
keuangan pemeriniah daerah belum sepenuhnya efektf serta efisien. Infarmasi
yang diperoleh bahwa pengelolaan keuangan daerah selama ini masih buruk
dengan ditemukannya beberapa kasus korupsi. Data KPK pada tahun 2017
menyebutkan bahwa potensi penyimpangan dan kebocoran APBN & AFBD masih
relatif tinggl, antara 20 hingga 40% atau rata-rata 30% dari total APBN/APED.

Beberapa penelitian di beberapa daersh Indonesia menunjukkan hasil
bahwa masih rendahnya kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Bisma (2010)
dalam penalitiannya di Provinsi NTE menemukan bahwa gfisiensi pengelolaan
APBD pada provinsi menunjukkan hasil yang tidak efisien. Wiranto (2013) dalam
penelitiannya di Lampung mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (AFBD) banyak mengalami kebocoran justru akibat kejahatan
korups| kolektif yang dilakukan eksekutif dan legiskatif melalul konspirasi saling
menguntungkarn,

Permasalahan lainnya terlietak pada proses penyusunan anggaran yang
memakan wakiu lama, Penyusunan anggaran yang memakan wakiu sehingga

seringkali terjadi ketedambatan proses penyusunan anggaran. Panatapan APBD




harus dilakukan tepat wakiu agar program kegiatan dan pembangunan yang

direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan
publik terhadap masyarakal dapat berjalan dengan lancar (Keuda Kemendagr,
Agustus 2013),

Pangalila (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa
mengungkapkan bahwa, proses penyusunan di Kecamatan Sonder belum beralan
tepat waktu, dikarenakan terlambatnya pemasukan rencana kegiatan pemerintah
yang dar desa dan terdambatnya penyampaian dan Kabupaten ke Kecamatan
sedangkan batas wakiu pelaporan yang diberikan hanya singkat, sehingga
Penyusunan mengalami keterlambatan penyampaian padahal untuk selanjutnya
akan dibuat penjabaran APBD.

Aini {2018) melakukan penefitian di Kabupaten Siak menemukan bahwa
apabila proses penyusunan anggaran sudah tidak sesuai dengan skedul yang
telah ditetapkan maka sudah pasti akan membawa efek, berupa terambatnya
pengesahan dan pelaksanaannya. Rendahnya daya serap anggaran marupakan
salah satu akibat dari terlambatnya pengesahan anggaran karena kegiatan yang
telah direncanakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, hal ini
akan berdampak pada rendahnya kinerja SKPD dalam menyelesaikan kegiatan
yang telah ditetapkan, Semakin tepat waktu penyusunan anggaran maka semakin
baik kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas publik juga masih menjadi rendah. Tahun 2018, rata-rata nilai
kinerja pemerintah daerah masih C atau masih kurang. Rata-rata nilai pemerintah
kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87, Sebanyak 425
pemerintah daerah, atau 83 persen kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk

kategori nilai C. Tahun 2017, Pemda yang meraih predikat B tercatat 19 provinsi




dan 139 kabupaten/kota, 5 provinsi dan 312 kabupaten/kota yang berpredikat CC

kebawah.

Selain akuntabilitas publik, transparansi juga masih menjadi sorotan publik.
Transparency Intemational menyimpulkan belum ada banyak perkembangan darn
negara-negara di dunia untuk mengakhirl korupsi. Indeks persepsi korupsi dari
Transparency Intemational menggunakan skala 0-100 dengan memuat memuat
180 negara. Nilai 0 arinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih.
Indeks menunjukkan dua pertiga negara memiliki sker di bawah 50. Rata-rata
nilainya hanya 43. Negara yang paling bersih ditempati oleh Selandia Baru (89),
Denmark (88), Finlandia (85), Norwegia (85), Swiss (85). Negara Paling Korup
ditempati Somalia (9), Sudan Selatan (12}, Suriah (14), Afghanistan {15), Yaman
(18}, Indonesia memiliki skor 37.

Fenomena - fenomena yang terjadi menggambarkan bahwa kinerja
pemerintah daerah masih rendah walaupun inovasi teknologi telah dilakukan.
Fleischer et al (1990) mengungkapkan sebuah teori yang disebut dengan teon
Technology Organization Enviroment (TOE) yang menyatakan bahwa dalam
berinovasi teknologi dipengaruhi oleh konteks teknologi, konteks organisasi, dan
kanteks fingkungan. Teor TOE merupakan teori yang sering digunakan untuk
menganalisis fakior-fakior yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan berbagal
teknologi. Konteks teknologi mencakup teknologi internal dan eksternal yang
relevan dengan perusahaan. Teknologi dapat mencakup peralatan maupun
proses. Konteks organisasi mengacu pada karakieristik dan sumber daya
perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, tingkat sentralisasi, tingkat formalisasi,
struktur mangjerial, sumber daya manusia, jumiah sumber daya yang kendur, dan

hubungan di antara karyawan. Konteks lingkungan mencakup ukuran dan struktur




industri, pesaing perusahaan, kenteks ekonomi makro, dan lingkungan peraturan.

Tiga elemen ini menghadirkan kendala maupun peluang untuk inovasi teknologi.
Dengan demikian, ketiga elemen ini mempengaruhi cara organisasi melihat
kebutuhan, mencari, dan mengadopsi teknologi baru.

Adopsi teknologi baru tidak selamanya berhasil digunakan. Tantangan
penting yang dihadapi e-government adalah penggunaan sistem fidak selalu
bertahan dan investasi sering terbuang (Zhang et al., 2010). Temuan ini didukung
oleh penelitian internasional yang telah menyoroti bahwa sekitar 70 sampai 80
persen implementasi e-government telah gagal memberikan hasil yang diharapkan
(Heeks dan Stanforth 2007).

Keberhasilan implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh faktor kompieks.
Kegagalan implementasi suatu sistem umumnya terjadi karena sistem fidak sesuai
dengan proses bisnis dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi (Janson,
2006). Kegagalan-kegagalan dalam implementasi sebuah sistem informasi juga
dikemukakan oleh Jogivanto (2007) yang dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu 1)
aspek teknis yang menyangkut sistem itu sendiri yang merupakan kualitas teknis
sistem informasi. Kualitas teknis yang buruk menyangkut masih banyaknya
kesalahan-kesalahan sintak, kesalahan-kesalahan logik, dan bahan kesalahan-
kesalahan informasi, 2) Aspek non teknis yang berkaitan dengan persepsi
pengguna sistern informasi yang telah dikembangkan. Persepsi pangguna terkait
dengan perlaku pengguna.

Choi. et al (2014) menyatakan implementasi e-govemment banyak
dihadapkan pada tantangan karena sifatnya yang kompleks dan adanya barbagai
pemangku kepentingan. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa e-

government dapat dilaksanakan dengan tepat melalui pertimbangan cermat.




Efektivitas sistem bergantung pada banyak fakior seperti lingkungan organisasi

dan sistemn informasi (Henver, at al, 2004),

Dalam pengadopsian teknologi baru, diperlukan pengukuran keberhasilan
sistern jika harus digunakan sebagai wahana untuk menyampalkan hasil
pemerintah, Indra Bastian (2010) menemukan banyak sistem informasi akuntansi
yang gagal dibangun sehingga tidak menghasilkan informasi yang berkualitas. Ada
bebarapa model penilaian keberhasilan atau kesuksesan sistem informasi dengan
menggunakan kepuasan atau penerimaan sebagai tolok ukur, diantaranya adalah
model kesuksesan sistem informasi DeLone dan Mclean, Model Delone dan
McLean yang diperbarui (2003) digunakan untuk melihat keberhasilan sistem dan
sisi kepuasan pengguna (user satisfachon). Faklor-faktor kesuksesan sistem
informasi menurut model Delone dan Mclean terdiri dari beberapa dimensi dan
aspek-aspek yang menghasilkan keuntungan-keuntungan bersih dar sistem
informasi yang meliputi kualitas sistem (system gquality), kualitas informasi
(information quality), kualitas pelayanan (service qualify). pengguna sistem
(system use), kepuasan pengguna (user safisfaction), dan keuntungan-
keuntungan bersih (net benefits). Sejak dikenalkan tahun 1892 dan diperbaharui
tahun 2003, model kesuksesan sistem Informasi yang dikembangkan okeh Deione
& Mcleane telah banyak diterapkan di beberapa penelitian untuk menjelaskan
kesuksesan dar suatu sistem Infermasi.

Penggunaan teknolog informasi dianggap sukses ketika memberkan
dampak yang positif untuk individu maupun organisasi dan gagal ketika tidak
memberikan dampak positif pada individu maupun organisasi. Dalam kaitannya
dengan proses anggaran publik, individu dapat diartikan sebagal aspek manusia

yang berada dibalik proses anggaran dimana teknologi diharapkan mampu




berinteraksi dengan pelaku tersebut sehingga berdampak pada kinerja pemerintah

dasrah.

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam bidang teknologi informasi.
(Sirsat,2016; Sterrenberg et al,2016; Sari et al, 2016; Pratiwi, 2016, Seyal, 2015),
dalam peneliiannya mengungkapkan bahwa kualitas sistem dan kualtas
informasi merupakan prediktor yang signifikan terhadap pengguna teknologi. (Al
Mamary, et al 2014; Ghanem & Sulaiman,2018) dalam penelitiannya
menghubungkan antara teknologi dengan kinerja dan hasinya bedampak
signifikan. Perez (2005) juga mengungkapkan bahwa teknologi bisa meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan informasi keuangan di pemerintahan. Hasil yang
berbeda diteliti oleh (Ou, 2016; Livari 2005, Marble,2003) penggunaan teknologi
tidak signifikan terhadap kinerja.

Adanya perbedsan hasil penelfian sebelumnya dalam pemanfaatan
teknologl informasi dapat terjadi karena cara pengolahan organiasasi yang
berbeda di setiap organiasasi. Setiap Negara atau organiasasi memiliki
pengelolaan organisasi pemerintah dengan cirl khas sendiri. Pendekatan dalam
memandang desain struktur organisasi pemerintah telah difermalisasikan dengan
pendekatan teori kontingensi. Teori kontingensi mengungkapkan bahwa tidak ada

cara yang sama dalam mengolah sebuah organisasi.

Teori kontingensi dikembangkan dari segi sosiologis teor fungsionalis
struktur organisasi sebagai pendekatan struktural untuk studi organisasi. Teor ini
mengklaim bahwa tidak ada cara yang sama untuk mengatur dan memimpin, atau
membuat keputusan organisasi. Efektivitas pengelolaan organisasi tergantung

pada kecocokan antara jenis teknologi, lingkungan, dan organisasi (Otley, 1980).




Gareth Margan (2007) menggambarkan gagasan utama yang menjadi

dasar kontingensi: 1) Organisasi adalah sistemn terbuka yang membutuhkan
manajemen hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan internal dan untuk
menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan, 2) Tidak ada cara
pengorganisasian terbaik. Bentuk yang tepat tergantung pada jenis tugas atau
lingkungan yang sedang dihadapi, 3) Manajemen harus diperhatikan, terutama,
dengan mencapai keselarasan dan kecocokan yang baik, 4)Jenis organisasi yang

berbeda dibutuhkan di berbagai jenis lingkungan.

Penelitian-penelitian terkait teori kontingensi berkembang dalam berbagai
bidang. Fred Fiedler (1964) mengembangkan model kontingensi yang berfokus
padas model kepemimpinan kontingensi dalam organisasi. Model ini berisi
hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan.
Kefasihan situasional digambarkan oleh Fiedier dalam tiga dimensi yang
diturunkan secara ampiris: 1) Hubungan pemimpin-anggota - tinggi jika pemimpin
umumnya diterima dan dihormati oleh para pengikutnya, 2) Tingkat struktur tugas
- tinggi jika tugasnya sangat ferstruktur, 3) Kekuatan posisi pemimpin - tinggi jika
banyak wewenang dan kekussaan secara formal dikaitkan dengan posisi

pemimpin, Situasi menguntungkan bagi pemimpin jika ketiga dimensi ini tinggi.

Dalam bidang skuntansi, model kontingensi digunakan sebagai kerangka
untuk memahami variabel-variabel kontingensi yang menjelaskan mengapa dan
bagaimana akuntansi telah berubah dan bagaimana faktor-faktor yang berbeda
mempengaruhi perubahan akuntansi dengan berbagai cara yang berbeda
(Waweru et all 2004, Otley;1980). Dalam akuntansi manajemen, Otley (1980)
mengungkapkan bahwa pendekatan akuntansi manajemen yang didasarkan pada

pramis bahwa tidak ada sistern akuntansi manajemen secara universal selalu tepat
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digunakan seluruh organisasi, namun sistem akuntansi manajemen hanya sesuai
(fit) untuk sustu konteks atau kondisi tertentu saja. Penggunaan teori kontingensi
dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen akan tergantung pada

lingkungan, organisasi dan gaya pembuat keputusan (Gordon dan Miller, 1978).

Dalam akuntansi pemerintahan, munculnya teori kontingensi berawal dari
adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi
pemerintahan dar sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang
lebih informatif. Sistem yang lebih informatif akan teruju pada pasokan informasi
yang komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk kontrol

keuangan pada kegiatan pemerintah,

Dalam memahami perubahan di sekior publik, Luder (1992)
mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan Ludar’s Contingensi Model,
Luder mengungkapkan bahwa perbedaan dalam sistem akuntansi pemerintah
dapat dijelaskan dengan melihat lingkungan di mana sistem beroperasi. Luder
mencoba menjelaskan transisi dari akuntansi pemerintah tradisional ke sistem
yang lebih informatif melalui interaksi berbagai fakior sosial, polik dan
administratif termasuk penerapannya. Luder menegaskan bahwa inovasi
akuntansi pemerintah dapat terjadi, mengingat rangsangan yang tepat dan faktor

lingkungan yang kondusif (Luder, 19394).

Luder's Contingensi Mode! dikembangkan lebih lanjut cleh Chan, Jones
dan Luder (1996) dimana kerangka tersebut menekankan tiga fakior penting yang
mempengaruhi hasil proses inovasi, yaitu: harapan dan perilaku masyarakat
umum sebagai pengguna informasi, harapan dan perilaku aktor politik sebagai

pengguna sekaligus produsen informasi, perilaku pelaku administrasi sebagai




produsen informasi. Harapan masyarakat mempengaruhi variabel struktur sosial,

seperti budaya sosial. Harapan dan perilaku politik akan mempengaruhi vanabel
struktur politik seperti budaya politik dan persaingan politik, Variabel perilaku
adminitratif mempengaruhl strukiur administrasi, seperti budaya administrasi,

sistem pembentukan staf, dan organisasi penetapan standar.

Aspek manusia yang diungkapkan aleh Luder et al sebagal faktor
kontingen dalam sektor publik seperti masyarakat, anggota legislatif dan staff
pemerintah memiliki budayanya masing-masing dalam memandang proses
anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Budaya

tersebut terbentuk dar lingkungan dimana mereka berada,

Indonesia merupakan negara yang menerapakan sistem demokrasi
dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat Demokrasi adalah
pemerintahan oleh rakyat yang merupakan sebuah sistem yang tegak atas prinsip
kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya yaitu;
kebebasan dan kesederajatan. Kebebasan disini olomatis berarti kebebasan yang
bertanggungjawab serta dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika.
Kesederajatan maksudnya adalah kesamaan dalam hukum, ekonomi, sosial dan
politik.

Masyarakat menjadi penilsi utama dalam proses anggaran. Perilaku
masyarakat di Indonesia terkait dengan budaya demokrasi yang telah diterapkan,
seperi pemilihan langsung kepala daerah melalui tahapan pemilu, dimana
masyarakat bebas untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang menurut

mereka telah dapat merepresentasikan harapan dan keinginan mereka atau sama




sekali idak memberikan suaranya adalah merupakan bukti konkrit suatu karakter

demokrasi yang secara kontinyu terbangun di negara ini.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang
mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat
urtuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai
Penyelenggaraan Negara. Peraturan Kementerian Dalam Megeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksansan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan peru mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam
bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang).

Keteribatan masyarakat dalam proses anggaran juga dapat melalui public
hearing. Public hearng merupakan salah satu sikap responsif legislatif
(DPR/DPRD) dan eksekutif terhadap semangat perubahan dan transparansi
sebagaimana diamanatkan dalam =agenda reformasi dan dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), yang di dalamnya
menempatkan pariisipasi masyarakat (publik) menjadi ujung tombak dari
perubahan itu. Melalui partisipasi diharapkan terjadinya perubahan hubungan
antara rakyat dan negara yang lebih seimbang, yang dalam konteks ini lebih
dibuka dan difasilitasinya ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara langsung
dalam menentukan nasib dan kepentingan mereka, terutama dengan teribat
langsung dalam proses penyusunan kebijakan publik,

Keterlibatan lainnya yaitu pengawasan anggaran, hal ini dapat dimaknakan
bahwa pengawasan anggaran menjadi perhatian yang penting dalam masyarakat.

Saat ini telah banysk masyarakat yang tergabung dalam sebuah lembaga




swadaya masyarakat (LSM) yang concemn dalam mengawasi kinerja pemerintan.

Pada hakikatnya APBD dapat dikatakan sebagai anggaran unfuk sektor publik
yang merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan palayanan
kepada publik, Oleh karena itu, maka secara otomatis publik mem punyai hak dan
wallb mengawasi pelaksanaan APBD. Dengan ikut dalam pengawasan publk
terhadap pelaksanaan APBD, maka mayarakat dapat mengetahui konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi pelaksanaan
perencanaan dan penganggaran. Melalui pengawasan masyarakat juga dapat
memastikan bahwa alokasi anggaran untuk  kepentingan publik  sudah
dilaksanakan secara efisien dan efektif, daiam hal ini pelaksanaan APBD tersebut
tidak terjadi pemborosan, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang posif
sarta manfaat yang berarti bagi kepentingan publik.

Perumusan pelaksanaan pembangunan secara bersama-sama yang
medibatkan partisipasi publik akan membentuk suatu nilai untuk menentukan mana
yang baik dan buruk, benar atau salah yang akan menjadi perilaku di masyarakat
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Selanjutnya perilaku ini akan menjadi
budaya sosial.

Budaya sosial terbentuk dari suatu perilaku yang dibentuk oleh lingkungan
(Berman, 2013), Perilaku sosial seperii kebebasan berpendapat, hak politik,
persepsi korupsi, pembangunan manusia, hak asasi manusia, dil yang akan
membentiuk sebuah budaya sosial yang ada di masyarakat (Bersth, 2013).
Budiarjo (2008) mengungkapkan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih
baik. Mamun, fakta yang terjadl bahwa ada beberapa hal yang menjadi keluhan
masyarakat tentang pola Musrenbang, seperti desa atau kelurahan tidak memiliki

asa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan
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banyaknya usulan sekedar memenuhi daftar program yang diajukan, tanpa ada
jaminan berapa jumiah program yang terakomdoasi (Gedeona, 2014}, Keterlibatan
masyarakat masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari
tahun ke tahun. Akibatnya, perencanaan program tidak mendapat masukan
gagasan variatif. Keberadaan unsur masyarakat dalam Musrenbang seringkali
tidak terwakili dengan baik, serngkali keputusan yang dihasilkan dalam
Musrenbang tidak benar-benar menggambarkan kepentingan masyarakat.
(Mapitupulu 2015).

Pengawasan masyarakal dalam proses anggaran juga masih rendah.
Paradenfi (2017) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pengawasan anggaran menunjukan masih sangatl kurang dilaksanakan oleh
masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap proses pengawasan. Tujusn pengawasan anggaran merupakan alat
kontrol dalam mencegah ftimbulnya kebocoran, penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling
awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau
status aspirasi mereka di tingkat berkutnya, termasuk ketika telah menjadi
dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk dimplementasikan.

Solihah (2017} mengungkapkan bahwa mekanisme dan teknik
memberkan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum
diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif
dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama
eksekutif. Selain tu, hasil public hearng masih dirasakan  belum
memuaskan masyarakat/publik, Berdasarkan kajian melaiui studi literatur dan

dokumentasi, dapat ditunjukkan bahwa ruang-ruang partisipasi formal yang
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tersedia di DPR/DPRD berada pada tingkat konsultasi, di mana dalam ruang-
ruang itu terjadi komunikasi dua arah antara publik dengan anggota DPR/DPRD.
Tetapi seringkali ruang-ruang tersebut dijadikan sekedar alat melegitimasi pokok-
pokok pikiran dan RULU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRLD, Bila dipahami
dengan cara pandang seperti inl, maka secara substansial ruang-ruang partisipasi
formal yang disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy
dimana yang terjadi sebetulnya adalah semacam sosialisasi atau pengarahan dari
DPR/DPRD kepada publik. Sebalknya pada ruang partisipasl publik informal,
dapat dilihat bahwa tinggi rendahnya parfisipasi publik ditentukan sendiri oleh
masyarakatipublik. Ruang parisipasi publik informal yang dibentuk kelompok
masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah meningkat
pada tahap negosiasi; tetapi otoritas pengambitan keputusan tetap berada di
tangan badan legislatif (DPR/DPRD).

Nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam memandang pentingnya
keikutsertaan dalam proses anggaran membentuk budaya sosial. Budaya sosial
pada masyarakat diharapkan skan mempengaruhi kinerja pemerintah (Salim
2017: Berman, 2013; Rafie, 2012; Upping 2011; Gomes et al. 2010; Ralston et al.
2008). Namun, tidak semua budaya sosial relevan atau bermanfaat bagi kinena
pemerntah (Alba dan Navamo 2011; Kim 2008; Noordegraaf dan Vermeulan
2010).

Penilai kedua dalam proses anggaran yaitu anggota legisiatif dimana
anggota legislatif merupakan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat
untuk menyampaikan aspirasi rakyat, Anggota legisiatif tidak teriepas dari politik.
Palitik dapat menjadi penengah antara masyarakat dengan pemenntah dalam

mengambil suatu keputusan dalam sebuah sistem untuk mengola organisasi,
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Politik juga dapat mempengaruhi akuntansi pemerintahan, Peran politik sangat
berengaruh kuat terhadap proses penganggaran (Luders; 1992).

Dimensi politik adalah arena dimana DPRD, pemerintah daerah dan
pemerintah pusat memainkan peran merska dalam proses anggaran. Pearan
legislatif adalah memastikan bahwa hak anggaran berjalan dengan baik dan
aspirasi masyarakat telah dipenuhi ke dalam anggaran saat ini. Peran legislatif
yang tepat cenderung menghidar penyalahgunaan anggaran. DPFRD sebagal
lembaga legislatif mempunyal tiga fungsi, yailu : (1) fungsi lagislasi (fungsi
membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi menyusun
anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja eksekutif).

Mekanisme proses anggaran legisiatif daerah yaitu menetapkan arahan
kebijskan dan anggaran umum bersamaan dengan kebijakan untuk pricritas
anggaran dan plafon sebelum anggaran dimulal. Seteleh selesal menyusun draf
anggaran, pemerintah akan menyerahkan draf anggaran yang nantinya menjadi
usulan anggaran. Sebelum mendapatkan persetujuan anggaran, legislatif harus
melakukan waktu istirahat. Pada masa reses, legislatif akan mengumpulkan
infarmasi mengenai aspirasi penyusunan perencanaan anggaran. Setelah wakiu
istirahat, legislatif akan berdebat tentang isi anggaran. Hal ini menjadi sulit, karena
informasi yang dikumpukan sebagian besar adalah daftar keinginan dan juga
menggabungkan kepentingan pribadi legislatif untuk tujuan politik. Dalam proses
anggaran, politisi terpilin yang memiliki kursi di legislatif berusaha memaksimalkan
alokasi anggaran untuk kepenfingan konstituen. Sefain itu, lembaga politik
memainkan peran penting untuk mempromosikan kepentingan partai politik
dengan berjuang membuat perautran alokasi anggaran yang mendukung aspirasi

penyusun sehingga menarik mereka untuk periode berikutnya (Harryanto, 2017},




DPRD juga memilki fungsi pengawasan, Pengawasan anggaran yang

dilakukan oleh dewan dipengaruhi cleh faktor internal dan faktor eksternal. Fakior
internal adalah faktor yang dimiliki cleh dewan yang berpengaruh secara langsung
terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Salah satunya adalah
pengetahuan tentang anggaran, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari
pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau
memperiemah pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya partisipasi
masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Perilaku-perilaku pada anggota legisistif dalam menjalankan fungsinya
membentuk sustu budaya politik. Peningkatan kinerja anggota legislatif dapat
meningkat, jika di dalam dirinya terbentuk suatu kesadaran untuk
memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kesadaran
tersebut anggota legislatif akan membentuk budaya politik yang lebin bekerja lebih
optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja pemerintah {Katzman, 2015;
Upping, 2011; Zakaria, 2011). Namun, pendapat berbeda oleh beberapa penaliti
yang mengunakapkan bahwa tidak ada pengaruh antara budaya politik dan kinerja
pemerintah (Healy, 2010).

Penilai ketiga dalam proses anggaran yaitu birokrasi atau staff SKPD.
Perilaku dalam menaati pedoman dalam aturan pemesintah membentuk budaya
administratif yang menjadi nilai yang melekat pada penyslenggara negara dalam
melakukan fungsinys. Budaya administrasi akan mempengaruhi  Kinefja
pemerintah (Upping, 2011; Alba, 2011, Zakaria (2011); Andersen, 2009; Ahn et
al, 2011).

Kepala dasrah merupakan salah satu staf negara yang dapat membeantuk

budaya administratf. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD




menatapkan pricritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana

kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon
anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerna
dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai. Rencana kera
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada pejabat
pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang
APBD tahun berikutnya. Pejabat pengeloia keuangan daerah mengelola keuangan
daerah, yang mempunya tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD, dan menyusun perubahan
APBD, mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggung jawaban APBD.

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam
proses pengambilan kepulusan terkait dengan kebljakan pendapatan maupun
belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik
pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman
yang melandasinys. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APED,
pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan,

Penyusunan APBD pada dasamya bertujuan untuk menyelaraskan
kebijaskan ekonomi makro dan sumber daya yang tersadia, mengalokasikan
sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan
kondisl bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secars baik. Dalam penyusunan
APBD yang dilakukan oleh kepala daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam
Raperda APBD yang disetujui atau tidak disetujui oleh DFRD.

APBD di susun dengan tujuan untuk mengatur pambelanjaan daerah dari

penermaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan anfara




lain untuk menciptakan perdumbuhan ekonomi dan kessjahteraan masyarakat.

Namun, penyusunan dan realisasi APBD menjadi sorotan utama oleh masyarakat
dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah masing-masing.

Perbedaan peneliian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian
sebelumnya menggunakan salah satu model yaitu model kesuksesan sistem
teknologi informasi delone & mcleane ataupun Luder’s confingency model
sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kedua madal! tersebut menjadi sebuah
model penelitian. Penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel
moderasi dalam melihat apakah vardabel ini mampu berinteraksi bersama aspek
manusia yang ada di balik proses anggaran seperli masyarakat, anggeta DPRD,
staff SKPD, dimana ketiga pelaku tersebut memiliki budayanya masing-masing
dalam proses anggaran. Budaya tersebut tergambarkan pada budaya sosial yang
terbentuk dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, budaya yang terbentuk dar nilai-
nilai yang ada di anggota DPRD dan budaya administratif yang terbentuk dari nilai-
nilai yang ada di staff SKPD. Hasil interaksi tersebut akan menghasilkan dampak
dalam memperkuat atau memperdemah kinefa pemerintah daersh pada
penganggaran publik. Hal ini didadasari atas beberapa temuan yang
mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi fidak selamanya berhasil
Efektivitas sistern bergantung pada banyak fakior seperti sistem informasi,
lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi menghasilkan suatu budaya dalam
suaty lempat dan memiliki cara yang berbeda dalam mengolah organisasinya, hal
ini sejalan dengan teori konfingensi yang mengungkapkan bahwa tidak ada cara
yang sama dalam mengolah sebuah organisasi. Dari penjelasan sabelumnya,

menjadikan dasar peneliti menggunakan faktor kontingen yang diadopsi dan




Luder's contingency model yang mengungkapkan bahwa dalam melinat organisasi

pemerintah ditentukan oleh budaya sosial, budaya politik dan budaya administratif.

Mativasi penelitian ini yaitu melinat fenomena kinerja pemerintah daarah
dimana terdapat beberapa temuan masih rendahnya kinerja pemeriniah daerah
dengan banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada
masih rendahnya kesejahteraan rakyat Pengelolaan anggaran menjadi hal yang
penting yang dapat dipergunakan untuk menjalankan program atau kegiatan yang
telah dibuat secara efektif, efisien, dan ekenomis, Dalam perencanan anggaran
hingga penetapan anggaran tidak lepas dan tiga fakior yang diungkapkan oleh
Luders yaitu masyarakat sebagai konsumen informasi, legislatif sebagas
konsumen sekabgus produsen informasi, dan administratif sebagai produsen
informasi. Ketiga pelaku ini menghasikan suatu budaya tersendin dalam proses
pemerintahan suatu negara. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik
dan transparansi di dalam pelaksanaan pengsiolaan pemerintahan, baik di
Pemerintah Pusat maupun Pemerntah Daerah menjadi isu yang belum
terselesaikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan
transparansi dengan menerapkan e-government terkhusus dalam pangelotaan
anggaran yaitu e-planning dan e-budgeting. Namun, penggunaan e-governmennt
di beberapa Negara tidak selamanya berhasil. Oleh karena fu, peneliti mencoba
memasukkan teknoclogi informasi dalam hal ini penggunaan g-gavermment
khususnya e-planning dan e-budgeting yang telah diterapkan dalam
penganggaran publik di beberapa daerah sebagai variabel moderasi untuk melihat
apakah penerapan teknologi informasi ini mampu memperkuat atau mempeariemah

kinerja pemerintah daerah di Indonesia.




1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang masalah, maka terdapat

beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1.

Apakah budays sosial pada proses penganggaran publik berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia,

Apakah budaya politik pada proses penganggaran publik berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja pemenntah daerah di Indonesia.
Apekah budaya administratif pada proses penganggaran  publik
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di
Indonesia.

A pakah teknologi informasi mampu memperkuat hubungan antara budaya
=osial pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah

daerah di Indonesia.

. Apakah teknologl informasi mampu mermperkuat hubungan antara budaya

politik pada proses penganggaran publik terhadap Kinera Pemerintah
Daerah di Indonesia.

Apakah teknologi informasi mampu memparkuat hubungan antara budaya
administratif peda proses penganggaran publk terhadap Kinerja

Pameriniah Dasrah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh budaya sosial

pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di

Indonesia.




_ Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh budaya politik

pada proses penganggaran publik terhadap kinera pemerintah daerah di
Indonesia.

. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh budaya
administratif pada proses penganggaran publik terhadap kinera
pemerintah daerah di Indonesia.

. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh moderasi
teknalogl informasi antara budaya sosial pada proses penganggaran publik
terhadap kinerja pemenintah daerah di Indonesia.

. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh moderasi
teknologl informasi antara budaya politik pada proses penganggaran publik
terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

. Untuk menguji, menganalisis dan menjelaskan pengaruh moderasi
teknologi informasi antara budaya administratif pada proses penganggaran

publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berkut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
dalam pengembangan iimu pengetahuan tarkait penggunaan teknotogi
informasi dalam penganggaran publk. Serta pengembangan teor
kontingensi dan teori kesuksesan sistem informasi dalam kaitannya

dengan kinerfa pemerintah.
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1.4.3

Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil peneliian ini diharapkan dapal memberikan
gambaran mengenai penerapan e-govermment khususnya terkait
penganggaran publik dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam
mengembangkan e-government yang saat ini masih periu dukungan
dengan pelatihan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur yang baik
serla strategl pemasaran e-government yang tidak cukup hanya melalui
tampilan website yang menarik. Tapi dibutuhkan juga suatu forum diskusi
oniline, penyuluhan dan pelatihan ke masyarakal perdesaan yang notabene
belum mengetahui adanya internet dan belum mengenal e-government.
Selain masyarakst, sosialisasi dan pelatinan untuk anggota DPRD dan
staff SKPD juga perlu diberikan. Dengan demikian masyarakat, anggota
DPRD dan stsff SKPD akan terbiasa menggunakan teknologl infomasi
sehingga menjadi suatu nilai yang baik dan menghasilkan budaya yang
bisa meningkatkan kinerja pemerintah,

Kegunaan Kebljakan

Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan
dalam penyesuaian kebijakan dan penganggaran yang dinamis dan capat,
serta kemauan unfuk saling terhubung antara satu layanan dengan
layanan yang lain, sehingga informasi semakin har akan semakin
berfambah. Hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan
stakeholders akan bertambah harmonis sehingga akan tercipta good

govemance.




1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menguji dan memverifikasi dampak budaya dan teknologi
informasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam proses anggaran publik tidak
lepas dar budaya yang terbentuk dalam masyarakat, politik dan administratif.
Dalam perjalanan perencanaan anggaran hingga penetapan anggaran, hal yang
biasa terjadi adalah timbuinya penyimpangan penyalahgunaan anggaran yang
mengindikasikan bahwa masih rendahnya akuntabiltas publik dan transparansi.
Untuk meningkatkan kinerja pemerintah terkait akuntabilitas publik dan transparsi
digunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat berinteraksi dengan aspek

manusia dibalik proses anggaran,

1.6 Sistematika Penulisan
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sistematika penyusuna
sabagai berikut:

BAB|  Merupakan bab pendshuluan yang menjabarkan latar belakang yang
menjelaskan fenomena dan ide penelitian. Berdasarkan latar belakang
tersebut ditentukan masalah, tujuan, kegunaan dan ruang lingku
penelitian.

BAB |l. Merupakan bab finjauan pustaka yang menjelaskan dengan detail
landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab tinjauan
pustaka ini mermuat tinjauan teori dan konsep seria hasi-hasil dan
peneiitian terdahulu,

BAB Ill. Merupakan gambaran kerangka konseptual dan hipotesis penelitian

yang akan diuji pada bab-bab selanjutnya.




BAB V.

BAB V.

BAB VI.

BAB VIl

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaru: 1)

Rancangan Penelitian, 2) Situs dan waktu penelitian, 3) Populasi,
sampel dan teknik pengambilan sampel, 4) jenis dan sumber data, 8)
Metode pengumpulan data, &) Variabel penelitian dan definisi
operasional, 7} Teknik analisis data.

Merupakan bab yang menjelaskan fentang hasil penelitian

Merupakan bab yang membahas hasil peneiitian yaitu hipotesis yang
telah diuji dan diserai argument pendukung

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan implikasi penelitian,

keterbatasan peneitian serla saran kepada pihak terkai.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2ATINJAUAN TEORI DAN KONSEP
2.1.1 Technology-Organization-Environment Theory

Technology organization environment (TOE) theory yang diperkenalkan
cleh Tomatzky dan Fleicher (1980). Teori ini menyatakan bahwa inovasi
bergantung pada kondisi organisasi, Iingl-:urigan industr, dan perkembangan
teknologl. Pada dasamya, model technology organization environment (TOE)
menggabungkan skema dari karakierstik teknelogl, faktor organisas:, dan unsur-
unsur lingkungan makro .

TOE mengidentifikasi ada tiga konteks yang mempengaruhi pengadopsian
dan pengimplementasian inovasi perusahaan, yaitu: konteks teknologi,
menggambarkan bahwa adopsi tergantung dari teknologl baik dar luar maupun
dan dalam perusahaan seperti compabflity (baik teknis dan organisasi),
complexity, triability (uji cobaleksperimen), dan observalion {visibilitas/imajinasi);
konteks organisasi, menggambarkan ruang lingkup bisnis perusahaan, dukungan
manajemen puncak, budaya organisasi, kompleksitas strukiur manajerial diukur
dari sentralisasi, formalisasi, deferensiasi, kualitas sumber daya manusia, dan
ukuran masalah: konteks lingkungan berhubungan dengan fasiitas dan faktor-
faktor penghambat operasi perusahaan seperti tekanan kempetitor, customer, isu-
isu sosial budaya, dorongan pemeriniah, dan insfrastrukiur teknologi seperti
layanan kensultasi melalui ICT.

Dalam konteks human capital, penggunaan sistem kepegawaian yang

rumit, seperti sistem penenmaan pegawai yang komprehensit uniuk mempearoleh




calon yang terbaik tidak berdampak signifikan terhadap kinerja (Hofstede, 1578).

Selain itu, karena tenaga kerja dianggap sebagal komoditas, pelatihan uniuk
pegawai bary jerang dilaksakan karena dianggap tidak terlalu bermanfaat. Oleh
karena itu, kapitalisasi kemampuan manusia ditujukan untuk memperbaiki
kekurangan keterampilan pegawai, bukan sebagai metode untuk mendorong
keunggulan kinerja. Kinerja dapat meningkat apabila keterampilan tenaga kena
juga meningkat, seperti merekrut tenaga kera yang memiliki pendidikan yang
tinggi dan memilki pengalaman teknis dan manajenal yang baik. Sehingga
kapitalisasi tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
ini menunjukkan bahwa human capital memiliki hubungan dengan kinerja
perusahaan. Shankar et al. (2010) menyatakan bahwa tekanan kompetitif
merupakan faktor lebih lanjut dalam pengadopsian inovasi. Tekanan eksternal
dilihat dar konsumen, misalnya, dapat menyebabkan perusahaan terdorong untuk
mengadopsi suatu inovasi bahkan ketika belum terlihat banyak keuntungan untuk
adopsi Inovasi teknologi tersebut. Tekanan kompetitif dapat menyebabkan
perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka dengan situasi baru (Grant,
2003), terutama ketika terlibat dalam sekior di mana ada persaingan sengit dan
ketidakpastian yang berkaitan dengan apa yang dilakukan competitor (Paviou & El
Sawy, 2010).

Konteks teknologl mengacu pada teknologi intemal dan eksternal,
termasuk peralatan dan proses. Adopsi teknologi yang tepat cleh organisasi akan
meningkatkan efekfivitas layanan organisasi dan berdampak pada kinena
perusahaan. Dalam rangka untuk tetap kompetitif dan berketanjutan, periu adanya
adopsi teknologl yang relevan dan menciptakan infrastrukiur sena memobilisasi

sumber daya manusia yang kompeten (Bames & Hinton, 2012).
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Gambar 21 Framework technology organization environment (1930)

2.1.2 Model Kesuksesan Sistem Informasi Defone & Mcleane

Pada zaman modem saat ini, perusahaan di seluruh dunia melakukan
transaksi bisnis denpan sangal cepat. Pertumbuhan bisnis yang sangat cepat
tersebut menimbulkan kompleksilas bisnis yang tentunya akan menghambat
proses transksi bisnis yang akan dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan sistem teknologi
informasi (TI). Sistem teknologi yang canggih tersebut digunakan untuk
marmpercepat transaksi bisnis agar mampu diclah secara cepat tepal, dan efisien.
Dengan hadimya terobosan sistem teknologl informasi di lingkungan perusahaan,
telah memberikan begitu banyak pengaruh terhadap sebuah organisasi, bukan
hanya organisasi namun pengaruh tersebut meluas hingga proses bisnis dan
transaksi organisasi, Petanyaannya saat ini apakah semua sistem teknologi
informasi yang diterapkan pada organisasi dapat dikategorikan sukses?, Lalu
bagaimana organisasi dapat mengetahul kesuksesan sistem teknologi informasi
yang diterapkan dan bagaimana membuat sistem teknolegi informasi menjadi
sukses. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan penelitian selama
puluhan tahun yang lalu yang dinamakan model Information System Sucess (IS

Sucess).
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Dasar pemikiran DeLone dan McLean dalam membuat Model [S Sucess
adalah 3 level informasi yang diperkenalkan oleh Shannon dan Weaver (1943)
yaitu teknikal, semantik dan efektivitas atau pengaruh. Serta pengembangan level
atas efektivitas atau pengaruh yang diperkenalkan cleh Mason (1878) yaitu
Produksi, Produk, Penerimaan, Pengaruh atas Penerimaan, dan Pengaruh atas
SistemDan hasilnya kemudian dijabarkan dalam model yang terdir dari 6 dimensi
variabel. Keenam dimensi tersebul antara lain: System Qually, Information
Quality, Use, User Safisfaction, Individual impaci dan Crganizetional Impact,

Dalam model D &M IS Sucess (19982), System Qualify mengukur kualitas
dari sistemn informasi tersebut, Information Systern mengukur kualitas dari output
yang dihasilkan suatu sistem informasi, Use mengukur konsumsi dan pengunaaan
sustu sistern informasi, User Safisfacfion mengukur respon dan user dalam
menggunakan output dar sistem informasi, Individual Impact mengukur efek dan
sistern informasi pada perilaku user dan Organizational Impact mengukur efek darn
suatu sistem Informasi pada kinerja organisasi.

Pembuatan dard model kesuksesan sistem informasi D & M (D & M
Infarmation Success Model) dipicu oleh suatu proses pembuatan informasi dan
dampak dari penggunaan sistem informasinya. DeL.one dan MclLean mendasarkan
modelnya pada model proses yang terdin dar tiga komponen proses, yau:
pembuatan dan penggunaan sistem informasi serta konsekuensi atau dampak dari
suatu penggunaan sistemn. Masing-masing dari proses-proses ini diperukan
(necessary), tetapi masih belum cukup (nof sufficient) untuk suatu kondisi supaya
dapat memberikan hasil {oufcoma).

Model Delone dan Mclean inl didasarkan pada proses dan hubungan

kausal dari dimensi-dimensi di model. Arinya,modal ini tidak mengukur keenam
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dimensi pengukuran kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi
mengukurnya secara keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya. Model proses
dapat diartikan sebagai suatu sistem yang ferdiri dari beberapa proses, yailu salu
prases mengikuti proses yang lainnya. Sedangkan model kausal (model causal)
atau disebut juga dengan model varan (varnance model] berusaha untuk
menjelaskan kovarian (covanance) dar elemen-elemen model untuk menentukan
apakah variansi dari satu elemen dapat dijelaskan cleh variansi dari elemen-
elemen lainnya. Dengan kata lain, moedel varian ini digunakan untuk menentukan
apakah terjadi hubungan kausal diantara variabel tersebut dan bagaimana arah
hubungan satu elemen dengan elemen lain, apakah menyebabkan lebih besar
(mempunyai pengaruh positif) atau lebih kecil (mempunyai pangaruh negatif).
Dalam Model Delone dan McLean masing-masing dimensi mempunyai 9
hubungan darn keenam variabel tersebut antara lain: information Quality dan
System Qualily secara simultan dan parsial mempengaruhi Use dan User
Safisfaction. Use mempengaruhi User Satisfaction secara positif atau negatif,
begitu juga sebaliknya, Use dan User Satisfaction mempengaruhi Individual
Impact dan pada akhirnya Individual Impact mempengaruhi Organizational Impact.
Model yang dikembangkan oleh Delone dan McLean tersebut mendapat
respon dari peneliti lain. Mereka tertarik akan konsep yang dibuat oleh Delone
dan McLean tersebut dan berusaha untuk mengembangkan hasil penelitian
tersebut lebih jauh, apakah dengan menambah variabel atau meresifikasi model
tersebut. Banyak pro dan kontra mengenai hasil penelitian ini baik model maupun
hasil penefitiannya karena peneliian yang dilakukan tidak diuji secara empiris

sehingga dilakukan spesifikasi ulang.




Maodel yang dispesifikasi ulang ini tetap mempertahankan fitur-fitur di

model Delone dan McLean. Hal-hal yang diperbarui ini adalah sebagai berikul ini:
pertama, menambah dimensi kualiitas pelayanan (service quaity) sebagai
tambahan dari dimensi-dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu kualitas sistem
(system gquality) dan kusitas informasi (information quaily). Kedua,
Menggabungkan dampak individual (individual impacf) dan dampak
organisasional (organizational impacf) menjadi satu variabel yaitu manfaat-
manfaat bersih (net benefits). Alasan terjadinya penggabungan adalah dampak
dar sistemn informasi yang dipandang sudah meningkat tidak hanya dampaknya
pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi dampaknya sudah ke grup
pemakai, ke antar organisasi, konsumen, pemasok, sosial bahkan ke
negara Tujuan penggabungan ini adalah untuk menjaga model tetap sederhana
(parsimany).

Ketiga, Menambahkan dimensi minat memakai {infention to use) sabagai
aternatif dari dimensi pemakaian (use). Delone dan MclLean mengusulkan
pengukuran alternatf, yaitu minat memakai {infention to use). Minat memakai
adalah suatu sikap (aftifude), sedangkan pemakaian (uss) adalah suatu perilaku
(behavior). Delone dan Mclean juga berargumentasi dengan mengganti
pemakaian (use) memecahkan masalah yang dikritix oleh Seddon tahun 1887
tentang model proses lawan model kausal.

Keempat, dalam penelitian terbarunya, DelLone dan McLean menambah
variabel baru yaltu Service Quality dan Net Benefils. Alasan utama penambahan
variabel terssbut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitt, dkk (1895). Pitt
dkk, mengusulkan penambahan variabel tersebut dalam mengukur IS Success

karena peran dalam |5 Deparfement dalam suatu organisasi menjadi lebin luas




dengan berkembangnya teknologi di bidang komputer. Pitt, dkk beranggapan s

Departement tidak hanya berperan sebagai informalion provider (penyedia
informasi) tetapi juga sebagal service provider (penyedia layanan). Dengan
demikian, dalam mengukur IS Success tidak hanya dari sisi produk informasi saja
akan tetapi Service Quality juga harus diukur kepada user IS Departemnent. Dalam
mengukur Service Quality, Pitt, dkk menggunakan metode SERVQUAL yang
dikembangkan oleh Parasuraman, dkk (1988). Dimana indikator yang dipakai
adalah tangibles (tampilan fisik), reabiily (kehandalan), responsiveness
(ketanggapan), assurance (keyakinan), dan emphafy (empat) dengan
meanggunakan 22 pertanyaan.

Kelima, Net Benefils sebagai tambahan variabel baru didasarkan oleh
saran dari berbagai peneiiti dengan menambahkan indikator [5 impact baik
sebagai workgroup impacts, interorganizational dan industry impacts, sera
consumer impacts. Mereka mengatakan bahwa pilihan dimana dampak tersebut
seharusnya bergantung pada sistem tersebut atau sistem yang akan dievaluasi
dan tujuan merska (para peneliti yang memberi saran). Dengan kompleksitas

masalah yang ada, DeLone dan MclLean membuatnya menjadi Net Benefits.
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Gambar 2.2 Model Kesuksesan Delone & Mcleane Diperbaharu (2002)




2.1.3 Teori Kontingensi

Amitai {1985) menyatakan bahwa teor kontigensi disebul juga teon
kepentingan, teori lingkungan atau teori situasi. Teori Kotingensi berandaskan
pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik
dan lancar apakila permimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan
situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendir,
Menurut Stoner et al (1996:47) pendekatan kontigensi atau pendekatan
situasional merupakan suatu “pandangan bahwa teknik manajemen yang paling
baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin
bervariasi dalam siluasi atau lingkungan yang berbeda.

Hakikat teori kontingensi adalah tidak ada satu cara terbalk yang bisa
digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan. Masuknya pengarn
variabel lingkungan dalam analisis organisasi diawali dengan kemunculan
pendekatan sistem (system approach) dalam analisis organisasi dimana
kemunculan pendekatan ini sebenamya karena inspirasi darl llmu biclogi.

Pendekatan sistem dibangun berdasarkan anggapan bahwa organisasi
pada hakekatnya mirip dengan organisme {makhiuk hidup) yang terbuka terhadap
pengaruh lingkungan sekitarnya. Menurut pendekatan ini organisasi adalah
sebuah open sysfem besar yang di dalamnya terdin dan beberapa sub-sistem
yang saling terkait. Organisme di dalam sistem semacam itu akan mengambil dan
sekaligus memberikan sesuatu dari dan kepada lingkungannya. Dengan pola
simbiose take and give itulah organisasi mempertahankan hidupnya.

Sama halnya dengan makhluk hidup, menurut Teon Kontingensi tujuan
akhir sebuah organisasi dalam beroperasi adalah agar bisa bertahan {survive) dan

bisa tumbuh (growth) atau disebut juga keberlangsungan {viability). Ada dua hal




yang dilakukan organisasi untuk menjalankan penyesuaian hidup terhadap

lingkungannya. Pertama, manajemen menata konfigurasi berbagal sub-sistem di
dalam organisasi agar kegiatan organisasi menjadi efisien. Kedua, bentuk-bentuk
spesies organisasi memiliki efektivitas yang berbeda-beda dalam menghadapi
perubahan dalam fhngkungan luar. Dengan kata [ain mekanisme sistem
pengendalian bisa sangat bervariasi sesual dengan variasi lingkungan yang
dihadapi. Dalam rangka mencar cara yang efekif, organisasi seharusnya
menghubungkan permintaan lingkungan eksiernal dengan  fungsi-fungsi
internalnya. Seorang manajer harus bisa mengatur harmonisasi fungsi-fungsi
organisasinya dengan kebutuhan manusia.

Gareth Morgan (2007) menggambarkan gagasan utama yang menjadi
dasar kontingensi: 1) Organisasi adalah sistem terbuka yang membutuhkan
manajemen hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan internal dan untuk
menyesuaikan difi terhadap keadsan lingkungan, 2) Tidak ada cara
pengorganisasian terbaik. Bentuk yang tepat tergantung pada jenis tugas atau
lingkungan yang sedang dihadapi, 3) Manajemen harus diperhatikan, terutama,
dengan mencapai keselarasan dan kecocokan yang baik, 4)Jenis organisasi yang
berbeda dibutuhkan di berbagai jenis lingkungan.

Penelitian-peneiitian terkait teori kontingensi berkembang dalam berbagai
hidang. Fred Fiedler (1964) mengembangkan model kontingensi yang berfokus
pada model kepemimpinan kontingensi dalam organisasi. Model ini berisi
hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan.
Kefasihan sttuasional digambarkan oleh Fiedler dalam tiga dimensi yang
diturunkan secara empiris: 1) Hubungan pemimpin-anggota - tinggi jika pemimpin

umumnya diterima dan dinormati oleh para pengikutnya, 2) Tingkal struktur tugas
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- tinggi jika tugasnya sangat terstruktur, 3) Kekuatan posisi pemimpin - tingagi jika
banyak wewenang dan kekuasasan secara formal dikaitkan dengan posisi
pemimpin. Situasi menguntungkan bagi pemimpin jika ketiga dimensi ini tingai.
Dalam bidang akuntansi, model kontingensi digunakan sebagal kerangka
untuk memahami variable-variabel kontingensi yang menjelaskan mengapa dan
bagaimana akuntansi telah berubah dan bagaimana faktor-fakior yang berbeda
mempengaruhi perubahan akuntansi dengan berbagai cara yang berbeda
(Wawery et all 2004, Otley;1980). Dalam akuntansi manajemen, Otley (1880)
mengungkapkan bahwa pendekatan akuntansi manajemen yang didasarkan pada
premis bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal selalu tepat
digunakan seluruh organisasi, namun sistem akuntansi manajemen hanya sesuai
(fit) untuk suatu kenteks atau kondisi tertentu saja. Penggunaan tear kontingansi
dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen akan tergantung pada
lingkungan, organisasi dan gaya pembuat keputusan (Gordon dan Miller, 1978).
Teori kontingensl dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem
akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan
perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi parsaingan.
Pendekatan kontingensi untuk akuntansi manajemen didasar oleh anggapan
bahwa tidak sda sistem akuntansi yang tepat secara universal yang dapat
digunakan oleh semus organisasi dalam berbagai keadaan. Sistem akuntansi
yang tepat tergantung pada keadaan khusus dimana organisasi tersebut berada.
Oleh karenanya teori kontingensi harus mengidentifikasikan aspek khusus dan
sistern akuntansi perusahaan dimana keadaan dapet didefinisikan dengan pasti

dan sistem dapat dicobakan dengsn tepat. Teori kontingensi akuntansi ini
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menunjukkan suatu upaya dalam penentuan sistem pengendalian yang paling
meamungkinkan atas seperangkat keadaan yang ada pada suatu organisasi.
Dalam akuntansi pemerntahan, munculnya teori kontingensi berawal dari
adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi
pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang
lebih informatif. Sistem yang lebih informatif akan tertuju pada pasokan informasi
yang komprehensif dan dapat diandalkan seria menyediakan dasar untuk kontrol

keuangan pada kegiatan pemerintah.

2.1.4 Luder's Contingency Model

Paradigma teoretis yang digunakan oleh beberapa peneiti penelitian
akuntansi pamerntah intermasional komparatif adalah Model Kontingensi Luder
(1992, 1994). Model ini sendini telah menjadi subjek penelifian dan telah
berkembang selama beberapa tahun (Chan, Jones dan Liider, 1998). Model ini
telah dimodifikasi dan diterapkan pada studi proses inovasi akuniansi
pemerintahan di negara-negara yang kurang berkembang (Godfrey, Devin dan
Merrouche, 1996, 1993).

Dalam memahami perubahan di sektor publik, Luder (1882) mengembangkan
sebuah model yang dikenal dengan Luder's Confingensi Model. Studi Luder dapat
dilihat sebagal upaya untuk memberikan krieria klasifikas! untuk akuntansi
pemerintahan. Studi ini mengidentifikasi dua kriteria klasifikast: kriteria internal,
yang mencirkan sistem akuntansi dan peiaporan pemerintah; dan kritena
eksternal yang mencirikan konteks nasional dan orientasi pengguna akuniansi
pemerintah, Studi ini didasarkan pada hipotesis bahwa “variabel kontekstual

spesifik menentukan orientasi pengguna utama akuntansi dan pelaporan
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menunjukkan suatu upaya dalam penentuan sistem pengendalian yang paling
memungkinkan atas seperangkat keadaan yang ada pada suatu organisasi.
Dalam akuntansi pemerintahan, munculnya teori kontingensi berawal dari
adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi
perarintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang
labih informatif. Sistem yang lebih informatif akan tertuju pada pasokan informasi
yang komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk kontrol

keuangan pada kegiatan pemerintah,

2.1.4 Luder's Contingency Model

Paradigma teoretis yang digunakan oleh beberapa penelii penelitian
akuntansi pamerintah internasional komparatif adalah Model Kontingensi Luder
(1992, 1984). Model ini sendiri telah menjadi subjek penelitian dan telah
berkembang selama beberapa ftahun (Chan, Jones dan Ltider, 1556). Model ini
telah dimodifikasi dan diterapkan peda studi proses inovasi akuntansi
pemerintahan di negara-negara yang kurang berkembang (Godfrey, Deviin dan
Merouche, 1996, 1993).

Dalam memahami perubahan di sekior publik, Luder (1852) mengembangkan
sebuah model yang dikenal dengan Luder's Contingensi Model. Studi Luder dapat
dillhat sebagal upaya untuk memberikan kriteria klasifikasi untuk akuntansi
pemerintahan. Studi ini mengidentifikasi dua kriteria klasifikasi: kriteria internal,
yang mencirikan sistem akuntansi dan pelaporan pemerintah; dan kriteria
eksternal yang mencirikan konteks nasional dan orientasi pengguna akuntansi
pemerintah, Studl ini didasarkan pada hipotesis bahwa ‘variabel kontekstual

spesifik menentukan orientasi pengguna utama akuntansi dan pelaporan




pemerintah; orientasi pengguna menentukan desain sistem akuntansi dan

pelaporan pemerintah *.

Luder melakukan penelitian terhadap enam negara industr Barat (Kanada,
Denmark, Prancis, Swedia, Inggrie dan Amerika Serikat), dalam upaya untuk
mengklasifikasikan praklik akuntansi dan pelaporan keuangan, mengidentifikasi
pola yang berbeda; dan jelaskan alasan perbedaan antar pola. Luder
mengklasifikasikan sistem akuntansi pemerintah dari negara-negara di bawah
studinya berdasarkan hubungan antara "orientasi pengguna utama akuntansi
pemeriniah dan pelaporan keuangan® dan “variabel kontekstual mendasar yang
dirasakan”,

Studi Luder menegaskan, "ada hubungan antara dua variabel (konteks
nasional dan orentasi pengguna) dalam arti bahwa konteks nasional tertentu
menguntungkan (atau tidak menguntungkan) dengan crientasi pengguna terentu
dari akuntansi pemerintah®. Namun, Luder menekankan bahwa keberadaan
konteks nasional terftentu tidak akan menyebabkan suatu negara memiliki orientasi
pengguna fertentu yang paling disukai, Oleh karena itu, hubungan yang mungkin
ada antara konteks nasional dan orientasi pengguna lebih kompleks dan tidak
memungkinkan mereka untuk membingkai hubungan kausal sederhana.

[ uder mencoba menjelaskan transisi dan akuntansi pemerintah tradisional
ke sistem yang lebih informatif melalui interaksi berbagai faktor sosial, politik dan
administratif termasuk penerapannya. Berdasarkan studi perbandingan antara
Amerika Serikal, Kanada, dan beberapa negara Eropa, model dikembangkan
dalam empat modul: (1) stimulus (2) variabel struktural, {3) karakieristik dar sistem

administrasi politik dan (4) hambatan implementasi.
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Gambar 2.4 Luders Contingency Model (Luder 1592)

Luder menegaskan bahwa inovasi akuntansi pemerintah dapat
terjadi mengingat stimuli yang tepat dan faktor fingkungan yang
kondusif (Luder, 19982; 1984). Stimulus berkaitan dengan peristiwa yang
tefjadl pada tahap pertama dari proses inovasi yang menghasikan
kebutuhan untuk informasi yang ditingkatkan pada bagian dar pengguna
dan meningkatkan kesiapan produsen untuk memberikan informasi
tersebut. Misalnya stimulus yang berhubungan dengan stres fiskal, skandal
keuangan dan krisis keuangan.

Variabel struktural adalah fitur dari lingkungan sosial di sektor publik yang
mempengaruhi sikap dasar pengguna dan produsen informasi terhadap

gagasan bentuk yang lebih informatif akuntansi sekior publik. Misalnya




variabel struktural yang terkait dengan budaya masyarakat, pasar modal,

dan kelompok stakeholder.

3) Karakterigtik sistem administrasl politik mengacu fitur dar sistem
administrasi politikk di sektor publik yang mempengaruhi sikep dasar
pengguna dan produsen informasi terhadap gagasan benfuk yang lebih
infarmatif akuntansi sekior publik. Misalnya budaya politik, sistem politik
dan persaingan politik, budaya administrasi, sistem informasi staf dan
karakteristik organisasi terhadap akuntansi misalnya sikap pimpinan
pemerintah daerah terhadap penerapan akuntansi akrual

4) Hambatan Implementasi adalah kondisi lingkungan yang menghambat
proses pelaksanaan, sehingga menghambat penciplaan sistemn akuntansi

yang lebih informatif yang pada prinsipnya diinginkan.

Madel Luders dikembangkan lebih lanjut oleh Chan, Jones dan Luder (15996)
dimana kerangka tersebut menekankan tiga faktor penting yang mempengaruhl
hasil proses inovasi, yaitu: harapan masyarakat umum sebagal pengguna
informasi, harapan dan perilaku aktor politk sebagai pengguna sekaligus
produsen informasi, perilaku pelaku administrasi sebagal produsen informasi
Harapan masyarakat mempengaruni variabel struktur sosial, seperti budaya sosial
dan daerah. Harapan dan perilaku politik akan mempengaruhi variabel struktur
politik seperti budaya politik dan persaingan politik. Varabel variabel perilaku
adminitratif mempengaruhi strukiur administrasi, seperi budaya administrasi,
sistern pembentukan staf, dan organisasi penetapan siandar.

Model Luder (1994) mengidentifikasi budaya masyarakat dan konsep doktrin

dominan bersama dengan perubahan mayoritas parlemen. Model Luder
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menekankan adanya pengaruh politix dalam pengeclaan sebuah Negara, Paolitik
dapat menjadi pencengah antara masyarakat dengan pemerintah dalam
mengambil suatu keputusan dalam sebuah sistem untuk mengola organisasi.
Luder mengungkapakan bahwa budaya politik dipahami sebagai "pola perilaku
poliik" di mana konsep nilai sosial diungkapkan. Budaya politik mempengaruhi
sikap dasar pengguna informasi mengenai pengungkapan informasi mengenai
pengelolaan keuangan sekior publik, dan karena itu juga mengenai kebutuhan
akan sistem akuntansi yang lebih informatif.

Budaya pofitik terungkap dengan tingkat kelerbukaan dan parlisipasi warga
dalam proses pengambilan keputusan publik. Semakin banyak budaya poftik
terbuka dan terbuka terhadap parisipasi masyarakat, semakin besar harapan
pengguna informasi keuangan dari sektor publik. Peserta akiif dalam sistem politik
lebih  memilih informasi  komprehensif mengenai  pengelolaan  keuangan
pemerintah. Indikasi tingkat keterbukaan dan partisipasl dalam proses
pengambilan keputusan politik adalah pentingnya rujukan dan prosedur konsultatif
lainnya berdasarkan demokrasi langsung (khususnys pemilihan langsung
pemegang jabatan administratif tertingal).

Kompetisi Politik. Istilah "kompetisi politik” memiliki dua makna yang berbeda.
Yang pertama adalah dalam arti persaingan di "pasar suara"; dan yang kedua
mengacu pada persaingan antara badan pembuat keputusan (cabang eksekutif
dan legislatif pemerintah) dan pemilin. Persaingan politik yang lebth kuat
antara pengguna informasi (yaitu, pemiiih dan legislatif) dan produsen informasi
(vaitu, eksekutif) memungkinkan pihak pertama uniuk menyatakan kepentingan

informasi mereka dengan lebih mudah dan dengan demikian menghasilkan
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pengurangan distribusi informasi yang fidak simultan antara pengguna dan

produsen.

Budaya administrasi sama dengan budaya  poliik.  Uniuk
sejauh mana budaya politik terbuka dan mendorong parisipasi, itu juga akan
berlaku untuk budaya administratif. Budaya administrasi berpengaruh terhadap
sikap dasar staf administrasi terhadap keterbukaan dan parfisipasi masyarakat
dalam proses kebijakan publik, Dalam budaya administrasi terbuka, produsen
informasi sendifi memiliki sikap dasar yang posilif terhadap gagasan sistem

pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan yang lebih informatif,

2.1.5 Budaya dan akuntansi

Hofstede's (1884) dianggap oleh banyak orang sebagai diskursus dalam
studi analisis faktor yang digunakan dalam peneliian budaya dan
mengelompokkan negara ke dalam kelompek budaya berdasarkan empat dimensi
nilal: jarak kekuasaan; penghindaran ketidakpastian; individualism vs collectivism;
masculinity vs feminimity. Studi budaya juga dikemukakan oleh Gray (1988) yang
mengidentifikasi empat nilai yang dapat membedakan dimensi subkuttur akuntans:
yang terkait dengan nilai-nilai sosial: profesionalisme versus kontrol berdasarkan
aturan; keseragaman versus fleksibilitas; konservatisme versus oplimisme;
kerahasiaan versus transparansi. Hofstede (1984) mendefinisikan budaya sabagai
pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota dar satu kelompok
manusia dar yang lain, Budaya yang didefinisikan termasuk kepercayaan, nilai-

nilai dan tradisi yang dimiliki bersama dalam masyarakat tertentu,

|stilah budaya memiliki sejumiah makna. Budaya serng diterapkan ketika

merujuk pada masyarakat dan / atau kelompok etnis dan { atau regional kefompok,




tetapi digunakan juga ssst merujuk pada organisasi dan [/ atau profesi

dan / atau keluarga. Jadi, bagi sebagian orang, agama, pendidikan, norma, adat
istiadat dan sejarah adalah komponen penting dari budaya masyarakat (Ralsion,

Holt, Terpstra dan Kai-Cheng, 1997).

Perera (1989) menggabungkan studi Hefstede dan Gray dan mengusulkan
hipotesis tentang hubungan antara nilai-nilai budaya dan nilai akuntansl. Mengacu
pada upaya untuk mengekspor keterampilan akuntansi ke negara-negara
berkembang, Parera (1989) mengungkapkan bahwa keterampilan yang dialihkan
dari negara-negara Amerika mungkin tidak bekerja karena meraka secara budaya
tidak relevan atau tidak berfungsi dalam konieks negara penerima. Beberapa
peneliti berpendapat bahwa akuntansi ditentukan secara budaya, kritik terhadap
transfer semacam itu berpendapat bahwa tindakan mengimpor sistem akuntansi
asing tidak relevan dan tidak pantas (Harrison dan McKinnon; 1993).

Harrison dan McKinnon (1999) menyorofi literatur tentang medel Hofstede.
Mereka mengidentifikasi tiga kelemahan dalam studi tersebut. Pertama, ada
kegagalan untuk mempertimbangkan totalitas domain budaya dalam kerangka
kerja teoritis digunakan cleh peneliti. Kadua, ada kecenderungan untuk secara
eksplisit mengabaikan intensitas diferensial norma-noma dan nilai-nilai budaya
lintas budaya. Ketiga, ada kecenderungan untuk memperiakukan budaya secara
sedernana.

Baydoun dan Willett (1995) mempertanyakan sejauh mana konsep
Hofstede dapat diterapkan pada analisis kelompok sosial yang lebih spesifik yang
mungkin memiliki karakteristik subkultur yang berbeda secara signifikan, bebarapa
di antaranya mungkin bertentangan dengan nilai-nilai nasional yang tampak.

Demikian puta, studi Gray (1988) dianggap kurang karena tidak adanya definisi




independen dari relevansi budaya. Selanjutnya, Boczko (2000) berpendapat

bahwa, meskipun studi kiasifikasi Gray berjanji untuk berangkat dari sifat dominan
studi institusional sebelumnya, dalam hal itu hanya memperiuas hubungan antara
lingkungan budaya dan akuntansi kontemporer seperti dihipotesiskan dalam studi
sebelumnya.

Ada berbagai perspektii tentang budaya, Literatur akuntansi member
kesan bahwa, dalam mengeksplorasl hubungan antara budaya dan akuntansi,
salu pendekatan  yang iepat: pendekatan nitai-dimensl  untuk
mengkonseptualisasikan budaya yang berasal dar lteratur psikologi lintas-
budaya. Williams (1983) mengemukakan bahwa budaya berkembang sebagal
respon terhadap industrialisme. Willlam mengidentifikasi potensi budaya yang
demokratis. Williams (1965) berpendapat bahwa budaya dapat didefinisikan dalam
istilah 'sosial. Budaya adalah "deskripsi cara hidup tertentu” dianggap sebagai
terobosan karena memberikan perspektif dan pendekatan untuk disiplin yang
muncul dar studi budaya. Willlams berusaha untuk menekankan kompleksitas
budaya. Meskipun sulit dalam prakiiknya, penting untuk "mencoba medfihat proses
secara keseluruhan”, untuk menghubungkan studi budaya dengan “organisasi
aktual dan kompleks”. Dengan demikian, Williams menekankan konsep totalitas
sosial. Memahami keseluruhan proses sosial dan interaksi berbagai elemen dalam
totalitas. DI bawah pendekatan ini, bentuk-bentuk ekonomi, sosial dan budaya
saling terkait. Suatu pendekatan di mana praktik budaya perlu diperiksa dalam hal
interaksinya dengan aspek lain berdasarkan pada penatapan niai ke berbaga
dimensi budaya.

Model Kontingensi Luder (Luder, 1989, 1982, 1896) juga membahas terkait

budaya dan telah berfungsi sebagai kerangka acuan konseptual untuk penefitian




akuntansi pemerintah perbandingan internasional. Model ini berusaha

menjelaskan mengapa beberspa negara telah melakukan inovasi akuntansi
pemeriniah sementara yang lain tidak. Luder berteori bahwa inovasi itu adalah
hasil intersksi kompleks wvariabel kontekstual dan variabel perilaku yang
menggambarkan pengguna dan pemasck informasi keuangan pemerintah.
Misalnya, masyarakst umum dapat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan
seperti profesi akuntansi dan pasar modal, yang berfungsi sebagai perantara
infarmasi yang mengurangi biaya. Budaya politik seperti norma akuntabilitas dan
persaingan politik seperti antara partai atau fraksi politik, bersama dengan krisis
atau skandal fiskal yang kadang-kadang atau sering dapat memengaruhi cara para
pemimpin politik memandang akuntabilitas keuangan. Demikian pula, tuntutan
akuntabilitas administratif dan penerimaan terhadap prakfiik-prakiik sektor swasta
dapal memengaruhi cara birckrasi memandang informasi yang diberikannya
kepada legislatif dan masyarakat luas. Dengan kata lain, variabel budaya sosial,
politik dan administrasi dihipctesiskan memiliki pengaruh signifikan terhadap
harapan dan perilaku yang menuntut dan menyediakan informasi keuangan
pemeriniah.

Secara khusus, Chan berhipotesis bahwa karakteristik pelaporan sistem
akuntansi pemerintah dipengaruhi oleh pengguna. Orientasi pengguna dapat
berupa manajerial, legislatif, atau eksternal. Orientasl pengguna mempengaruhi
tujuan akuntansi dan pelaporan untuk pemerintah. Hubungan antara crientasi
pengguna dan tujuan akuntansi dan pelaporan adalah sebagai berikut: 1) Grientasi
legisiatif. Sistern akuntansi pemerintah merespons secara eksklusif atau paling
tidak terutama untuk kebutuhan kontrel dan informasi legislatif,. Fokus akuntansi

dan pelaporan adalah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap oforitas. 2)




Orientasi publik. Selain orientasi legislatf, orientasi publik dipandang sebagai
tujuan kedua dan penting. Akuntansi juga merupakan sarana untuk memberi publik
gambaran yang depat dipercaya tentang situasl keuangan pemerintah secara
keseluruhan. 3) Orentasi manajemen. Akuntansi juga dianggap sebagai sarana
untuk mengelola operasi pemenntah. Fokus akuntansi dan pelaporan adalah
mendorong dan menunjukkan manajemen sumber daya yang efektif dan efisien.
Sistern yang berorientasi manajerial akan menekankan kontrol
administratif dalam bentuk pelaporan sementara pelaksanaan anggaran, Sistam
yang berorientasi legislatif akan menekankan peilaporan tahunan ke paremen
untuk pelaksanaan akuntabilitas pemerintah. Sistem yang beronentasi ekstemnal
akan lebih memperhatikan kemampuan pemerintah untuk membayar hutang dan
mempertahankan pengiiman layanan, yang merupakan kepentingan kreditor dan
masyarakat umum. Peran penting anggaran dalam pemerintah, menjadi salah satu
slasan uniuk mengkarakterisasi akuntansi pemerntah dengan merumuskan

“model akuntansi pemerintah™ dalam hal perbedaan disetiap negara.

2.1.6 Pengembangan Teknologi Informasi

Saecara teknis sistemn teknologi informasi tetah berkembang dengan pesat,
Secara kualitas sistem teknologi informasi juga sudah menigkat dengan drastic.
Beberapa dekade yang lsiu, banyak sistem teknologi informasi yang gagal karena
aspek teknisnya, yaitu kuslitas sistem yang buruk yang banyak mengandung
kesalahan-kesalahan sintak, kesalahan-kesalahan logik dan bahkan kesalahan-
kesalahan informasl. Sekarang, walaupun kualitas teknis sistem sudah membaik,
tetapi masih juga terdengar banyak sekall sistem informasi yang gagal diterapkan.

Fakior manusia sebagai pemakai sistem informasi sangat menentukan




keberhasilan penerapan sistem informasi, Dalam merancang sistem baru yang
akan diterapkan, sebaiknya sistem tersebut adalah sistem yang dapat diterima
oleh semua pemakai yang akan mempergunakannya. Dengan demikian dalam
pengembangan sistem informasi, perancang harus memasukan dimensi-dimensi
kesesualan penerimaan teknologl informasi cleh pemakainya, untuk mengurangi
sekecil mungkin hambatan yang ada antara manusia dengan sistem informasi
yang dikembangkan.

Pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengubah
bagian atau keseluruhan sistem informasi, Setiap proyek pengembangan sistem
infarmasi akan melalui siklus hidup pengembangan sistem atau lebih dikenal
sebagai System Development life Cycle (SDLC). SDLC menggambarkan
kagaimana pengembangan sistem informasi yang dimulai sejak konsep sampai
diimplementasikannya sistem ke dalam proses operasi rutin,

Secara umum ada enam tahap dalam pengembangan sistem informasi
(Wilkinson, 2000) yaitu meliputi: perencanaan sistem (system planning), analisis
sistem (system analysis), perancangan sistem (sysfem design), seleks| sistem
(system selection), penerapan sistem (system implementation) dan operasional
sistemn (system operational). Mamun seringkall yang dilupakan adalah tahap
terakhir yaitu tahap operasional. Dalam tahap ini sistem diintegrasikan ke dalam
organisasi dan dilakukan monitoring serta perbaikan secara terus menerus. Dalam
tahap ini biasanya dilakukan evaluasi untuk melihat kendala dan masalah yang
ada dalam operasional sistem secara rutin, kemudian dilakukan perbaikan untuk
mengatasi masalah yang ada dalam sistem tersebut.

Cialam {ahap evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sistem sedang benalan

alau setelah periode operasional program selesal dilakukan dan telah




menghasilkan output yang diperiukan, Hasll dari evaluasi ini adalah rekomendasi
tentang kekurangan-kekurangan sistem yang telah berjalan. Salah satu beamtuk
avaluasi dalam tahap operasional ini adalah menilai kepuasan pemakai sistem dan

dirazakan apakah periu adanya perbaikan atau penggantian sistem yang ada .

2.1.7 E-Government

Pemerntahan elekironik stau e-govemment (berasal dan kata Bahasa
Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital govemment, oniine
govermnment atau dalam konteks tertentu fransformational government) adalah
penggunaan teknologl informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan. Electronic govermment dapat diaplikasikan pada legisiatif,
yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal,
menysmpaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis,
Maoded penyampaian yang utama adalah Govemment-fo-Citizen atau Govemment-
to-Customer (G2C), Govemment-to-Business (G2B) serta Govemment-fo-
Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dar electronic
govemment adalah peningkatan efisiensi.

Secara umum pengertian electronic govemment adalah  sistem
manajemen informasi dan layanan masyaraka berbasis Internet. Layanan ini
diberikan cleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan
Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dani
pemeriniah kepada masyarakat yang memungkinkan peran akiif masyarakal
dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandini melakukan regisirasi

perzinan, memantau proses penyelesalan, melakukan pembayaran secara




langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Semua hal tersebut

dengan bantuan taknalogi Internet akan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan
saja. Dengan adanya fasilitas seperti ini, masyarakat diharapkan akan menjadi
lebih produktif karana masyarakat tidak peru antri dalam waktu yang lama hanya
untuk menyelesaikan satu buah perizinan. Dengan adanya on-fine system ini,
masyarakat dapat memanfaatkan banyak waktunya untuk  melakukan
pembangunan yang lain sehingga diharapkan praduktivitas nasional pun dapat
meningkat.

Ada 2 hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian electrormc
government diatas: Pertama, penggunaan teknologi informasi (infemet) sebagai
alat bantu. Kedus, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan
secara efektif, efisien dan produktif. Dengan penggunaan teknologi internet,
seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belil dapat dipangkas. Kendati
demikian, elecfronic govemment bukan berari menggantikan peran aparal
pemerintah dalam berhubungan dengan masyarkat. Dalam konsep glecfronic
government masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan,
berbicara melaul telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah atau
rmanagirim surat.

Melalui pengembangan electronic govemment, dilakukan penataan sistem
manajemen serta proses kefja diingkungan pemerintah dan pemeriniah daerah
otonom dengan mengoptimalisasi pemenfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan
teknologi informasi tersebut mencakup dua aktifitas yang saling berkaitan, yaitu:
Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses

kerjasecara elektronik dan Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar




pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat

diseluruh wilayah.

Inisiatif electronic govemment di Indonesia telah diperkenalkan rmadalui
Instruksi Presiden MNo. 6/2001 tgl. 24 Aprl 2001 tentang Telematka
(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good
govemance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, electronic
govemment wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor
pemerintahan, Administrasl publik adalah salah satu area dimana intemet dapat
digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa
pelayanan yang mendasar dan mensimpilifikasi hubungan antar masyarakat dan
pemernntan.

Electronic govemment dengan menyediakan pelayanan melalui internet
dapat dibagi dalam béberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu
arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elekironik secara
penuh. Interaksi salu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang
dibutuhkan. Pemrosesan / pengumpulan formulir secara online merupakan contoh
interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan
keputusan dan delivery (pembayaran). Akan tetapi perlu digarisbawshi bahwa
electronic governmeni bukan hanya sekedar publikasi situs aoleh pemerintah,
Pemberian pelayanan sampai dengan tahap full-elecironic defivery senvice perlu
diupayakan,

Tujuan electronic government adalah untuk meningkatkan akses warga
negara terhadap jasa-jasa pelayana publik pemerintah, meningkatkan akses

masyarakat ke sumber-suber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani




keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh

seluruh warga Megara. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2003 tentang Kebijaan dan Strategi Masicnal Pengembangan Elecironic

Govemnment, dimana dalam hal ini electronic government diarahkan untuk

mencapai 4 (empat) tujuan antara lain:

1.

Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakal secara
luas serta dapat terfjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa
dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat,
Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomin nasional dan mempercepat
kemampuan menghadapi perubshan dan persaingan perdagangan
internasional.

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasiitas dislog publik bagi masyarakat
agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serda memperancar transaksl dan layanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah ctonom.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis

alectronic government peru dilaksanakan melalui 6 (enam) strateqi yang berkaitan

erat, yaitu: 1) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya,

seria terfjangkau oleh masyarakat luas. 2) Menata sistem manajemen dan proses

kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic. 3) Memanfaatkan

teknologi informasi secara optimal. 4) Meningkatkan peran serna dunia usaha dan




mengembangkan industri  telekomunikasi dan teknologi  informasl.  5)

Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerntah maupun pemerintah
otonom, disertai dengan meningktakan e-fiferacy masyarakat. 6) Melaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistic dan
ferukur.

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep electronic government
bagi suatu daerah: 1) Tentunya akan memperbaiki kuglitas pelayanan pemerintah
kepada para stakeholder (baik ilu masyarakat, kalangan bisnis, dan industn)
terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagal bidang kehidupan
bermegara,  2)Meningkatkan frensparansi, kontrol, dan  akuntabilitas
penyelenggaraan pemerntahan, 3) Mengurangi secara signifikan total biaya
administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemenntah maupun
stakeholder untuk keperuan sehari-har. 4) Memberikan peluang kepada
pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalul
interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5) Menciptakan sustu
lingkungan masyarakal baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab
berbagal permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global
dan trend yang ada. 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai
mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara

merata dan demokratis.

2.1.7.1 E-Planning dan E-Budgeting
Konsep e-planning dan e-budgeling, merupakan pengembangan konsep
budgeting, salah satu financial tools di dalam mengelola suatu perusahaan

maupun pemerintah. E-planning dan E-budgeting merupakan sebuah sistem
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keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap
pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di
sebuah daerah. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun
oleh sebuah pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencagah upaya
penggelapan dana alau kecurangan dari birokrasi setermpat.

Sistem e-planning dan e-budgeting kini pun mulai membuktikan sejumiah
keunggulannya dibandingkan dengan penerapan dokumentasi keuangan secara
kanvensional (Suhariyanto, 2016). Beberapa keunggulannya seperi: 1) Mencegah
findakan korupsi, Praktik korupsi di sejumiah daerah terkadang bisa disamarkan
dengan proses manipulasi data keuangan. Dalam kurun wakitu ftertentu,
pencatatan dana bisa diakali dengan l@bih mudah karena masih menggunakan
sistern konvensional seperti aplikasi Excel. Jadi, lumrah semisal ada penggelapan
atau penggelembungan dana yang tiba-tiba terjadi dalam sebuah data keuangan
pemerintah daerah. Dengan menerapkan syslem e-planning dan e-budgeling,
upaya-upaya tersebut bisa dicegah karena data yang telah dimput sudah tak bisa
diutak-atik lagl dan telah tersebar ke publik. 2) Frinsip Transparansi Publik.
Pemantauan data keuangan sekaligus pengendaliannya oleh publik merupakan
praktik dar demokratisasi keuangan di sebush pemerintah daerah. Warga bisa
langsung melayangkan keluhan jlka mencurigai data yang ftidak semestinya.
Mereka juga bisa memastikan apakah dana pajak yang telah dibayarkan sudah
digunakan sabagaimana mestinya. Transparansi publik merupakan kewajiban dan
sefiap pemernntah daerah uniuk mencegah dan mengantisipasi segala tindakan
kecurangan datam pengelolaan AFPBD. 3) Prinsip keterbukaan data informasi
keuangan kepada masyarakat juga sudah diatur dalam aturan perundangan yaitu:

Paraturan Menter Dalam Neger Mo.13 tahun 2006, Peraturan inilah yang menjadi



pedoman penerapan sistem e-budgeting untuk setiap instansi pemerintahan

daerah di Indoensia. 4) Efisiensi Pendataan Keuangan. Sistem pendataan

keuangan pun bisa berangsung secara efisien dan efektf,

2.1.9 Penganggaran

Istilah anggaran atau penganggaran merupakan hal yang selalu
diperbincangkandalam organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Saat inj,
organisasi pemerintahan memberikan perhatian yang semakin meningkat pula
pada proses pertanggunjawaban dan penyelenggaraan pemerintah daerah
semenjak berangsungnya era ctonomi daerah.

Berdasarkan UL No.32 Tahun 2004, LILI MNo,33/2004, dan UU No.17 Tahun
2003, siklus perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan meliputi beberapa
tahap, yaitu: 1) Pemerintah daerah menyampaiakan kebijakan umum APBD tahun
anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling
lambat pada pertengahan bulan Juni tahun beralan. Kebiakan umum APED
tersbul berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan
antara lain dengan melaksanskan musyawarah perencanaan pembangunan
iMusrenbang) yang selai dilkutl oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikut
sertarakan dan/gtau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi
profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia
usaha. 2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan
oleh pemerintah daersh dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun
anggaran berikutnya. 3) Berdasarkan kebijakan umum APBD vyang telah
disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerash bersama DPRD membahas

priofitas dan plafon anggaran sementra untuk dihadikan acuan SKPD. 4) Kepala
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SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berkutnya
dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah
ditetapkan oleh pemerniah daerash bersama DPRD. 5) REA-SKPD fersebut
kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam peembicaraan
pendahuluan RAPBD. 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampakan kepada
pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda
tentang APBD berikutnya. ¥) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda
tentang AFBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD pada minggu perdama bulan Oktober. 8) Pengambilan keuputusan oleh
DPRD mengeai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya

satu bulan satu tahun anggaran yang bersangkatan dilaksanakan.

2.1.10 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja menjadi hal yang menarik dalam pembicaraan organisasi publik.
Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapal oleh seseorang atau
kelompok orang dalam suatu organisasi, sesual dengan wewenang dan tanggung
jawab masig-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika
(mahmudi 2010).

Konsep kinerja pada dasarmya dapat dilihat dari dua segi, yailu kinerja
pegawai dan kinerja organiasi. Kinerja suatu organisasi dapat dilinat dari tingkatan
sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada fujua nyang
sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan hasil dar kegiatan kerasama
diantara anggota atau komponen orgenisasi dalam rangka mewujudkan tujuan

organiasai, Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi,




yaitu kegiatan kerjasama dalam sebuah organiasi atau kelompok untuk mencapai

tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen.

Kinerja dikatakan sebagal sebuah hasil dari suatu proses termtantu yang
diltakukan oleh seluruh komponen crganisasi terhadap sumber-sumber tertentu
yang digunakan, Selanjulnya, kinerja juga merupakan hasil dar serangkaian
proses keglatan yang dilakukan unfuk mencapai tujuan terntentu organiasasi
Dalam rangka organisasi terdapat hubungan antara kinera perorangan dengan
kinerja omgasiasi. Organisasl pemerintah maupun swasta besar maupun keci
dalam mencapal tujuan yang telah ditetapkan harus melalul kegiatan-kegiatan
yang digerakkan oleh orang atau kelompok orang yang aktif berperan sebagai
pelaku dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena
adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organiasasi tersebut.

Menurut Mardiasme (2009), sistem pengukuran kinerja seklor publk
merupakan suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai
pencapain suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Lebih lanjut,
menurut Mardiasme bahwa pengukuran kinera seklor publik dilakukan urtuk
memenuhi tiga maksud yaitu: 1) Memperbaiki kineda pemerintah, 2}
Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, 3} mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Setlap organisasi biasanya tertark pada pengukuran kinera dalam
beberapa aspek, diantaranya: 1) Aspek Finansial. Meliputi anggaran suatu
organisasi, karena dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia,
dan aspek ini penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. 2)
Kepuasan Pelanggan. Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisl

pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi organisasi. Semakin banyak




tuntulan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka organisasi dituntut

untuk terus menerus member pelayanan berkualitas prima. 3) Operasi Bisnis
Internal. Informasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh
keglatan organisasi seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisas| yang
tercantum dalam rencana strategis. 4) Kepuasan Pegawai. Pegawal merupakan
aset yang harus dikelola dengan baik. apalagi dalam organisasi yang banyak
melakukan inovasi, peran sirategis pegawai sangat nysta, Apabila pegawal
dikelola dengan baik. maka kehancuran organisasi sult dicegah. 5) Kepuasan
Komunitas Stakeholder. Kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan
berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu
informasi dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan
dar Stakeholder. 6) Waktu, Ukuran waktu merupakan variabel yang periu
diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja. Terkadang kita membutuhkan
informasi untuk mengambil keputusan. namun informasi tersebut lambat diterima,
kadang sudah tidak relevan/kadaluarsa.
Adapun aspek- aspek standar kinerja menurut Mangkunegara (2005:18)

terdiri dari aspek kuantilalif dan aspek kualitatif,
1. Aspek kuantitatif meliputi;

a., Proses kerja dan kondisi pekerjaan.

b, Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan.

c. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.
2. Aspek kualitatif meliputr:

a. Keietapan kerja dan kualitas pekerjaan.

b. Tingkal kemampuan datam bekerja.




¢. Kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau kegagalan
menggunakan mesin perelatan, dan

d. Kemampuan mengevaluasi (keluhan-keberatan konsumen),

2.2 Tinjauan Empins

Salim Mona, Xiacbao Peng, Shoqi Almaktary, Saleem Karmoshi (2017).
The Impact of Citizen Satisfaction with Government Performance on Public Trust
in the Government: Empirical Evidence from Urban Yemen. Melihat bagaimana
kasus pemerintah di Yaman dan hasiimya 1. Ada pengaruh yang kuat antara
keperayaan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan publik. 2. Ada pengaruh
yang kuat antara kepercayaan masyarakat dengan kinerja pemerintah.

Berman evan at al {2013), The Impact of Societal Culture on the Use of
Perdformance Strategies in East Asia: Evidence from a comparative survey. Artikel
ini menunjukkan budaya mempengaruhi praktik kinerja. Studi ini memiliki implikasi
luas, yaitu menunjukkan bagaimana budaya masyarakat mempengaruhi prakiek
publik, Para peneliti seharusnya tidak mengabaikan budaya masyarakat dalam
keputusan seputar pemilihan dan implementasi strategi manajemen, atau dalam
memahami atau membentuk kondisi organisasi,

Kim (2008) A Daunting Task in Asia. Artikel ini menunjukkan bahwa di
beberapa negara terdapat tingkst kemiskinan yang tinggl dan status sosial
akonomi yang rendah seria kurangnya semangat masyarakat terlibat langsung
dalam proses pemerintahan. Masyarakat lebih sering beranggapan pesimis pada
keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan sehingga sangal sulit untuk
mempengaruhi kinerja pemerintah. Secara teorl pemerintah harusnya merangkul

masyarakat, pada kenyalaannys pemerintah merasa yang paing benar dalam
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mengambil keputusan, Masalah tingkat kepercayaan atau keyakinan yang rendah;
partisipasi yang rendah: kurangnya pro-aktivitas; nilai / nerma publik yang rendah
atau buruk menjadi fenomena yang ditemukan pada sektor publik. Mengelola
keragaman bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapl keanekaragaman
harus dipromosikan secara akiif bersamaan dengan rasa memiliki komitmen, rasa
memiliki yang setara. Hal inf kurang ditemui di Asia dan sedang diperukan untuk
membangun  nilai sosial di seklor publik. Peran masyarakat sipd periu
direvitalisasi; kemitraan sektor publik dengan masyarekat sipil adalah strategi
penting bagi banyak negara yang ingin memperkuat transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan. Peru lebih banyak pengawasan oleh masyarakat sipil. Perlu ebih
banyak keterlibatan warga negara, partisipasi lebih akiif uniuk membawa masalah
sosial ke dalam agenda pubdik, malalui kesadaran publik.

Noordegraaf dan Vermeulen (2010). Calture in Action: The 'Rofterdam
Approach’ as ModemizationThrough Tradition, menyatakan bahwa organisasi
publik diharapkan mampu menyelesalkan atau mengurangi masalah — masalah
yang terjadi di masyarakat baik dari segi kemiskinan, infrastrukiur maupun budaya
yang terbentuk di masyarakat yang menyimpang dar aturan yang ada. Selama
beberapa dekade terakhir, sebagian besar organisasi pemerintah telsh ditala
ulang untuk meningkatkan budaya sosial yang mengarah pada keterlibatan
masyarakat dalam proses pemerintahan. Pemerintah seharusnya tidak
mengabaikan budaya yang tercipta di masyarakat sehingga budaya tersebut dapat
mempengaruhi  kinerja pemerintah. Budaya dapat (harus) diubah, namun
pertanyaan yang muncul yaitu apakah budaya dapat diubah dengan mudah dan

cepat atay sult dan |lambal, terutama fokus perubahan jangka pendek atau

perubahan jangka panjang.
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Alba (2017). Administrative tradition and reforms in spain: adaptation
versus fnnovation. Dalam penslitiannya pada administrasi publik di Spanyol
menemukan bahwa telah terjadi ketidakstabilan paolitik yang tinggi. Kelemahan
sistemn politik, dan kurangnya saluran yang tepat untuk ekspresl politik, telah
membuat mesin administratif lebih kuat dan lebih aklif secara politik. Dalam
banyak kasus reformasi  administrasi  diekspresikan  melalul  konflik
kepentingannya. Budaya politik yang terjadi sebagai gans pemisah antara politisi
dan pegawai neger, atau antara birokrasi dan sistem politik, tetap menjadi
masalah yang belum terselesaikan. Bahkan penciptaan pemedintahan daerah baru
yang bertanggung jawab stas kebijakan kesejahteraan utama telah meningkatkan
tingkat politisasi administrasi dan personeinya karena ruang-ruang baru terbuka
untuk praktik-praktik tradisional serta korupsi politik.

Berisch andy, Warner Gillian (2013) Exploring societal cultural values and
human rights and development. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi
hubungan antara nilai-nilai budaya masyarakat dan berbagai prakiik sosial yang
dapat diamati. Hasilnya mengungkapkan Nilai-nitai budaya mempeangarnhi
perilaku, studi ini menggunakan nilai-nilal kemasyarakatan dan indeks penlaku
masyarakat . Hasil menemukan dua medel yang bisa diterapkan untuk
menggambarkan hubungan antara nilai-nilai yang dianut masyarakat dan dapat
diobservasi. Performance Orientation (PQ) dan Power Distance (PDI) secara
signifikan berkorelasi terhadap perilaku sosial Penelitian lebih lanjut menemukan
akses ke proses pemilu proses merupakan bagian signifikan dari Hak Politik
Penghindaran Ketidakpastian (UAI) - secara signifikan berkorelasi dengan Hak
Bolitik. Transparency terbukti menghasilkan model terkuat dengan 65% dari total

vanan dijelaskan,
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Al Badri Naser Mohamad (2012), The Influence of Societal and
Organizational Culture on Employment Equity: The Case of the Public Sector in
the Sultanate of Oman. Peneliian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya
sosial dan organisasi di sektor publik Oman. Hasil penelitian mengkonfirmasi
bahwa budaya masyarakat dan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap
ekuitas kerja (EE).

Holmes Brenton (2011) Cifizens' engagement in policymaking and the
design of public services, Hasil peneliiannya mengungkapkan bahwa di banyak
negara demokrasi, partisipasi warga dalam perumusan kebijakan dan desain
layanan telah diperdebatkan atau dicoba, namun terialu jarang direalisasikan, Ada
beberapa pencapaian penting, baik di negara maju maupun negara berkembang,
dan ada banyak literatur kebijakan publik yang menganjurkan kolaborasi
menyeluruh. Mamun, keteribatan dalam membuat kebijakan dan layanan
memerlukan perubahan besar dalam budaya dan operasi badan-badan
pemerintah. Ini menuntut keterampilan baru dar pegawal negen sabagal
negosiator dan kolaborator. Ini menuntut warga masyarakat untuk berpegang pada
kepentingan publik, kemauan untuk terlibat secara aktif, dan kemampuan yang
dibutubkan untuk berpartisipasi dan disengaja dengan balk. Keterlibatan yang
efektif oleh layanan publik yang berpusat pada warga negara memerukan
dukungan politis untuk devolusi kekuasaan dan pengambilan kepulusan secara
tulus kepada pejabat dan profesional publik gans depan - dan kepada warga
negara dan pemangku kepentingan yang terlibat dengannya. Para meniter dan
kepala lembaga memiliki tanggung jawab kepemimpinan utama di sini.

Upping (2011). Accounting change model for the public sector: adapting luder's

model for developing countries. Penelitisnnys membahas pengembangan model
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teoritis untuk menyelidiki perubahan akuntansi di sektor publik di negara
berkembang. Model yang diadaptasi dari Luder menyediakan kerangka kerja
integratif yang mengonseptualisasikan berbagai faktor internal dan eksternal yang
memengaruhi perubahan akuntansi dan fakior-faktor yang dapat menjadi
penghalang dan fasiitator perubahan di negara-negara berkembang. Studi ini
telah memasukkan semua faktor kontingensi ini dan mendukung sudut pandang
teoritis dari teori konlingensi.

Katzman Kenneth (2015) Afghanistan: Politics, Elections, and Government
Performance. Dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemerintahan di
Afganistan lumpuh diskibatian tidak terbentuknya kabinet bary. Pemerintah yang
sementara beralan memiliki karetaker pejabat dan birokrat yang tidak memiliki
arah kebilakan tingkat tinggi. Pilihan kabinet dilaporkan merupakan upaya untuk
menyeimbangkan kebutuhan pﬂja-bat yang kompeten dengan tuntutan untuk
memuaskan keduanya konstituen utama para pemimpin. Otoritas pemerintah
tetap dibatasi tidak hanya oleh pembagian kekuasaan pengaturan tetapi juga cleh
pengerahan pengaruh oleh kekuatan informal yang telah lama berdini. Pemimpin
fraksi sering mempertahankan kelompok pejuang bersenjata yang saring
menjalankan administrasl peradilan yang sewenang-wenang dan melakukan
pelanggaran hak asasi manusia, Kendala-kendala ini dapat memperambat dalam
mermbatasi korupsi pemerintah dan mempromasikan hak-hak perempuan.

Stier Sebastian (2015) Political determinants of e-government performance
revisited: Comparing democracies and autocracies. Temuan menceminkan suatu
kemauan politik yang sebenamya di negara-negara berkembang dengan
menggunakan program e-government untuk  meningkatkan kinerja dan

pembangunan nasional. studi juga mengungkapkan bahwa kapasitas pemerintah




menjadi lebih penting untuk kinerja e-government. Ini menunjukkan bahwa

proogram yang semakin canggih membutuhkan tenaga terampil dan sumber daya
administratif. Namun, fren yang diamati perlu dikaji ulang ketika data baru tersedia.

Bertsch andy, Wammer Gilllan {2013) Exploring societal cultural values and
human rghts and development. Temuan mencerminkan suatu kemauan politik
yang sebenarnya di negara-negara berkembang dengan menggunakan program
e-government untuk meningkatkan kinerja dan pembangunan nasional, studi juga
mengungkapkan bahwa kapasitas pemerintah menjadi lebih penting untuk kinerja
e-government. Ini menunjukkan bahwa proogram yang semakin canggih
membutuhkan tenaga terampil dan sumber daya administratif. Namun, tren yang
diamati perfu dikaji ulang ketika data baru tersedia.

Zakaria Zaherawati (2011) Measuring Local Govemment Performance in
Malaysia: Poliical Indicators Versus Organisational Theory. Dalam mengukur
kinerja pemenntah sebaiknya fokus pada indikator input (unit cutput /layanan yang
disediakan), indikator hasil (hasil pelayanan disediakan), indikator efektivitas biaya
atau indikalor produktivitas (fokus pada efektivitas dan efisiensi). Hasilnya
Pandangan dalam mengukur kinerja pemerintah lokal baik dengan indikator politik
atau teori organisasi, proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan
kedua pandangan tersebut. Kedua metode tersabut menunjukkan bahwa perilaku
manusia adalah platform terbaik untuk mengambil tindakan. Poliiik memberikan
dampak pada kinerja pemarintah.

La Porta Rafael, Sianes, Shleifer, Vishny (2009). The Quality of
Government. Hasilnya menunjukkan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh berapa

hal salah satunya politik. Pada Negara maju politik akan sangat berpengaruh pada



kinerja pemerintah, namun pada Negara miskin/berkembang, politik fidak

mempengaruhi kKinerja pamarnniah.

Busell Jenifer {2011) Explaining Cross-Matonal Variation in Governmant
Adoption of New Technologles, Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif
antara demokrasi dan e-government. Temuan ini juga menyoroti relevansi korupsi
dengan hasil kebijakan di kedua rezim demokratis dan otoriter, Secara umum,
rezim demokratis tidak selalu menunjukkan kinera yang transparan. [ni
menyiratkan kebebasan demokratis yang cukup tinggi bisa menjadi memiiki
tingkat korupsi yang cukup tinggi. India — sangat demokratis tetapl memiliki
Megara yang sangat kerup — dan Singapura — rezim yang oforiter namun sangat
transparan.

Lee Chung-pin, Kaiju Chang, Frances Stokes Berry (2011) Hasil penelitian
menunjukkan hubungan negatif antara demckrasi dan e-government. Kompetisi
dan pembelgjaran penjelasan menunujukkan hubungan negafive. Persaingan
mungkin penting untuk e-government karena negara bersaing untuk bisnis yang
mencari secara global di mana untuk menempatian infrastruktur atau membangun
perusahaan.Demokrasi tampaknya belum menjadi bagian dari kalkulus untuk
bisnis tentang tempat untuk mencar sumber daya. Pemerintah bereaksi lebih
banyak untuk funtutan dari pengguna internal.

Al tholaya abdulla mohamed hamoud. 2013. Govemmental accounting
innovation in yemen Institusional mempengaruhi kinerja pada pemerintah, E-
Gevemment dapa menjedi variable moderasi antara institusi dengan kinerja
pemearintah.

Parrado, S (2008) ‘Failed Policies but Institutional Innovation Through

“Layering” and “Diffusion” in Spanish Central Administration’. Melalui difusi



institusi sebagai mekanisme sosial yang termasuk dalam akun institusionalisme

historis baru untuk Inovasi, organisasi tertentu seperi lembaga pajak, jaminan
sosial dan pendaftaran properti telah menjadi lebih manajerial di negara yang
didominasi cleh hukum publik,

Sirsal Sanjay, Sirsat Manisha (2016) A Validation of The Delone And
Mciean Model On The Educational Information System Of The Maharashira State
(India). Penelitian ini memfokuskan pada penelaahan Delone dan McLean model
evaluasi, analisis komparatif dari model asll dan diperbarui dar Delone dan
McLean dan untuk memvalidasi keberhasilan informasi dar sistem UDISE
pemerintah India dengan menerapkan model yang sama. Semua variable
slgnifikan mendukung Model D & M.

Kardan (2011). |2 e-government a way to e-democracy?: A longitudinal study
of the Iranian situation. Penelitiannya menekankan bahwa e-government dan
demokrasimenyatu bersama. E-government dapat memungkinkan masyarakat
untuk menjadi lebih teribat dalam pemerintahan dan lebih banyak informasi
tentang hukum, peraturan, kebijakan, dan jasa. |nisiatif E-government dapat
meningkatkan derajat dan kualitas partisipasi publik dalam pemerintahan. Dari
evolusi tambahan perspektif, e-government mempengaruhi demokrasi partisipatif
dalam area berdkut: 1) Di mana ada dasar sefarah, politik atau budaya agar
masyarakat sipil lebih akfif dan partisipatif yang difasilitasi pemeriniah dan
kegiatan konsultatif; 2) Di mana teknologi memungkinkan minat yang muncul
dalam partisipatif demokrasi untuk membuahkan hasil dengan biaya lebih rendah.
Kebangkitan pengetahuan masyarakat di Eropa memiliki konsekuensi positif

terbesar bagi poliik dengan memperkuat aklivisme berorientasi-sebab-sebab dan



berorentasl pada warga negara. Tujuan utama dari e-government adatah efisiensi

dan warga negara adalah pemangku kepentingan utama e-government.

Zhang Man & Xunhua Guo & Guoging Chen (2011} Why adoption and use
behavior of ITNS cannot last?—iwo studies in China. Dari model persamaan
terstruktur (SEM) analisis menunjukkan kemampuan model untuk menafsirkan
perilaku penefmaan pengguna Tl di Cina baik sebelum dan setelah tahap awal.
Hal ini kemudian disimpulkan bahwa kenaikan awal penerimaan pengguna
biasanya didorong oleh instruksi wajib karena dengan karakteristik manajerial
jarak kekuasaan panjang di organisasi Tionghoa, sedangkan penurunan pada
periode kedua disebabkan oleh perubahan yang terjadi di beberapa pengakuan
faktor dalam model, yang mungkin mencerminkan kurangnya fit antara teknologi
dan gaya kera. Dalam dua spesifik kasus yang diteliti, kurangnya kompatibilitas
dan kendisi memfasiitasi membual penerimaan pengguna menurun setelah

periode awal ketika efek dari pelatihan dan instruksi wajib memudar.
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KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Sebelum kerangka konseptual dibuat, perlu disusun kerangka pemikiran.
Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran merupakan bagan
yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan penelitian berdasarkan
pemaparan studi teoritik dan studi empirik.

Studi teoritik yaitu teori-tecri yang relevan dalam permasalahan dalam
penelitian, sedangkan studi empiris yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang
relevan dengan permasalahan yang akan ditelitl. Gabungan antara studi teontik
dan empirik dalam penelitian ini menghasilkan valabel-variabe! penelitian.
\Variabei-variabel tersebut berupa varsbel independen dalam penelitian ini
mencakup kinerja pemerintah derah, variabel dependen mencakup budaya
sosial, budaya politic, budaya administrasi, dan vanabel moderasi mencakup
teknelogl informasi. Setelah menetapkan variabel maka terbertuklah hipotesis
penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau proparsisl  yang
dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Hasll uji hipotesis secara
stalistix akan diintrepetasikan dalam pembahasan yang akan menghasikan
kesimpulan dan rekomendasl. Berdasarkan kerangka proses berpikir, disusun
kerangka konseptual yang menggambarkan variabel-variabel penaliian dan

pengaruh antar variabel. Kerangka penelitian inl dapat dilihat pada gambar 3.1.
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Kerangka konseptual pada penelitian ini didasarkan pada Technology

organization environment (TOE) theory, Model kesuksesan sistem teknaobogi
informasi Delone & Mcleane, dan Teori Kontingensi yang dikembangkan oleh
Luder. Pengaruh antara variable-variabel penelitian ini mencakup budaya sosial,
budaya politik, budaya administratif, teknologi informasi dan kinerja pemerintah
daerah.

Budaya sosial diharapkan mempengaruhi kinerfja pemerintah daerah.
Budaya sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada masyarakat
dalam memandang pentingnya keterlibatan pada proses anggaran sahingga
mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daersh. Pemilihan variabel budaya
sosial sebagai variabel independen merujuk pada Luder'’s contingency mode
yang menyatakan bahwa dalam organiasasi publik salah satu faklor penting yang
mempengaruhi proses pemerintahan adalah harapan masyarakat umum sebagai
pengguna informasi. Harapan masyarakat mempengaruhl variabel strubdur
sosial, seperi budays sosial dan daerah. Perilaku sosial sepert kebebasan
berpendapat, hak pofitk, persepsi korupsi, pembangunan manusia, hak asasi
manusia, dll yang akan membentuk sebuah budaya sosial yang ada di
masyarakat (Bersth, 2013). Perilaku masyarakat di Indonesia terkait dengan
budaya demokrasi yang telah diterapkan. Pemilihan langsung kepala daerah
melalui tahapan pemily, dimana masyarakat bebas untuk menyalurkan suaranya
kepada calon yang menurut meraka telah dapat merepresentasikan harapan dan
keinginan mereka atau sama sekall tidak memberikan suaranya adalah
merupakan bukti konkdt suatu karaklier demokrasi yang secara kontinyu

terbangun di negara ini. Sesual dengan prinsip keterbukaan dalam negara



demokrasi, penyelenggara negara diharuskan membuka diri terhadap hak

masyarakat uniuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan ftidak
diskriminatif. Perilaku-perilaku tersebutiah yang akan menjadi nilai sosial dalam
masyarakat yang diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemenintah dasrah.
Budaya politik juga diharapkan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah
daerah. Budaya Poltik merupakan nilai-nilal yang terbentuk pada anggota
legistatif (DPRD) sebaga perwakilan rakyat dslam pemerntahan untuk
menjalankan fungsinya dalam membuat kebijakan dengan fujuan untuk
kesejahteraan rakyal. Penggunaan variabel ini sebagal variabel independen
merujuk pada Luder's confingency model yang menyatakan bahwa salah faktor
yang mempengaruhi proses pemerintahan yaitu harapan dan perilaku skior
politik sebagai pengguna sekaligus produsen informasi. Pofitik dapat menjadi
penengah antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengambil suatu
keputusan dalam sebuah sistem untuk mengola organisasi. Politik juga dapat
mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Peran politik sangat berengaruh kuat
terhadap proses penganggaran (Luders; 1592). Peran legislatif adalah
memastikan bahwa hak anggaran berjalan dengan baik dan aspirasl masyarakat
telah dipenuhi ke dalam anggaran saat inl. Peran legislatif yang tepat canderung
menghidar penyalahgunaan anggaran, Perilaku-perilaku pada anggota legislatif
dalam menjalankan fungsinya membentuk suatu budaya politik. Peningkatan
kinerja anggota legislatif dapat meningkat, jika di dalam dirinya terbentuk suatu
kesadaran untuk memperuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karana itu,
dengan kesadaran tersebut anggota legislatif akan membentuk budaya politik

yang lebih bekerja lebih optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja



pemerintah (Katzman, 2015; Upping, 2011; Zakara, 2011). Namun, pendapat

berbeda oleh beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa fidak ada pengaruh
antara budaya politik dan kinerja pamerintah (Healy, 2010).

Budaya administraiif juga diharapkan mampu mempengarchi kinera
pemerintah daerah. Budaya adminisitratif adalah nilai-nilai yang melekat pada
aparatur negara dalam menjalankan proses anggaran uniuk meningkatkan
kinerja pemerintah daersh. Penggunaan budaya administrative sebagai variabel
independen merujuk pada Luders confingsncy model yang menyatakan bahwa
salah satu fakior yang penting dalam mempengaruhi proses pamerintahan yaitu
perilaku pelaku administras| sebagai produsen Informasi. Variabel variabel
perilaku adminitratif mempengaruhi  strukiur administrasi, seperti budaya
administrasi. Perilaku dalam menaati pedoman dalam aturan pemarintah
membentuk budaya administratif yang menjadi nilai yang melekat pada
penyelenggara negara dalam melakukan fungsinya Budaya sdministrasi akan
mempengaruhi kinerja pemerintah (Upping, 2011; Alba, 2011; Zakaria (2011},
Andersen, 2008; Ahn et al, 2011).

Teknologi informasi diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah
daerah. Teknologl Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan
aplikasl program komputer untuk memfasiitasl proses penyusunan anggaran.
Penggunaan teknologi informasi sebagai moderasi karena saat inl pemerintah
telah mengembangkan sebuah teknologl informasi di pemerntahan yang dikenal
dengan e-governmant. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabiitas publik dan
transparansl di dalam pelaksanaan pengelolaan  pemerintahan, baik di

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi isu yang belum



terselesaikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akuniabilitas publik dan =70 5
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transparansi dengan menerapkan e-govermnment terkhusus dalam pangalnlaar‘i oA

anggaran yaitu e-planning dan e-budgeting. Namun, penggunaan e-government '"‘..x\,‘ _ "
W B

di beberspa Negara fidak selamanya berhasil, Technology Organizalion
anvironment (TOE) teori mengungkapkan bahwa dalam mengadopsi teknologi
perffiu mempertimbangkan konteks tehnologi, konleks organisasi, konteks
lingkungan. Dalam pengimplementasian tehnologi, delone & mcleane (2002)
membuat sebuah model untuk mengukur kesusksesan suatu sistem. Model
kesuksesan ini dilatarbelakangi karena pengadopsian sebush teknologl tidak
selamanya berhasil dan berlahan lama, oleh karsna Hu, peneliti mencoba
memasukkan teknologi informasi dalam hal ini penggunaan e-govemment
khususnya e-planning dan e-budgefing yang telah diterapkan dalam
penganggaran publik di beberapa daerah di Indonesia sebagai variabel moderasi
untuk melihat apakah penerapan teknologi informasi ini mampu memperkuat
kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Kinerja pemerintah deerah dalam konteks era teknologl saat ini diartikan
sebagal pencapaian hasil dalam merealisasikan farget yang telah ditetapkan
dengan bantuan penggunaan teknologi informasi berbasis online. Song (2015)
menilai kinerja pemerintah dalam era teknologi saat ini sebagai proses
komprehensif yang didasarkan pada investigasi dan analisis sistematis dari
konstruksi, operasi, manajemen, dan dampak situs web. Kinera pemerintah
divkur dengan 2 indikator 1) E-govemment completeness degree  yang
digunakan untuk mengevaluasi kinarja pemerintah dari segi internal pemerintah

satalah penggunaan e-govemnment, 2) yaitu E-govemmenti parficipation degree
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yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerdntah dari segi external
pemerintah terkait dengan interaksi publik setelah penggunaan e-government
Berdasarkan uraian diatas, kerangka konseptual dalam penefitian ini

dapat dilihat pada gambar 3.2

Teknologi Informasi
(2]

T
Budaya Sosial
(X1}
. L 3

Kinerja Pemerintah

Budaya Palitik Dasrah (¥)

(%2)

Budaya
administrasi
(x3)

Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka konseptual, maka diajukan hipotesis penefitian
sabagal berkut :
a. Hipotesis 1
Dalam memahami perubahan di sektor publik Luder [1992)
mengembangkan sebush model yang dikenal dengan Luder’s Conlingansi

Made! Mode! Luders dikembangkan lebih lanjut oleh Chan, Jones dan Luder
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(1996) dimana kerangka tersebul menekankan tiga faktor penting yang
mempengaruhi hasil proses inovasi, diantaranya yaitu: harapan masyarakat
umum sebagai pengguna informasi, Herapan masyarakat mempengarubi
variabel struktur sosial, seperti budaya sosial.

Harapan masyarakat akan membentuk suatu perilaku yang terjadi pada
masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Selanjutnya perilaku ini
akan menjadi budaya sosial yang mebentuk suaty nilai yang melekat pada
masyarakatl. Solihah (2017) mengungkapkan bahwa mekanisme dan teknik
memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakal masih belum
diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif
dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama
ekselkutif.

Masyarakat mengharapkan adanya manfaal yang didapatkan dalam
sebuah pengotahan pemerintahan. Nilai-nilal yang ada di masyarakst dalam
memandang pentingnya keikutsertaan dalam proses anggaran membentuk
budaya sosial. Budaya sosial pada masyarakat nantinya akan mempengaruhi
kinerja pemerintah (De Valle,2001; Salim.2017, Berman, 2013; Rafie, 2012,
Upping 2011; Gomes et al. 2010; Ralston et al. 2008).

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Hi: Budaya sosial pada proses penganggaran publik berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.



b. Hipotesis 2

Model kontingensi Luder menekankan adanya pengaruh politic dalam
pengeciaan sebuah negara. Politik dapat menjadi penengah antara masyarakat
dengan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah sistem
untuk mengola organisasi. Politk juga dapat mempengaruhi  akuntansi
pemerirtahan, Peran politk sangat berengaruh  kuat terhadap proses
penganggaran (Luders; 1952).

Perilaku-perilaku pada anggota legisiatif dalam menjalankan fungsinya
membentuk suatu budaya politik. Peningkatan kinerja anggota legislatif dapat
meningkat, jika di dalam dirnya flerbentuk suatu kesadaran untuk
memperjuangkan kepentingan masyarakal, Oleh karena itu, dengan kesadaran
tersebut anggota legistatif akan membentuk budaya pelitik yang lebih bekerja
lebih optimal yang selanjutnya akan meningkatkan kineja pemerintah (Katzman,
2015; Upping, 2011, Zakaria, 2011).

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang digjukan sebagai berkut:
H2: Budaya poltik pada proses penganggaran publik berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja pemenniah daerah di Indonesia.
c. Hipotesis 3

Dimensi manajerial {adminisratif) juga menjadi faktor penentu kinerja
pemerintah (Luder,1992). Pemikiran good govermance menghendaki suatu cara
pengelolaan keuangan yang berpola pada sistem manajemen keuangan terpusat
pada sebuash model pengelolsan keuangan yang sejalan dengan ritme
modemitas. Sudah menjadi hal yang wajib, rancangan pangelolaan kKeuangan

tersebut harus dapat dituangkan kedalam perangkat peraturan yang sesual




dengan “good financial govemance” yang berupa keterbukaan dan ketedibatan

masyarakat umum. Kontrol administratif dilakukan dengan memegang
adminisirasi pemerintahan yang beranggung jawab kepada legislatif untuk arus
masuk dan arus keluar dana. Akuntabilitas serupa dilakukan di sefiap tingkat
pemerintahan dalam hierarki delegasi.

Perilaku dalam menaati pedoman dalam aturan pemerintah membeantuk
budaya adminisiratif yang menjadi nilai yang melekat pada penyelenggara
negara dalam melakukan fungsinya, Budaya administrasi akan mempengaruhi
kinerja pemerintah (Upping, 2011; Alba, 2011; Zakaria (2011); Andersen, 2009,
Ahn et al, 2011).

Berdasarkan uralan di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3: Budaya administratif pada proses penganggaran publik berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja pamerintah daerah di Indonesia.
d. Hipotesis 4

E-Government merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam teknologl
dengan tujuan untuk meningkatkan transparansl dan akuntabiltas  publik.
Fleischer (1990) dalam Techology Orgnization  Environment Theory
mengungkapkan bahwa dalam mengadops: teknologi peru memperhatikan
konteks teknologi, konteks lingkungan konteks organisasi. Konteks teknalogi
mencakup teknologi intermal dan aksternal yang relevan dengan perusahaan.
Teknologi dapat mencakup peralatan maupun proses. Konteks organisasi
mengacu pada karakierstik dan sumber daya perusahaan, termasuk ukuran
perusahaan, tingkat sentralisasi, tingkat formalisasi, strukiur manajenal, sumbar

daya manusia, hubungan dl antara karyawan. Konteks lingkungan mencakup
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ukuran dan struktur industr, pesaing perusahaan, konteks ekonomi makro,
customer, isu isu sosial budaya dan aturan pemerintah (Awa et al, 2015).

Isu-tsu sosial budaya menjadi salah satu konteks lingkungan dalam teon
TOE. Budaya sosial yang terbentuk pada masyarakat sebaiknya menjadi salah
satu perimbangan dalam pengadopsian sebuah teknologi dalam organiasasi
pubdik, Dalam mengadopsi sebuah teknologi membutuhkan anggaran yang besar
dan dipercleh dari pajak masyarakat, sehingga pemanfaatan fteknologi
diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah derah. Kinerja pemerintah
daerah yang meningkat ketka memanfaatkan sebuah teknclogi dianggap
sebagai kesuksesan sebuah penerapan teknologi. Untuk mengukur kesuksesan
tersebut, dapat menggunakan mode Delone & Mcleane.

Model Delone & Mcleane menekankan bahwa manfaat yang dirasakan cleh
masyarakat, ketika informasi yang disajikan mempunyai kualitas, baik dari
informasi, pelayanan dan sistemnya. Organisasi pemerintah menuntut agar
organisasi ini dapat memberi pelayanan yang balk agar tercapai kesejahteraan
masyarakat.

Beberapa penelitian juga telah dilakukan dalam bidang teknologi informasi.
Gardan (2011) mengungkapkan bahwa e-govemment dapat membuat
masyarakst untuk menjadi |ebih teriibat dalam pemerintah dan mempercleh lebih
banyak informasi tentang hukum, peraturan, kebijakan, dan jasa. Lee(201 1) juga
mengungkapkan bahwa budaya sosial akan mempengaruhi kinerja pemerintah
yang menerapkan e-govemment. Perez (2005) mengungkapkan bahwa teknologi

bisa meningkatkan ftransparansi dalam pengeioiaan informasi  keuangan di

pemernntahan.




Berdasarkan uralan di atas hipolesis yang diajukan sebagai berikut.
H4: Teknologi informasi memperkuat hubungan budaya sosial pada proses

penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia,

#. Hipotesis 5

Keberhasilan implementasi suatu sistem dipengaruhl oleh faktor
kompleks. Kegagalan implementasi suatu sistem umumnya terjadi karena sistem
tidak sesuai dengan proses bisnis dan informasi yang dibutuhkan oleh organisas:
(Janson, 1996). Implementasi teknologl di pemerintahan banyak dihadapkan
pada tantangan karena sifatnya yang kompleks dan adanya berbagai pemangku
kepentingan, Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa penerapan
teknologi dapat dilsksanakan dengan tepat melalui perimbangan cermat
Efektivitas sistem bergantung pada banyak fakior seperti lingkungan organisasi,

sistemn informasi (Henver, at al, 2004).

Penggunaan teknologi informasi dalam pemenntahan axan membentuk
harapan politisi tentang efek dari pemberian layanan yang lebih transparan
dalam membentuk variasi dalam karakier reformasi (Burrel 2011), Berkenaan
dengan fakior-fakior penentu politik e-govemnment, lingkungan politik yang
menyeluruh dan kapasias pemerintah sebagal konteks birokrasi telah
diidentifikasi sebagai faktor-faktor penting yang menentukan kinerja e-

government (Stier, 2015 Ahn 2011)

Bardasarkan uraian di atas hipotesis yang diajukan sabagai berkut:




H5: Teknologi Informasi memperkuat hubungan budaya politik pada proses

penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonasia

f. Hipotesis 6

Salah salu konteks pengadopsian dalam Techology Orgnizalion Environment
Theory yaitu konteks organisasi, Konteks organisasi mengacu pada karaktenstik
dan sumber daya perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, tingkat sentralisasi,
fingkat formalisasi, struktur mangjerial. sumber daya manusia, hubungan
antara karyawan.

Dalam konteks organisasi, Cheoi, et al {2014) menyatakan implementasi e-
government banyak dihadapkan pada tantangan karena sifatnya yang kompieks
dan sdanya berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penting untuk
memastikan bahwa e-govemmen! dapat dilaksanakan dengan fepat melalul
paimbangan cermat. Haidar, et al (2012} mengungkapxan faktor dalam
memastikan keberhasitan dan penggunaan e-government misainya, Keamanan
dan kerahasiaan pengguna, keramahan pengguna, transparansi dan efisiensi
dan kontinyu promosi website pemerintah ini adalah beberapa fakior yang periu
dilakukan oleh badan-badan ini, Efektivitas sistem bergantung pada banyak
fakior seperti ingkungan organisasi, sistem informasi (Henver, at al, 2004).

Mamary, et al (2014); Ghanem & Sulaiman (2018), Lyengar et al (2015},
Cuo et al 2014: Daoud (2013) dalam penelitiannya menghubungkan antara

teknologi dengan kinerja manajerial dan hasilnya bedampak signifikan.

H&: Teknologi Informasi memperkuat hubungan budaya administrasi pada

proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia
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METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian inl merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data dalam
penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menganakisis data
dengan cara mendiskrpsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya,

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan desain survei dengan
memberikan kuesioner kepada responden, setelah responden mengisi kuesioner,
maka peneliti akan mengolah hasil dari pengisian kuesioner dan menjelaskan

pengaruh antara variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

4.2 Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah
(SKPD), DPRD dan masyarskat yang menjadi partisipan dalam proses
penyusunan anggaran fingkat Provinsl, Koia dan Kabupaten di Indonesia dengan
membagi wilayah yang mewakill Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian
tengah dan Indonesia Baglan Timur.

Dalam penelitian ini, penentuan wilayah yang akan diteliti, ditentukan

dengan langkah-langkah sebaga benkut:

1. Memisahkan antara Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia.

2. Memisahkan antara Provinsl, Kota dan Kabupaten di Indonesia bagian

Barat, Tengah dan Timur.
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3. Memisahkan antara Provinsi, Kota dan Kabupaten yang menggunakan E-

Planning dan E-Budgeting

4. Mengurut fungsi anggaran antara Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Setelah melakukan langkah-langkah diatas, maka ditentukanlah daerah yang
akan diteliti. Adapun daarah yang akan diteliti;

Tabel 4.1 Lokasi Penelitian

Indonesia Barat | Indonesia Tengah Indonesia Timur
Tingkat Provinsi DKI Jakarta Sulawesi Selatan | Papua
Tingkat Kota Yogyakara Falopo Jayapura
Tingkat Kabupaten | Bogor Lirwu Timur Biak

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat, anggota DPRD dan siaff
Satuan Kera Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di beberapa
wilayah tingkat provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pUrposive
sampling. Purpasive sampling merupakan salah satu teknik sampling non
randam sampfing dimana peneliti menetukan sampel dengan cara menetapkan
ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat

menjawab permasalahan penelitian, Ciri-ciri khusus yang ditetapkan clah peneliti

dalam menarik sampel yaitu sebagai berikut:




1. Masyarakat: Pemilihan sampel yang mewakii masyarakat, yaitu

masyarakal yang tergabung dalam LSM pemerhati anggaran publik dan
juga terlibat dalam proses perencanaan anggaran.

2. Anggota DPRD: Pemilihan sampel yang mewakili anggota legislatifDPRD
yaitu anggota DPRD pada badan anggaran (Banggar).

3. Birokrasi: Pemilihan sampel yang mewakili birokrasi yaitu stalf SKPD

yang terkait proses anggaran.

Ferdinand Agusty (2014) mengungkapkan bahwa ukuran sampel
memegang peranan penting dalam estimasi dan interpretasi hasil. Ukuran
sampel minimum adalah jumiah indikator dikali 5 - 10. Parameter dalam

penelitian ini berjumiah 16, maka jumiah sampel minimum adalah 160 orang.

4.4 Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adatah data kualitatif dan
kuantitat.

1 Data kualitatif, yaitu data yang disajikan datarn bentuk kata verbal bukan
dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif datam penelitian mi
yaitu gambaran umum obyek penelitian.

2 Data kuaniitatif adalah penis data yang dapal diukur atau dihitung Secara
langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan
dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal inl data kuantitatif

yang diperiukan adalah hasil kuesionar.
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Sumber data dalam peneltian adalah subyek dari mana data dapat dipercleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari
sumber periamanya, Adapun yang menjadi sumber data primer dalam
penelitian ini adalah kuesioner yang diperoleh dar anggeta DPRD dan
staff Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
sebagai penunjang dari sumber pertama atau dapat juga dikalakan data
yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Melode pengumpuien data yang digunakan dalam peneliian ini
menggunakan kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan
cara mengajukan daftar pernyataan yang telah disusun dalam bentuk anghketl.
Langkah yang dilakukan adalah menyebarkan daftar pemyataan kepada
responden kemudian responden diminta untuk memberikan penilaian atas
pemyataan yang diajukan, dengan pilihan jawaban yang disadiakan, yaitu sangat
tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Jika data telah
terkumpul berupa data interval, kemudian dilakukan pengelompokan data
menjadi berbagai baglan pangamatan kemudian dilakukan analisis data.
46 Variabel Penelitian dan Definisi Dperasional

a. Variabel terikat (dependent)

\Varigbel terikat pada peneltian Ini yaitu Kinerja Pemerintah Daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan Pencapaian hasil dalam



merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan bantusn penggunaan

teknologi informasi berbasis online.

Variabel ini diukur oleh 2 indikator:1) E-government completeness degree
yang digunakan untuk mengevaluasl kinerja pemerintah dar segi internal
pemerintah setelah penggunaan e-government. 2) yaitu E-govemment
participation degree yang digunakan unfuk  mengevaluasi kineda
pemerintah dari segi eksternal pemerintah terkait dengan interaksi publik
setelah penggunaan e-government Instrumen untuk mengukur data dan
mengukur variabel kinerja pemeriniah diadopsi dan dimodifikasi dan

peneleitian Song (2015)

. Variabel moderasi

Varabel moderasi adatah tipe varabel yang memperkual atau
memperemah hubungan variabel independen dan variabel dependen,
\arlabel moderasi pada penelitian ini yaitu Teknologi Informasi.

. Teknologi Informasi didefinisikan sebagal suatu teknologi yang
merupakan aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses
penyusunan anggaran. Variabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Kusiitas
Teknologl 2) Kualitas Informasi. 3) Kuglitas Layanan. Instrumen uniuk
mengukur data dan mengukur varabel teknologl infermasi diadopsi dan

dimodifikasi dari peneleitian Delone & Mcleans (2002)



b.

merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan bantuan penggunaan

teknologi informasi berbasis online.

Variabel ini diukur oleh 2 indikator.1) E-government completeness degree
yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dar segi internal
pemeriniah setelah penggunaan e-government. 2) yaitu E-govemment
participation degree yang digunakan untuk  mengevaluasi kinerja
pemarintah dari segi eksternal pemerintah terkait dengan inleraksi publik
satelah penggunaan e-government. Instrumen untuk mengukur data dan
mengukur variabel kinerja pemerinlah diadopsi dan dimodifikasi dan

peneleitian Song (20135)

Variabel moderasi
Varabel moderasi adalah tipe variabel yang memperkuatl atau
memperemah hubungan variabel independen dan variabel dependen.

Varlabel moderasi pada penelitian ini yaitu Teknologi Informasi.

. Teknologi Informasi didefinisikan sebagal suatu teknologi  yang

merupakan aplikasi program  komputes untuk memfasiiitasl proses
PENyUSUNan anggaran. Variabel ini diukur cleh 3 indikator: 1) Kualitas
Teknologl 2) Kualitas Informasl. 3) Kualitas Layanan. Instrumen untuk
mengukur data dan mengukur variabel teknologl informasi diadopsi dan

dimadifikasi dari peneleitian Delone & Mcleane (2002)



A S S Tyl e

¢. Variabel bebas (Independent)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau
mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas pada penelian ini terdiri dari
3 (tiga) yvaitu:

. Budaya Sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada

masyarakat tentang perencanaan dan penganggaran publik. Indikator
yang terbangun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran
publik yang menjadi sebuah nilai pada masyarskat, Indikator tersebut,
yaitu 1) Keterlibatan dalam musyawarah perencanaan dan
permbangunan, 2) Dengar Pendapat (Public Hearing), 3) Pengawasan
anggaran, Instrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel

budaya sosial diadopsi dan dimodifikasi dari peneleitian Del valle (2001)

. Budaya Politik merupakan nilai-nilai yang terbentuk pada anggola

legislatif (DPRD) tentang perencanaan dan penganggaran pubiik.
Indikator yang terbangun berdasarkan proses perencanaan dan
penganggaran publik yang menjadi sebuah nilai pada anggota DPRD.
Indikator tersebut Varabel ini diukur oleh 3 indikator: 1) Penjaringan
Aspirasi, 2) Pembahasan APBD, 3) Persetujuan AFBD , 4) Pengawasan.
inetrumen untuk mengukur data dan mengukur variabel budaya politik

diadopsi dan dimodifikasi dari peneleitian Del valie (2001); Djauhri {2015).

. Budaya adminisitratif adalah nilai-nilai yang melekat pada aparatur

nagara tentang perencanasn dan penganggaran publik. Indikator yang
terbangun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran publik

yang menjadi sebuah nilal pada masyarakat. Indikator tersebut Variabel



ini diukur oleh 4 indikator: 1) Perencanaan APBD, 2) Penyusunan APBD,

3) Penetapan APBD, 4) Pertanggungjawaban. Instrumen untuk mengukur
data dan mengukur varabel budays esdministrasi diadopsi dan

dimodifikasi dar peneleitian Del valle (2001)

4.7 Teknik Analisis Data
47.1 Pengujian Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dar
responden adalah dengan menggunakan kuesicner. Kuesioner berisi tentang
latar belakang demografis dari responden beserta pertanyaan-pertanyaan yang
menyangkut setiap variabel. Setiap variabel yang dibentuk tidak dapat diukur
gecara langsung atau disebut variabel laten atau konstruk {unobserved variable)
(Ghozali, 2008). Dalam pengukuran konsiruk yang dapat diukur adalah
indikatornya melalul item—item pertanyaan dalam kuesioner.
Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator pernyataan yang diberikan
adalah sebagai berkut:
Untuk jawaban sangal setuju (55) diben skor &
Untuk jawaban setuju (S) diben skor . 4
Untuk jawaban netral (KS) diberi skor : 3
Untuk jawaban tidak setuju (TS) diberi skor : 2
Lintuk jawaban sangat tidak setuju (SS) diberi skor - 1

Selanjuinya diiakukan uji validitas, reliabilitas dan goodness of it



1. Uji Validitas adalah seberapa besar ketetapan dan kecarmatan suatu alat

ukur (variabel) dalam melakukan fungsi ukurmya. Pada penelitian ini

validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator

dalam mengukur sesuatu atau akuralnya pengukuran atas apa yang
seharusnya diukur. Ferdinand (2016) menyatakan penelitian dengan
menggunakan korelasi pearson yang dikenal dengan korelasi product

moment, Pernyataan dikatan vakd apabila factor loading di atas 0.5.

. Uji Relisbilitas adalah alat untuk mengukur sustu kuesicner yang

merupakan indicator dar varebsl alau konstruk. Sustu kuesioner

dikatakan reliable atau handal jlka jawaban sesecrang ternadap
pernyataan adalah konsisten atau stabil dar waktu ke waktu. (Ghozali,

2013), Pengukuran refiabilitas dilakukan dengan cara one shot atau

pengukuran sekali saja. Suatu konstruk atau variabal dikatakan reliabel

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.80.

. Uji Goodness of fit merupakan pengujian terhadap hubungan kesesuaian

model melalui telaah terhadap berbagal kriteria goodness of fit. Ada

beberapa indeks kesesuaian untuk menguji apakah sebuah maodel
diterima atau diyakini:

a, Chi-square stafistic, dimana madel dipandang baik atau memuaskan
bila nitai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai %2 semakin baik
model itu dan diterima berdasarkan propabilitas dengan cut of vaiue
sabesar p=0.05 atau p=0.10

b, RMSEA (The root Mean Square eror of Approximation), yang

menunjukkn igoodness of fit yang dapat diharakan bils model




diestimasi dalam populasi (Heir et al, 1998). Nilai RMSEA yang lebih
kecil menunjukkan sebuah close fit model ity berdasarkan degrees of
freedom.

GF| { Goodness of Fit Index), merupakan tingkatan kesesuaian model
secara keseluruhan yang dihitung dar residual kuadrat model yang
diprediksi dibandingkan dengan data observasi yang sebenamya. GF|
adalah ukuran non statistical yang mempunyai rentang nilal antara 0
{poor fit) -1.0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam index menunjukkan
sabuah beatter fit

. AGFI { Adjusted Goodness of Fif Index) dimana fingkat penenmaan
yang direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilal sama
dengan atau lebih besar 0.90

. CMIN/DF, adalah The Minimum Sample Disrepeny Fungclion yang
dibagi dengan Degree of Freedom. MIN/DF tidak lain adalah statistic
chi-square, X7 relatif kurang dar 2.0 atay 3.0 adalah indikasl dari
acceptable fit antara model dan data.

TLI (Tucker Lewis [ndex), merupakan incremental index yang
membandingkan sebuah model yang divji terhadap ssbuah base line
model, dimana nilai yang direkomendasikan sebagal acuan untuk
diterimanya sebuah maodel adalah > 0.95, dan nilai yang mendekati 1
menunjukkan & very good fit.

 CF! (Competitive Fit Index) merupakan kriteria fit indices, yang
mangukur perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan



null model, Nilai CFl yang direkomendasikan untuk index fit adalah

=0.90,
Tabel 4 2
Kriteria Goodness of Fit Index
Goodnes of Fit Index Cut of Value
*2- Chi Square Diharapkan kecil
Probability =005
RMSEA < 0,08
GFl > 0,80
AGFI il > 0,80
i CMINIDF =2,00
TLI = (1,90
CFI =080

Sumber. Heir et al (2010)

4.7.2 Uji Hipotesis
Dalam peneliian ini menggunakan metode structural equation modeling
(SEM). Alasan yang mendasari digunakan SEM adalah:
1. Studi ini menggunakan variabel |aten yang diukur melalui indikator,
2. SEM merupakan salah satu tehnik analisis multivariat yang memungkinkan
peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks. SEM
merupakan pendekatan terintegrasi antara analisis faktor, model structural

dan analisis path (jalur).

kerangka penelitian secara full dapat digambarkan diagram jalur penelifian

pada gambar 4.3 berikut:



null model. Nilai CF| yang direkomendasikan untuk index fit adalah

=0.90,
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47.2 Uji Hipotesis

Dalam penefitian ini menggunakan meiode sfructural equation modaling

(SEM). Alasan yang mendasari digunakan SEM adalah:

1. Studi inl menggunakan variabel laten yang diukur melalui indikator,

2. SEM merupakan salah satu tehnik analisis multivariat yang memungkinkan
peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks. SEM

merupakan pendekatan terintegrasi antara analisis faklor, model structural

dan analisie path (jalur).

kerangka penelitian secara full dapst digambarkan diagram jalur penedtian

pada gambar 4.3 berikut:




Teknaologi
Informasd
Al aned T

Bardaya Sasial
{x1)

Budaya
Politik {X2)

Kineria
Pamerintah
Daerah (Y]

Budays
Sdministratif
(%3]

Gambar 4.1 Kerangka Full Penelitian

AN

X1 : Budaya Sosial
¥.1 O Keterlibatan dalam Musrenbang
¥,z :Dengar Pendapat (public hearing)

¥y= : Pengawasan Anggaran

¥X: :Budaya Politik

¥.: - Penjaringan Aspirasi
¥.2 . Pembahasan AFBD
¥g3 : Persetujuan APED




Teknalagl

Infarmasd
Alrantamnci T

Badaya Sasial
{x1)

Budaya
Politik (¥2)

KEnerja
Famerintzh
Daerah [Y)

Budaya
Sdrministratif
(x3)

Gambar 4.1 Kerangka Full Penelitian

Keterangan

X1
K
Kaz

AT

Xaq
Xazz

: Budaya Sosial

* Keterlibatan dalam Musrenbang
- Dengar Pendapat (public hearing)

- Pengawasan Anggaran

: Budaya Politik

: Penjaringan Aspirasi

- Pembahasan APBD

- Parsetujuan APBD




¥z4

Fengawaszan

¥X; : Budaya Administratif

Xay
Kaz

Haz
-:.:3.'2

: Perencanaan APBD
: Penyusunan APBD
: Penetapan APBD

: Pertaggungjawaban

Z : Teknologi Informasi

M: : Kualitas Teknologi

Mz
M_: o

¥ : Kinerja Pemerintah Daerah
Y11 E-Govemnment Completensss Degree
¥s.2: E-Government Parficipation Degree

Dari disgram jalur penelitian diatas maka hubungan fungsional antar

varabel dapat dituliskan daam hentuk persamaan fungsi matematis sebagai

Kualitas Informasi
Kualitas Layanan

berikut:

Hubungan Langsung:

Y = f(Xs, Xa, .H.:l:'l.--.-...............
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Y =H.x1" :ﬁ:l H_].l.?_l 11"1}.........-.....-...-......
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varabe
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Pola hubungan antar variabel seperti yang dikemukakan pada kerangka
penelitian dan persamaan 1 dan 2 merupakan sistem persamaan simultan yang
dapat ditulis dalam bentuk persamaan linier simultan sebagai berikut:
1. Pengaruh budaya sosial, budaya politik, budaya administrasi terhadap kinerja
pemerintah daerah
Yo=K+ BoXa B+ Bl s {1a)
Dimana «, 1, fla, fa adaiah parameter yag akan ditaksir dan e adalah eror
term
2. Teknologi Informasi memoderasi budaya sosial, budaya politik dan budaya
administrasl terhadap kinerja pemerintah daarah
Y = o +f + PaXe + Pa + Bu (X°Z) His 'D) Pe (RTZ) +

Dimana &, 4. Bz Ps, Bs, Pe, dan fi; adalah parameter yag akan ditaksir dan &2

adalah eror term
Model penelitian selain mengetahul pengaruh variabel eksogen terhadap
endogen, namun juga mengetahul apakah variabel moderating berpengaruh
terhadap hubungan variabel eksogen terhadap endogen. Ghozall (2013}

menyebutkan variabel moderator menspesifikasikan bentuk dan atau besamya

hubungan antara variabel eksogen/predicior dan variabel dependen (criteria)

sehingga disebut juga variabel spesifikasi, Jenis-jenis variabel moderator dapat

dikelompokkan seperi tabel berikut



Tabel 4.3; Jenis-jenis Variabel Moderasi

Keterangan Berhubungan dengan Tidak berhubungan
kriterion dan/ atau dengan kriterion dan/
predictor {signifikan) alau predictor
o  (tidak signifikan)
Tidak berinteraksi (1) (2}
dengan Prediktor Intervening, exogen, Maoderator
{tidak signifikan) antesedent, prediktor (Homuologizer)
Berinteraksi dengan {3 (4}
Predikior Maoderator Moderator
 (signifikan) {Quasi Moderator) {Pure Moderator)

“Sumber : Ghozali (2013)

Jika variabel moderator (Z) berhubungan dengan kritenonfendagen ()
danf atau prediktorieksogen (X) tetapi tidak berinteraksl dengan X maka variabel
Z bukanigh moderator melainkan Intervening, eksogen, antesenden dan/ atau
predikior. Secara konseplual vanabel sebagaimana pada kuadran 2,3, dan 4 di

indentifikasi sebagai moderator (Ghozali, 2013:224)

Keterangan.
1. Variabe! Prediktor Moderasi : variabel moderasi ini hanya berperan
sebagai variabe! prediktor dalam model hubungan yang dibentuk
5 \ariabel moderasi potensial (Homologizer potensial) : vanabel yang
potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi  kekuatan
hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung. Varabal ini
tidak bernteraksi dengan variabel prediktor dan tidak mempunyai
hubungan yang signifikan dengan variabel endogen.
3. Quasi moderator variabel yang memoderasi hubungan antara prediktor
rgantung dimana varabel moderasi semu berinteraksi

dan variabel te

q o variabel prediktor sekaligus menjadi variabel predikior.



S —

4. Pure moderafor | variabel yang memoderasi hubungan antara variabel
prediktor dan variabel tergantung dimana varabel moderasi ini murni

berinteraksi dengan variabel prediktor tanpa menjadi variabel predikior.



BABV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang deskriptif karakierstik responden, deskriptif
karakleristik vanabel peneliian sera analisis struclural equalion model [SEM).
Deskriptif karakteristik respocnden meliputi umur, latar belakang keilmuan, jenis
kelamin, pendidikan terakhir, masa kera. Deskriptif karakterstik variabel akan
menjelaskan bagaimana persepsi responden fterhadap varabel penelitian seperti
budaya sosial, budaya politik, budaya administratf, teknologi informasi dan kinerja
pemerintah daerah, Sedangkan analisis SEM menjelaskan karakienstik data guna
memenuhi syarat goodness of fit untuk dijadikan model analisis terhadap masalah

penalitian.

5.1 GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Pada bagian inl akan dijelaskan mengenal data deskriptif yang diperoleh dan
responden. Data deskriptf penelitian disajikan agar dapat dilihat profil dar data
penelitian dan hubungan yang ada antar varabel yang digunakan dalam penelitian

(Hair ef al, 2010). Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi

responden peru diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-

hasil panelitian.
Dari tabsl 5.1 dapat dilihat hahwa kuesioner yang disebar sebanyak 90

k dengan total 270 penyebaran kuesioner, yang ldak

kuesioner setiap kelompo




kermbali sebanyak 58 kuesioner, yang kembali namun tidak dapat diolah dikarenakan

pengisian kuesioner tidak selesal hingga pernyataan akhir sebanyak 18 orang, dan

kuesioner yang kembali dapat diolah sebanyak 200 orang. Penyebaran kuesioner ini

telah memenuhi jumiah sampel minimum yang disyaratkan yaitu sebanyak 160 orang.

Tabel 5.1
Distribusi Kuesioner
| | Jumlah Jumiah I Jumlah Jumiah
Kuesioner Kuesioner yang Kuesioner Kuesioner
Responden | yang tersebar | tidak kembali | yang Kembali | yang kembali
namwn tidak dan dapat
dapat diolah diaiah
Masyarakat 80 39 g 42
DPRD 90 17 4 73
SKPD a0 2 3 o
Total Z70 58 18 200

Sumber : Pengolahan data primer (2018)

Distribusi pada tabel 5.1 selanjutnya dirangkum pada tabel 5.2 yang terbagi

menjadi masyarakat, anggeta DPRD, dan SKPD. Distribusi pada tabel 52

memperlihatkan bahwa pengisian kuesioner oleh masyarakat sebanyak 42 orang,

anggata DPRD sebanyak 73 orang, SKPD sebanyak 85 orang. Total kuesioner yang

diolah sebanyak 200 kuesioner.

2Rangkuman Distribusi Persentase Responden
Tabel .25 Lokasi Jumiah (Crang)
4
Magyarakal ?i
DPRD -
SKPD o
Total

Sumber - Pengolaan data primer (2019)




a. Distribusi Persentase Responden Berdasarkan Tempat Penelitian

Distribusi persentase responden dalam penelitian ini dapat dilinat pada tabel
5.3. Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa jumiah responden yang berasal dari Banggar
DFRD sebanyak 73 crang, Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang, Dinas Kesehatan
sebanyak 2 orang, Dinas Perumahan, kawasan, pemukiman, pertanahan sebanyak 1
orang, Dinas Sosial sebanyak 1 orang, Dinas tenaga keja dan transmigrasi sebanyak
2 crang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan anak sebanyak 2 orang,
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hollikultura sebanyak 2 orang,
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 1 orang, Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian sebanyak 2 orang, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 2 orang, Dinas Kepemudaan dan Clahraga
sebanyak 2 orang, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan sebanyak 1 orang, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan
sebanyak 1 orang, Dinas Perkebunan sebanyak 1 orang, Dinas Petemakan dan
Kesshatan Hewan sebanyak 2 orang, Dinas Kehutanan sebanyak 2 orang, Dinas
Kependudukan, Pencatatan Sipil. Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
sebanyak 2 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 29 orang,

Badan Pengelolasn Keuwangan Dagerah sebanyak 26 orang, Sekertarat DPRD

sebanyak & orang, Masyarakat sebanyak 42 orang.




Tabel 5.3

Distribusi Persentase Responden

Lokasi

Jumilah (Orang)

Badan Anggaran DPRD

73

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Perumahan, Kawasan
Pemnukiman, dan Pertanahan,

—a

Dinas Sosial.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dlnasﬁmberdayaan Perempuan dan
Perindungan Anak.

h | B2 =

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Holtikultura.

Pd

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisalaan.

'_Dlnas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Perkebunan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

| | =) = =] k| B3 R | RS

Dinas Kehutanan,

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana.

]

“Badan Perencanaan Pembangunan

_Da:amh.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekerariat DPRD

Bl e Bl B

Masyarakat

Jumlah

200

Sumber : Pengolahan data primer (2019)
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b. Karakteristik Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang disebar sebanyak 270 kuesioner, tardapat 200 data

responden yang memenuhi syarat untuk dianalisis dan diperoleh informasi mengenai

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, latar belakang keilmuan,

pendidikan terakhir, masa kerja, umur. Deskripsi responden disgjikan pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Deskripsi Responden
| Kategor Uralan Jumiah Presentase
Jenis Kelamin Pria 133 66,5
Wanita &7 335
— Total 200 100
Latar Belakang EkonomilAkuntansiManajemen 62 1
Keilmuan
Hukum 46 22
Sosial 41 205
Lainnya 51 25.5
Total 200 100
Pendidikan Terakhir SLTAD3 20 10
81 &8 49
g2 49 24,5
53 33 16,5
Total 200 100
Masa Kerja 1-5 tahun 63 31,5
6-10 tahun 99 455
=10 tahun 38 19
Total 200 100
Usia 20-30 tahun 55 27.5
31-40 tahun 68 34
40-50 tahun 47 235
>50 tahun 30 13
Total 200 100

Sumber. Pengolanan data primer {2019)

=y
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Data pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa responden:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden didominasi oleh pria sebanyak 133 responden atau
66,5% dan wanita sebanyak 67 responden atau 33 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa
pria lebih mendominasi proporsi sampel dari segi masyarakat, anggota DPRD, dan
slaff adm yang metaksanakan proses anggaran,

2. Latar Belakang Keilmuan

Latar belakang kellmuan menunjukkan bahwa responden yang berlatar
belakang ekonomi/akuntansi'manajemen sebanyak 62 orang atau 31%. Barlatar
belakang keilmuan hukum sebanyak 46 orang atau 23%, berlatar befakang keilmuan
sosial sebanyak 41 orang atau 20,5%, beriatar belakang keilmuan lainnya sebanysk
51 orang atau 25.5%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden di dominasi pada
keilmuan ekonomi'akuntansifmanajemen yang mengindikasi bahwa responden sudah
relevan dengan fungsi dan tugas pokoknya sebagal pemerhati anggaran, pelaksana,

dan pengawas pengelolaan keuangan.

3. Tingkat Pendidikan
Pandidikan terakhir menunjukkan bakhwa responden berlatar pendidikan 51

sebanyak 98 orang atau 48%, berlatar pendidikan 52 sebanyak 49 orang atau 24 5%,

berlatar belakang pendidikan 53 sebanyak 33 orang atau 165%, dan berlatar

pendidikan sLTA/D3 sebanyak 20 orang atay 10%. Hasil ini menunjukken batwa

responden di dominasi pada tingkat pendidikan S1. Hal ini dikarenakan untuk

PP —en




menempati

posisi staff adm SKPD, anggota DPRD, dan anggota LSM tidak
memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, sebaiknya tingkat pendidikan
perlu ditingkatkan karena tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadi indikasi
wawasan dan cara pandang dalam menilai dan memandang suatu permasalahan
sehingga diharapkan dengan bekal pendidikan yang memadai mampu melakukan

fungsinya dengan baik, sehingga dapat mengambil keputusan yang baik.

4. Masa Kerja

Masa kerja menunjukkan bahwa respenden dengan masa kerja selama 8-10
tahun sebanyak 99 orang atau 49 5%, masa kerja selama 1-5 tahun sebanyak 63
orang atau 31,5%, masa kerja lebih dari 11 tahun sebanyak 38 orang atau 18%. Hal
ini menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan masa kerda 6-10 tahun yang
menandakan bahwa sudah cukup matang dan memiiki pengalaman dalam
keteribatannya pada proses anggaran sehingga diharapkan mampu memahami

permasalahan pada proses anggaran.

5. Usia

Usia menunjukkan bahwa responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 68
orang atau 34%, usia 20-30 tahun sebanyak 55 orang atau 27,5%, usia 40-50 tahun
sebanyak 47 orang atau 23 5%, usia lebih dari 50 tahun ssbanyak 30 orang atau 15%.
Hal ini menunjukkan bahwa responden berusia di atas usia produkiif yang sudah

cukup matang dan sudah memillki pengalaman yang cukup dalam hal proses

anggaran.
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5.2 ANALISIS DESKRIPTIF KARAKTERISTIK VARIABEL

Bagian ini akan menganalisis tabulasi jawaban responden secara deskriptif
dengan alat analisis deskriptif menggunakan structural equation model (SEM).
Tujuannya adalah untuk menggambarkan sebaran dari hasil penyebaran kuisioner
mengenal variabelvariabel pada penelitian ini khususnya pada seluruh indikator.
Variabel tersebut antara lain: budaya sosial, budaya politik, budaya administrativf,
system teknologi informass, kinerja pemerntah daerah. Setiap vanabe! dianafisis
kecenderungannya dengan melihat rata-rata mean rank masing-masing variabel yang
sudah dikategorikan. Kemudian dilakukan perhitungan interval data dalam 5 (lima)
kategori, yaitu: sangat tidak setuju, fidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat
setuju. Untuk kategorisasi digunakan metode perhitungan interval kelas, dengan
FUMILS:

Milai Tertinggl — Nitai Terendah

Interval Kelas =
Jumiah Kelas

Nilai tertinggl adalah 5, sedangkan nilai terendah adalah 1, jumiah kelas = 5,

maka nilai interval kelas sama dengan 0.8. Batas kategori kelas adalah sebagai

berikut:
Tabel 5.5
Kategori Penilaian
e Kategon Penilaian Milai

1,002 X = 1,80 Sangat Tidak Setuju
181X <260 | Tidak Setuju
261X <3,40 | Netral
347 =X £4,20 | Setuju
421=Xs5,00 Sangat Setuju
Sumber- Hasil Olan Data (2019)

n| | 2| K =-a
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5.2 ANALISIS DESKRIPTIF KARAKTERISTIK VARIAREL

Bagian ini akan menganalisis tabulasi jawaban responden secara deskriptif
dengan alat analisis deskriptif menggunakan structural equation modal (SEM)
Tujuannya adalah untuk menggambarkan sebaran dari hasil penyebaran kuisioner
mengenai variabel-variabel pada penelfitian ini khususnya pada seluruh indikator.
Variabel tersebut antara lain: budaya sosial, budaya politik, budaya administrativf,
system teknologi informasi, kinerja pemerintah daerah. Sefiap veriabel dianalisis
kecenderungannya dengan melihat rala-rata mean rank masing-masing variabel yang
sudah dikategonkan. Kemudian dilakukan perhitungan interval data dalam 5 {lima)
kategor, yaitu; sangat tidak setuju, tidak sefuju, kurang setuju, setuju dan sangat
setuju, Untuk kategorisasi digunakan metode perhitungan interval kelas, dengan
FUMUS:

Nilai Tertinggi — Nilai Terendah

Interval Kelas =
Jumlah Kelas

Nilai tertinggi adatah 5, sedangkan nilai terendah adalah 1, jumiah kelas = 3,

maka nilai interval kelas sama dengan 0.8, Batas kategon kelas adalah sebagai

berikut:
Tabel 5.5
Kategori Penilaian
' ilai Mil=i
interval | Kategori Penilaian 1

1,00 = X = 1,80 | Sangat Tidak Setuju

1,81 < X s 2,60 Tidak Setuju

T61% K <340 | Neiral
3413 K=<420 | Setuju

421 = A £ 5,00 | Sangat Setuju
Sumber- Hasil Olah Data (2019)

B | 3 B
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Kategor jawaban sangat tidak setuju menggambarkan penolakan yang sangat
terhadap penyataan indikator bila dihubungkan dengan varabel penelitian. Kategori
jawaban tidak setuju menggambarkan persepsi penclakan terhadap indikator variabel,
namun dengan tekanan yang lebih rendah dari penyataan sangat fidak setuju.
Kategori jawaban kurang setuju menggambarkan persepsi penerimaan terhadap
sejumiah indikator namun pada kondisi yang masih belum yakin disebabkan adanya
indikasi keseimbangan preferensi informasi yang diterima atau dapat pula justru
terjadi mix-infermasi. Kategor jawaban setuju mengindikasikan adanya penerimaan
terhadap pernyataan indikator. Kategor |awaban sangat setuju mengindikasikan
bahwa responden dengan sangat yakin menganggap bahwa pernyataan indikator
adalah sangat benar dan sesuai dengan apa yang dipersepsikan secara nyata.

Persepsi responden berdasarkan kategor penilaian pada tsbel 5.3 di atas
menunjukkan bahwa jika nilai tanggapan responden antara (1,00 s X s 1,80) berarti
persepsi responden adalah sangat fidak setuju terhadap indikatorindikator dalam
menjelaskan variabel tertentu. Demikian pula hainya jika rata-rata pilihan responden

antara (4,21 = X = 5,00) berarti responden sangat setuju terhadap indikator-indikator

yang menjelaskan variabel tertentu.

521 DeskripsiVariabel Budaya Sosial

Budaya sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada masyarakat
dalam memandang pentingnya keterlibatan pada proses anggaran sehingga mampuy

i i i h ide kolekiif tenta
mempengaruhi kiner|a pemerintan daerah. Nilal adalah | ng apa yang

benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya

e —



tertentu (Wiliams, 1970),

Nilai yang ada pada masyarakat dalam proses anggaran
sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan

Pamisemge™ ra membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informas| yang benar, jujur, dan fidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan

Megara.

Keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran dapat melalui musyawarah
perencanaan dan pembangunan (Musrenbang), dengar pendapat (public hearing),
dan pengawasan anggaran. Proses ini menjadi indikator dalam melihat nilai yang
benar atau salah. Nilai yang benar ketlka proses ini dijalankan dengan baik sesual
dengan aturan yang ada begitupun sebaliknya. Milai inilah yang membeniuk penlaku
masyarakat sehingga menjadi suatu budaya sosial,

Secara umum, data pada tabel 56 menunjukkan total rata-rata jawaban
responden untuk variabel budaya sosial adalah sebesar 3,85 yang mengindikaskan
bahwa rata-rata responden menanggapi pemyataan ferkait budaya sosial dengan
persepsi seluju. Pernyataan yang diungkapkan dalam kuesioner merupakan
pemyatasn umum yang dapat diketahui oleh siapapun, yang ditandai dengan tidak
terjadinya perbedaan hasll jawaban yang signifikan dari  responden, walaupun

responden tersebut berbeda kelompaok. Interpretasi lebih lanjut terkait indikator

variabel ini dijabarkan sebagal berikut.

1) indikator pertama yaitu karterlbatan masyarakat dalam Musyawarah

Perancanaan dan Pembangunan (X1
yaitu 1) masyarakat mengetahui tujuan Musrenbang, 2)

1). Tiga permyataan yang diajukan oleh peneliti

terkait indikator Ini,
Masyarakal memperaleh infarmasi terkail pelaksanaan Musrenbang, 3) Tokoh

——
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Masyarakal, akademisi, organisasi non pemerintah ikut serta dalam proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan, kecamatan,
kota. Darl ketiga pernyataan ini ditanggapi cleh respenden dengan rats-rata skor
jawaban 3.89 atau berada pada kategori setuju yang berarti bahwa responden setuju
bahwa pemyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahap
awal dalam proses penganggaran. Musrenbang merupakan forum pertemuan antar
pinak-pihak yang langsung alau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak
darl program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsikabupatentkota sebaga
perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam
rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi
rancangan akhir dokumen rencana pembangunan dasrah.

Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang menjadi suatu nilai yang ada
dalam masyarakat pada proses anggaran. Kelika Proses ini dijalankan sesuai dengan
aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Nilai initah yang
membentuk perilaku masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada proses anggaran dan
akan menjadi suatu budaya sosial.

2)  Indikator public hearing (X1.2). Tiga pemyataan yang disjukan oleh peneii
arkait indikator ini yaitu 1) Public hearing dilaksanakan dalam proses PEMUMUSSN
i hearing dilaksanakan dalam rangka penyaluran aspirasi

kebijakan publik, 2) Publ

rakal, 3) Public heannd adalah salsh satu komunikasi langsung antara
masya .

«at dan DPRD, Dari ketiga pemyataan in ditanggapi oleh respanden dengan
masyara :

vor iawaban 4,02 sy berada pada kategor setulu. Halni dap dimaknalean ot
skor jawa :

SR —
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responden di beberapa daergh telah mengetahui adanya public hearng yang

dilaksanakan dalam proses perumusan kebijakan pubiik. Pelaksanzan public hearing
dapat memperiemukan masyarakat dengan DPRD untuk berkomunikasi langsung
dalam rangka menyampaiakn aspirasi masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menyerap asirasi masyarakat yaity
public hearing. Dalam konteks tersebut, DPR/DPRD atau salah satu panitianya
mengadakan hearing untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan
publik. Adanya perdemuan langsung antara pemerintah dan masyarakat akan
membangun terjadinya hubungan dua arah antars pemerintah dan masyarakat. Public
hearing menjadi salah satu cara penulusuran fakia-fakla yang dapat mengungkap
kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya dilakukan dengan cara mengundang
sejumiah orang yang dipandang bisa mewakili publik uniuk didengar pendapatnya.
Pada tataran partisipasi publik dalam proses kebijakan publik, UL No. 10 Tahun 2004
menjamin masyarakat untuk member masukan dalam setiap proses kebijakan publik,
hanya saja mekanisme dan teknik memberkan masukan dan mengakomodasi
masukan masyarakat masih belum diketahui secara huas, baik meliputi implementasi

metode-metode partisipatil dalam merancang maupun dalem memutuskan sebuah

e T ——L o —— T —

kebijakan bersama eksekuti.

Public hearing merupakan diskusi publik atau dengar pendapat publik atau

T s e

musyawarah antars warganegara dan pemerintah untuk mencar cara terbaik atau §

untuk memecahkan suatu persoalan  publik, termasuk dalam memecahkan

eslah/ palan dalam proses perumusan kebijakan publik dengan melakukan
masalah/pers

komunikasi secara langsung antard pihak-pinak yang terkalt dengan kabgakan

—
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rsebul. Pubii ;
te biic hearing merupakan satah satu sikap responsif legisiatif (DPR/DPRD)

ksekutif
dan eksekulf terhadap semangal perubahan dan transparansi sebagaimana

diamanatkan dalam afenda reformasi dan  dalam fangka  mewujudian

kepemerintahan yang baik (good govemance), yang di dalamnya menempatkan
partisipasi masyarakat (publik) menjadi ujung tombek dari perubahan itu. Melalul
partisipasi diharapkan terjadinya perubahan hubungan antara rakyat dan negara yang
lebin seimbang, yang dalam konteks ini lebih dibuka dan difasilitasinya ruang bagi
publik untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan nasib dan
kepentingan mereka, tarutama dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan
kebijakan publik, {

Keterlibatan masyarakat dalam dengar pendapat atau public hearing menjadi
syatu nilai yang ada dalam masyarakat pada proses anggaran. Ketika Proses ini

dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau

g

benar. Nilai inilah yang membentuk perlakuy masyarakat dalam ikut berparisipasi
pada proses anggaran dan akan menjadi suatu budaya sosial.

3 Indikator Pengawasan anggaran (A1 3). Tiga pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti terkait indikator ini yaitu : 1) Masyarakat dapat mengaksas laporan keuangan

SKPD, 2) Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, 3)

INef] dapat mengakses
Masyarakat dapat mengakses laporan kinerja SKPD, 4) Masyarakat pat g

daerah. Indikator ini ditanggapi oleh responden dengan

R e e

laporan kinerja pemerintah

skor jawaban 3,95 atau barada pada kategod sefuju. Hal ini dapat dimaknakan batwa

responden setuju bahwa bunyi permyataan tersebut harusnya benar terjadi dalam

proses pengawasan anggaran oleh masyarakal.
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Pengawasan an ;
99aran menjadi perhatian yang penting dalam masyarakat,

ini telah b
Sast ini te anyak masyarakat yang tergabung dalam sebuah lembaga swadaya

masyarakat (LSM) yang concem dalam mengawasi kinera pemerintah. Pada

hakikatnya APBD dapat dikatakan sebagal anggaran untuk sekior publik yang
merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada
publik. Oleh karena itu, maka secara atomatis publix mempunyai hak dan wajib
mengawasi pelaksansan APBD. Dengan ikut dalam pengawasan publik terhadap
pelaksanaan APBD, maka mayarakat dapat mengetahui  konsistensi  antara
perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi pelaksanaan perencanaan
dan penganggaran. Melalui pengawasan masyarakal juga dapat memastikan bahwa
alokasi anggaran untuk kepenfingan pubfik sudah dilaksanakan secara efisien dan
efektif, dalam hal ini pelaksanaan APBD tersebut tidak teradi pemborosan, tepat
sasaran, dan memberikan dampak yang positf serta manfaat yang berarti bagi
kepentingan publik.

Keteriibatan masyarakal dalam dengar pengawasan APBD menjadi suatu nilai

yang ada dalam masyarakat pada proses anggaran. Ketika Proses ini dijalankan

sesual dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau benar. Milai

inilah yang membentuk perilaku masyarakat dalam ikul berparisipasi pada proses

anggaran dan akan menjadi suatu budaya sosial

e e I s e

e

o T n e




112

Tabel 5.8
T
anggapan Responden pada Variabel Budaya Sosial (X:)
i T
Indikator tem | S5 | § [ KS [ T8 | TS | Total | Rata-
_ 5| 4] 3 2 1 Rata
Keterlibatan 19 (108 77 | 7 ;
masyarakat dalam | 8 ]
Musyawarah 12 |28 (93 [ 51 [ 25 [ 3 | 200 | 359
Pembangunan
Rata Rata X1.1 3.89 [Setuju)
| Public Hearing 14 [35 [ 89| 46 | 27 | 3 | 200 | 3.63 .
15 | 66 | 118 | 8 B 2 200 | 4.2 [
16 |74 |"11z E | 8 1 200 | 4,25 |
e e :
Rata Rata X1.2 4,02 [Setuju) |
“Pengawasan 17 |44 |17 27 | @ | 3 | 200 | 3,85
Angin 18 (62 |118| 20 | 7 | 3 | 200 | 404 '5
19|39 [123] 28 | 8 | 2 | 200 | 3,80 i
Rata Rata X1.3 3,96 (Setuju) k
Rata-Rata X1 3,95 |
Sumber: Pengolahan data primer (2019) ; :
522 Deskripsi Variabel Budaya Politik &
. E il
Budaya Pelitik merupakan nilai-nilai yang terbentuk pada anggota legislati ;
; : i %
(DPRD) sebaga perwakian rakyat dalam pemerintahan untuk et Su QN .-

. - - |I |
dalam membuat kebijakan dengan tujuan untuk kesejahterasn rakyal. Milai adalah ide |

ketektif tentang apa yang benar =tay salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak
diinginkan dalam budaya tertentu (wiliams, 1870). Milai yang ada pada anggota :. |
DERD dalam proses anggaren sesusi dengan prinsip ketarbukaan cEiSm nega
demokrasi yang mengharuskan Penyelenggar NEGaa DU 2l tentinciep: Pk

[ —
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masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
mengenai Penyelenggaraan Negara,

Keterlibatan DPPRD dalam proses anggaran melalul 1) Penjaringan Aspirasi,
2) Pembahasan APBD, 3) Persetujuan APED 4) Pengawasan. Proses ini menjadi
indikator datam mefihat nilai yang benar atau salah. Nilai yang benar ketika proses ini
dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada begitupun sebaliknya. Nilai
inilah yang membentuk perilaku anggeta DPRD sehingga menjadi suatu budaya
politik.

Secara umum, data pada tabel 57 menunjukkan total rata-rata jawaban
respanden untuk varabel budaya politik adalah sebesar 4,09. Tabel 58
mengindikaskan bahwa rata-rata responden menaggapi pernyalaan terkait budaya
polifik dengan persepsi setuju, Pemyataan yang diungkapkan dalam kuesioner
merupakan pemyataan umum yang dapat diketahul oleh siapapun, yang ditandsa
dengan tidak terjadinya perbedaan hasil jawaban yang signifikan darl responden,
walaupun responden tersebut berbeda kelompok. Interpretasi lebih lanjut terkait
indikator variabel ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator Penjaringan Aspirasi (X2.1). Tiga pertanyaan yang diajukan oleh

penaliti terkait Indikator il yaitu 1) Pelaksanaan Reses menspakan kewajiban bagi

pemimpin maupun anggota DPRD yang dilakukan dalam rangka menjaring aspiras:

masyarakat. 2) Reses DPRD bartujuan untuk menindaklanjut pengaduan masyarakat

amberikan Fﬂrtﬂﬂggun:gjﬂﬁ'ﬂbaﬂ spcara moral sebagai perwujudan perwakilan &
gunam .

rakyat dalam pemerntahan. 3) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa

kok-pokok  pikiran DPRD pardasarkan  hasil Reses/penjaringan aspirasi
poKok-po

_ ,
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masyarakat. Darl ketiga Pernyataan inj ditanggapi oleh responden dengan skor
jawaban 4,22 atau berada pada kategorn setuju. Hal ini dapat dimaknakan respondsn
setuju bahwa pemyataan yang digjukan seharienya benar tedadi pada proses
anggaran yang terkait dengan fungsi
DPRD.

anggaran dan pengawasan pada anggota

Anggota DPRD yang merupakan wadah di mana para wakil rakyat berbicara
atas nama dan demi kebaikan rakyal, cleh karena itu masyarakat mengharapkan
anggota Dewan mampu merasakan kepentingan rakyat. Komunikasi langsung antara
masyarakat dan DPRD yang dilakukan pada masa reses dalam bentuk dialog-dialog,
kunjungan lapangan alau mengumpulkan pendapat umum diharapakan dapat
beralan efektif. Kegiatan ini merupakan kewsjiban yang harus dilakukan aggola
DPRD sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral dan politik terhadap kensttuennya
dalam rangka memperkual komunikasi dengan masyarakat secara langsung.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggota DPRDt pada proses
anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesual dﬁl‘lgﬂl‘ll aturan yang ada, maka nilai
tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk peritaku anggota

DPRD dalam menjalankan funsinya yang telah distur dalam UU dan akan membentuk

budaya politik.

2) Incikator kedua pembanasan APBD (X2.2). Tiga pemyataan diajukan 1) i

Jangka waktu pembahasan anggaran terfalu singkat. 2) Pembahasan APBD olah > 5
ng .

OPRD terkait dengan Priomtas pemerintah Daerah, 3) Dalam pembahasan APBD,

DPRD berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS. Dar ketiga pernyataan ini ditanggapi

an rata-rata skor jawaban 4.25 atau berada pada kategor setuju. i
g 1

oleh responden den

—
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e g _
Hal ini dapat dimaknakan responden seluju bahwa pemnyataan yang diajukan

SeRmTR e K] pade proges anggaran yang terkait dengan fungsi anggaran
pada anggota DPRD,

indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggeta DPRD pada proses
anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai
tersebut menjadi baik atau benar. Nilal inilah yang membentuk perilaku anggota
DFRD dalam menjalankan funsinya yang telah distur dalam UL dan akan membentuk
budaya politik.
3)  Indikator ketiga yaitu persetujuan APBD (%2.3). Tiga pernyataan yang diajukan
yaitu 1) Persetujuan APBD oleh DPRD dan kepala daerah sesuai dengan kalender
anggaran. 2) DPRD dan kepala daerah yang fidak menyetujui bersama APBD
sebelum dimulainya tshun anggaran setiap tahun dikenal sanksi administratif.3)
APBD disahkan melalui peraturan kepala daerah, jika terjadi deadiock. Dar ketiga
pernyataan ini ditanggapi eleh responden dengan rata-rata skor jawaban 4,00 atau
berada pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan responden setuju bahwa
pemnyataan yang diajukan seharusnya benar terjadi pada proses anggaran yang

terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan pada anggota DPROD.
ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggota DPRD pada proses

Indikator
aran. Katika Proses ini dijalankan sesual dengan aturan yang ada, maka nilai

angg ]
Nilai inilah yang membentuk perilaku anggota 8

lersebut menjadi baik atau benar.
DPRD dalam menjalankan fungsinya yang telah diatur dalam UU dan akan

membentuk budaya politik.

e—
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Indi :
4) ndikator pengawasan (x4 A4). Tiga pemyataan yang diajukan dalam indikator

ini yaitu: 1) DPRD melaksanakan pengawasan aspek hasil reses dikaitkan dengan

penetapan APBD. 2) DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APED
oleh SKPD. 3)

DPRD memberitahukan kepada satuan pengawas internallinstansi
penyidik jika terjadi dugaan penyimpangan. Darj ketiga pernyataan ini ditanggapi oleh
respanden dengan rata-rata skor jawaban 3.96 atau berada pada kategori setuju. Hal
ini dapat dimaknakan responden setuju bahwa pernyataan yang diajukan seharusnya
banar terjadi pada proses anggaran yang terkait dengan fungsi anggaran dan
pengawasan pada angoota DPRD.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada anggota DPRD pada prosas
anggaran. Ketika Proses ini dijelankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai

tersebut menjadi baik atau benar. Anggota DPRD seharusnya memahami fungsi

pengawasan yang melekat pada anggota DPRD. DPRD memidiki tugas dan

e i

wewenang dalam pengawasan yaitu mengawasi peraluran daerah, APBD sera :.
peratunran, keputusan, surat edaran kepala daerah. Hal inilah yang menjadi nilai

dalam anggota DPRD. Milai ini yang membeniuk perilaku anggota DPRD dalam

menjalankan funsinya yang telah diatur dalam UU dan akan membentuk budaya

pelitik.



117

A Tabel 5.7
9apan Responden pada Variabel Budaya Politik {Xs)
Indikator tem | S5 | § KS | TS | STS | Total | Rata-
_ S | 4 3 2 1 Rata
Penjaringan Aspirasi | 29 |48 (998 | 37 | 92 [ 2 | 200 | 359
Masyarakat (22 (80 (108 8 | 9 | 2 [ 200 | 432
23 | 84 [ 109 3 1 3 | 200 | 435
Rata Rata X2.1 i22
Pembahasan APBD | 24 [71[743| 8 | 3 | 2 | 200 | 4.27 |
25 |70 14 11 [ a 1 200 | 4,22
26 |7a 1o 14 a | o | 200 | 4.26
_ Rata Rata X2.2 425 ]
Persetujuan APBD 27 [51J105] 35 [ 5 4 | 200 | 396 ;
28 |46 (129 | 19 | 5 1 | 200 | 4,07 -
29 |47 |17 27 | © 200 | 3,89
Rata Rata X2.3 4,00 -
Pengawasan 210| 33 [105| 47 | 10 ) 200 | 3,75 i

211 39 [122] 32 | B 1 | 200 | 3,9
| 212| 55 [133| & | 2 1 | 200 | 4,19
Rata Rata X2.4 3,96 b
Rata-Rata X2 4,10 [
Sumber: Pengolahan data primer (2018)

523 DeskripsiVariabel Budaya Administratif
Budaya adminisitratif adalah nilai-nilal yangm melekal pada aparatur negara

nggaran urituk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Nilai adalah ide kolektif tentang apa yang benar stau salah, baik atau buruk, dan ;

ginkan dalam budaya terentu (Williams, 1970). Nilai yang i _

dalam menjalankan proses a

diinginkan atau tidak din

ada pada masyarakat dalam proses anggaran sesual dengan prinsip keterbukaan L

amokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri

dalam negara d

—
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dap hak
terhadap nak masyarakat untuk mempercleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif mengenai Penyelenggaraan MNegara

Ferencanaan  APBD,  Penyusunan APBD, Penetapan APBD,

Pertanggungjawaban menjadi indikator dalam melihati nilai yang benar alau salah
dalam proses anggaran. Milai yang benar ketika proses in| dijalankan dengan baik
sesuai dengan aturan yang ada begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk
perilaku staff adminisirasi sehingga menjadi suatu budaya administratif.

Secara umum, data pada tabel 58 menunjukkan total rata-rata jawaban
respondean untuk variabel budaya administratif adalah sebesar 421 yang
mengindikaskan bahwa rata-rata responden menanggap pemyataan terkait budaya
administratif dengan persepsi setuju. Pemyataan yang diungkapkan dalam kuesioner
merupakan pernyataan umum yang dapat diketahul oleh siapapun, yang ditandai
dengan tidak terjadinya perbedaan hasil jawaban yang signifikan dar responden,
walaupun responden tersebut berbeda kelompok. Interpretasi lebih lanjut terkat £
indikator variabel ini dijabarkan sebagai berikut

1) indikator Perencanaan (X3.1). Tiga pemyataan yang diajukan yaitu: 1) :!

Dokumen RPJMD menjabarkan mengenal visi, misi dan program kepala daerah yang

ingin dicapai, 2) RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannys. 3)

Dokurman KUA didasarkan pada dokumen RKPD daiam periode terscbul. Dan ketiga

itanggapi oleh responden dengan skof jawaban 4,13 atau

pernyataan tersebut d

ataan -
berada pada kategori setuju yang berart bafwa responcen sotifu balvae pemy =

jad n.
tersebut seharusnya benar tedadi pada proses anggara

—
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terhadap hak m I
asyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara

P
Sfencanasan - APBD,  Penyusunan  APED, Penetapan  APED,

Pertanggungjawaban menjadi indikator dalam melihati nilai yang benar atau salah
dalam proses anggaran. Nilai yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik
sesuai dengan aturan yang ada begitupun sebalitnya. Nilai inilah yang membentuk
perilaku staff adminisirasi sehingga menjadi suatu budaya administratif.

Secara umum, data pada tabel 5,8 menunjukkan total rata-rata jawaban
responden untuk variabel budaya administratif adalah sebesar 421 yang
mengindikaskan bahwa rata-rata responden menanggep pemyataan terkait budaya
administratif dengan persepsi setuju. Pemyataan yang diungkapkan dalam kuesioner
merupakan pernyataan umum yang dapat diketahul cleh siapapun, yang ditandai
dengan tidak terjadinya perbedaan hasil jawaban y&ang signifikan dari responden,
walaupun responden tersebut berbeda kelompok. Interpretasi lebih lanjut terkait i
indikator variabel ini dijabarkan sebagai berikut: g
1) indikator Perencanaan (X2.1). Tiga pernyataan yang digjukan yaitu: 1) [

Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi dan program kepala daerah yang

ingin dica

pai. 2) RKFD memuat mengena kerja yang terukur dan pendanaannya. 3) |

Dokumnen KUA didasarkan pada dokumen RKFD dalam periode lersebut. Dari ketiga

pernyataan tersebut ditanggapi oleh responden dengan skor jawaban 4,13 atau :

berada pada kategon getuju yangd perart bahwa responden setuju bahwa pemyataan

tersebut seharusnya benar teradi pada proses anggarar.

e—
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Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses

anggaran. Proses perencanaan APBD dimana pemerintah daerah menyampaikan
kebljakan umum APBD tahun anggaran benkutnya sebagai landasan penyusunan
rancangan APBD dianggap telah dijalankan oleh pemerntah. Ketika Proses ini
dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, maka nilai tersebut menjadi baik atau
benar. Milal inilah yang membentuk peritaku staff SKPD dalam menjalankan tugasnya
dan akan membentuk budaya administratif,
2) Indikator kedua yaitu penyusunan APBD (3.2). Dua pemyataanyang diajukan
yaitu: 1) Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan sera pagu
anggaran yang tercantum dalam nota kesepaklan antara kepala daerah dan pimpinan
DFRD, 2) Penyusunan RKA-SKPD, RAPED mengacu pada KUA dan PPAS yang
telah dizepakati. Darl kedua pemystan tersebut memperoleh nilai rata-rata sabesar
428 atau pada kstegor setuju yang berarti bahwa responden setuju bahwa
pernyataan tersebul seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Indikator ini menjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses
anggaran. Dalam proses penyusunan AFPBLD oleh pemerintah yang didasarkan pada
perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenal program dan kegiatan
yang dilaksanakan dan salanjuinya dokumen tersebut di serahkan kepada DPRD
sesual dengan kalender anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada.
Kefika Proses ini dijalankan sesual dengan aturan yang ada, maka niai tersebut

menjadi balk atau benar. Mitai inilah yang membentuk perilaku staff SKPD dalam

menjalankan tugasnya dan akan membentuk budaya administratif.



120

3)  Indikator penetapan APBD (%2.3). Dua permyataan yang diajukan yaitu 1)
Penetapan APBD menjadi peraturan derah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD,
2) Penetepan APBD dilasksanakan tepat waktu, Dari kedua pernyataan tersebut
diperoleh rata-rata jawaban sebesar 4,32 atau pada kategor jawaban setuju yang
berarli bahwa responden setuju bahwa pernyataan tersebut seharusnya benar tedadi
pada proses anggaran.

Indikatar ini menjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses

anggaran. Ketika Proses ini dijalankan sesuai dengan aturen yang ada, maka nilai
tersebut menjadi baik atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff SKPD
dalam menjalankan tugasnya dan akan membentuk budaya administratif,
4} indikater perianggungjewaban (X3 4). Dua pemyataan yang diajukan yaitu 1)
Setiap SKPD menyajikan laporan keuangangan berupa Meraca, Laporan Realisasi
anggaran, Catatan atas laporan keuangan, 2) Sefiap SKPD menghasilkan laporan
kinerja SKPD. Dari pernyataan lersebut ditanggapi respendan dengan skor jawaban
sebesar 4,13 atau pada kategor jawaban setuju yang berarti bahwa responden setuju
bahwa pemyataan tersebut seharusnya benar terjadi pada proses anggaran.

Indikator ini manjadi suatu nilai yang ada pada staff SKPD pada proses
anggaran. Ketika Proses inl dijslankan sesual dengan aturan yang ada, maka nilai
jersabut menjadi balk atau benar. Nilai inilah yang membentuk perilaku staff SKPD

dalam menjalankan tugasnya dan akan membentuk budaya administratil.
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Tabel! 5.8
Tanggapan Responden pada Variabel Budaya Administratif (X}
Indikator hem | S5 | 8 | KS | 1S | S1S | Total | Rata-
5 | 4 | 3 2 1 Rata
' Perencanaan APBD 31 | 55 [128 | 11 4 1 200 | 4,16
| 32 | 42 [137 | 14 | B 1 | 200 | 4,08
33|67 |109| 18 | 3 | 3 | =200 | 417
Rata Rata X3.1 413
Penyusunan APED 34 (101 92] 6 1] 2 200 | 445
36 | 67 |102] 21 | B Z | 200 | 4,12
Rata Rata X3.2 | 4,28
Penetapan APBD 36 |91 (102 5 0 | 200 | 44
37 (71 [ 112] 14 | 1 200 | 4,24
Rata Rata X3.3 . 4,32
Pertanggungjawaban | 38 | 59 | 117 | 17 | 7 0 | 200 | 4.14
39 |56 [119| 19 | B | 200 | 4,12
Rata Rata X3.4 4,13
Rata-Rata X3 421 i

Sumber; Pengolahan data primer (2018)

5.2.4 Deskripsi Variabel Teknologi Informasi
Teknologl Informasi didefinisikan sebagai suatu teknologi yang merupakan

aplikasi program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran.

Teknologi informasi diukur cleh 1) Kualitas Teknaologi 2) Kualitas Informasi. 3) Kualitas

Layanan.
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Secara umum, data pada tabel 5.9 menunjukkan total rate-rata jawaban
responden untuk variabel teknologi informasi adalah  sebesar 4,23 yang
mengindikaskan bahwa rata-rata responden menaggapi pernyataan terkait system
teknologi informasi dengan persepsi setuju yang dapat dinterpretasikan sebagai
berikut ini:

1} Kualitas Informasi (Z21.1). Empat pemyataan pada indikator inl yaitu: 1)
Infermasi yang didapatkan pada E-planning sesuai dengan data yang sebenamya. 2)
Informasi yang didapatkan pada E-Budgeting sesuai dengan data yang sebenamya.
3) Data yang terdapat pada E-planning adalah informasi yang terkini. 4) Data yang
terdapal pada E-Budgeting adalah informasl yang terkini. Darl empat pemyataan
didapatkan rata-rata tanggapan responden yailu dengan skor jawaban 4,26 atau
berada pada kategor setuju. Hal ini dapat dimaknakan bahwa data dan informasi yang
tersedia pada e-panning dan e-budgefing merupakan data yang lengkap dan terkini,

2) Kualitas Sistem (Z1.2). Empat pemyataan pada indikator inl yaitu: 1) Sistem
E-Planning memberikan fasilitas perbaikan jika terjadi kegagalan sistem. 2) Sistem E-
Budgeting memberikan fasiitas perbaikan jika terjadi kegagalan sistem. 3) Sistem E-
planning mudah digunakan. 4) Sistern E-Budgeting mudah digunakan. Dan keempat
pemnyataan ini menunjukkan bahwa indikator ini memperoleh nilai rata-rata sebesar
4,27 atau pada kategori setuju. Hal ini dapat dimaknakan bahwa sistem e-panning

dan e-budgeting merupakan sistem yang mudah digunakan.
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Tabel 5.9
Tanggapan Responden pada Variabel Teknologi Informasi (Z)
Indikator ltem |55 | § | KS | 15 | S1S | Total | Rata-
5 | a4 | 3 | 2 1 Rata
Kuaitas Informasi Z11 |67 |1271| B8 | O D | 200 | 4,30
212 |71 (17| 11 | 0 1 | 200 | 428 |
Z13 |63 [112| 22 | 2 1 | 200 | 417
L (Z14 [ T2 |116]| © 3 0 200 | 4,28 |
Rata Rata Z1.1 4,26
Kualitas Sistem Z15 | 78 [114] 5 | 2 0 [ 200 | 4,35
Z16 | 65 [120| 12 | 3 0 | 200 | 4,23
Z17 |66 [120] 10 | 3 1 200 | 4,23 |
Z18 | 85 [121] 10 | 4 0 | 200 | 4,23
Rata Rata Z1.2 427
Kualitas Layanan Z18 [62[128] 11 | 2 | 0 | 200 | 423
= Z110| 53 (123 | 17 | 7 | 0 [ 200 [ 41
Z111| 66 [ 121 ] 10 3| 0 200 | 4,25
Z142| 73 (119 7 1 0 | 200 | 4,32
2113 46 [142| @ | 3 0 | 200 | 415
Rata Rata Z1.3 4,21
Rata-Rata X2 425 ]

Sumber, Pengolahan data primer (2019)

3) Kualitas Layanan (Z1.3). Lima permyataan yang diajukan yaitu: 1) Penggunan
sistern merasa aman dalam mengakses data melaui sistemn, 2) Pengguna sistem
mempunyal pengatahuan untuk mefakukan pekerjaan dengan baik. 3} Pemanfaatan
teknologi mempermudah datam menyebar informasi terkait laporan Keuangan, LRA,
Meraca, dll dalam websile yang resmi. 4) Sistem memberikan tanggapan sesuai
dengan apa yang diakukan. 5) Sistem informasi didukung oleh teknisi yang
professional jika memiliki masalah. Dari lima pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai

rata-rata jawaban responden sebesar 4,21 atau pada kategon setuju.




5.2.5 Deskripsi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Femerintah Daerah merupakan pencapalan hasil dalam merealisasikan
target yang telah ditetapkan dengan bantuan penggunaan teknologi informasi
berbasis online, Variabel ini diukur oleh 2 indikator:1) E-government completeness
degree yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan segi internal
pemerintah setelah penggunaan e-govemment. 2} yaitu E-govemment participation
degree yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pamerintah dari segi eksternal
pemerintah terkait dengan interaksi publik setelah penggunaan e-govemment.

Secara umum, data pada tabel 510 menunjukkan fotal rata-rata jawaban
responden untuk varizbel kinerja pmerintah daerah adalsh sebesar 4,23 yang
mengindikaskan bahwa rata-rata responden menaggapi pemyataan terkait kinerja
pmerintah daerah dengan persepsi sefuju yang dapat dinterprelasikan sebagai
berikut ini:

1) E-Government complefeness degree (Y1.1). Lima pemyataan yang
diajukanyaitu : 1) Keterlambatan penyusunan anggaran dapat dihindari sejak proses
pengganggaran berbasis elektronik. 2) Kebocoran anggaran APBD berkurang sejak
proses pengganggaran berbasis slektronik. 3) Terjadi penghematan anggaran sejak
proses pengganggaran berbasis elektronik. 4) Pencapaian kinerja anggaran yang
efektil sejak proses pengganggarsn berbasis elektronik. 5) Pencapaian kinerja
anggaran yang efisien sejak proses pengganggaran berbasis elekdronik. Dari lima
pernyatasn tersebut, dipsroleh tanggapan responden yaitu dengan skor jervemomm A2

atau berada pada kategor satuju.
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TABEL 5.10
Tanggapan Responden pada Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Indikator ftem [ 85| § | KS | TS | STS | Total | Rata-
5 | 4 F] 1 Rata
| E-Government Y1.1 | 67 | 127 0 | 0 | 200 | 4,30
completeness degree (Y12 | 71 | 117 | 11 | O 1 200 | 4,28
Y13 |63 (12| 22 | 2 1 | 200 | 4,17
¥14 [72 (16| 9 | 3 | 0 | 200 | 428
(Y15 |78 [114| & | 2 0 | 200 | 435
" Rata Rata Y1.1 427
E-Government Y16 | 66 |[120] 10 | 3 | 1 | 200 | 423
participation degree | Y17 | 65 | 121 10 | 4 o | 200 | 4,23
YiB | 62 |125] 11 | 2 0 | 200 | 4,23
Yia | 63 |123| 17 | 7 0 | 200 | 411
Rata Rata Y1.2 4.20
Rata-Rata Y 4,23

Sumber. Pengolahan data primer (2019)

2) E-Govemment paricipation degree(Y1.2). Empat pemyataan yang diajukan
yaitu: 1) Kemudahan masyarakat dalam mengawasi anggaran sejak proses
pengganggaran berbasis slekironik, 2) Peningkatan transparansi terhadap
masyarakal sejak proses pengganggaran berbasls elektronik. 3) Peningkatan
akuntabilitas terhadap masyarakat sejak proses pengganggaran berbasis elektronik.
4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemesintah sejak proses
pengganggaran berbasis alekironik. Dard empat permyataan tersebut menunjukkan
hahwa rata-rata jawaban responden yaiu sehesar 420 atau pada katagon setuju.




5.3. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

5.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Sosial (X1)

Fengujian validitas instrumen peneltian dengan menggunakan korelasi
pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Permyataan dikatan valid
apabila factor loading di atas 0.5, Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel
5.11

Sementara itu, jika nilai Cronbach's Alpha > 0.60, menyimpulkan bahwa
instrument penelitian rellabal. Cronbach’s alpha pada variabel budaya sosial (X1)
sebesar 0,858, Ini berari 0,856 > 060 yang dapat diartikan bahwa Instrument

penelitian reliabel.

Tabel 5.11
Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pemyataan Budaya Sosial (X1.1)
Vanabel tem Factor | Keputusan | Keputusan
Pertanyaan | loading Vaiditas | Reliabiltas |
Budaya Soslal (X1) 1.1 0,358 | Tidak Valid
1.2 0,600 Yalid
1.3 0.599 Valid
1.4 0,538 W alid
1.5 0,678 Valid Reliabel
1.6 0,600 Valid
1.7 0,630 Valid
1.8 0,615 Valid |
18 | 0,650 Valid

Sumber : Pengolahan data primer (2018)
Berdasarkan Tabel 5.10, terdapat 1 (satu) item fidak valid yaitu dem X1.1

dengan nilai 0.358 < o =0.5, sehingpa item tersebut dikeluarkan dar model,

Selanjutnya dilakukan pengujian ulang, dan hasil pengujian dapat dillhat pada tabel

5.12 selanjutnya.




e Tabel 512
Uji Validitas dan Reliabilitas ltem Pernyataan Budaya Sosigl (%1.1)

Variabel | Hem Factor | Keputusan | Keputusan

a Pedanyaan | loading | Vaiditas | Reliabilitas
Budaya Sosial (X1) 1.2 0,600 Walid
1.3 0,598 Valid

14 0,538 Valid -

15 0,676 valid | Reliabilitas
i5 1.8 0,800 Vald
1.7 0,630 Valid
18 0615 |  Vaid
19 0,850 | Valid

Sumber : Pengolahan data primer (2019)

Berdasarkan Tabel 5.12, semua item dianggap valid karena factor loading di
atas 0.5

5.3.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Politik (X2)

Pengujian validitas instrumen peneliian dengan menggunakan korelasi
pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pemyataan dikatan vadid
apabila factor loading di atas 0.5. Hasil pengufian validitas dapat dilihat pada tabel
512

Sementara iu, jika nitai Cronbach's Alpha > 0,60, menyimpulkan bahwa
instrument penelitian reliable. Cronbach's alpha pada variabel budaya politik (X2)

sebesar 0,881, Ini berart 0,881 = 0,60 yang dapat diartikan bahwa instrument

penelitian reliabel.




s . Tabel 5.13
ji Validitas dan Reliabilitas item Pemyataan Budaya Politik (X1.2)

Variabal

Item Faclor | Keputusan | Keputusan
5 Pertanyaan | loading | Vaiditas Reliabilitas
Budaya Politik (X2) 2.1 0,418 Tidak Vald |
22 0,517 Valid
23 0,666 Valid |
e 2.4 0,640 Valid |
2.9 0,635 YWalid
2.6 0,630 Valid
27 0.479 | Twak vad | Rellabel
258 0,588 Vakid
2.9 0.532 Walid
2.10 0,544 \alid
.11 0678 Valid
; 212 | B.7T2T Valid
Sumber : Pengolahan data primer (2019)
Tabel 5.14
Uji Validitas dan Reliabilitas [tem Pemyataan Budaya Politik {X1.2)
Varabel tem Factor Kepulusan | Kepulusan
- Pertanyaan | loading Vaiditas Reliabilitas |
Budaya Politik (%2) 22 0,517 Valid
23 0,666 Valid
24 0,640 Valid
2.5 0,638 Valid
25 0,630 Valid Reliabel
2.8 0,588 Valid
i 29 0.632 Valid
210 0.544 Walid
2.1 0.678 Walid
212 0.727 Valid

Sumber : Pengolahan data primer (2015}

Berdasa
dengan nilai 0418 =a = 0.5 n

dengan nilai 0.488 < @ =0.5, sehingga

rkan Tabel 5.13, terdapat 3 (tiga) iten fidak valid yaitu item X21
ilsi X2.7 dengan nilai 0.479 < a =0.5, dan nilai X2.8

flem tersebut dikeluarkan dar model




Selanjutnya dilakukan pengujian ulang, dan hasil pengujian dapat diiihat pada tabel

.14. Berdasarkan :
o c: Tabel 5.14, semua item dianggap valid karena factor loading di
atas 0.5

5.3.3 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Budaya Administratif (X3)

Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelas:
pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pemyataan dikatan valid
apabila factor loading di atas 0.5. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabed
5.14

Sementara itu, jika nilsi Cronbach's Alpha > 0,60, menyimpulkan bahwa
instrument penelitian refiable. Cronbach's alpha pada variabel budaya poltik (X2)
sebesar 0,881, Ini berati 0,815 > 0,60 yang dapat diatikan bahwa instrument

penelitian refiabel,

Tabel 5.13
Uji Validitas dan Reliabilitas ltem Pemyataan Budaya Administratdf (X1.3)
Variabel [tem Factor | Keputusan | Keputusan
Pertanyaan | loading Vaiditas | Refiabilitas
Budaya Administratif (X3) | 3.1 0.599 Valid
I 32 0.453 | Tidek Valid
3.3 0.577 Valid
3.4 0,556 Valid :
3.5 0,518 Valid | Refiabel
3.5 0,488 Tidak Valid
3.7 0,575 W alid
3.8 0,505 Walid
39 0,438 | Tidak Valid

Sumber - Pengolahan data primer (2018)

- —




dengan nilai 0.498 < o« = 0.5, nllai X3.2 dengan nilai 0,453 < o =0.5, dan nilai X3.6
dengan nilai 0468 < o =05 sehingga ftem tersebut dikeluarkan dar model.
Selanjulnya dilakukan pengujian ulang, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel
5.16. Berdasarkan Tabel 5,16, semua itemn dianggap valid karena factor loading di

atas 0.5
Tabel 5.16
Uiji Validitas dan ReSabilitas ltem Pernyataan Budaya Administratif (X1.3)
Variabel tem | Factor | Keputusan | Keputusan
Perianyaan | loading Vaiditas | Reliabilitas |
Budaya Administratif (X3} 31 0.599 Valid Reliabel
3.3 0.577 Valid
34 0,596 Valid
3.5 0,518 Valid
3.7 0.575 Wailid
3.8 0,505 Valid

Sumber - Pengolahan data primer (20139)

5.3.4 Hasll Pengujian Validitas dan Reliabilitas Teknologi Informasi (Z)
Pengujian wvaliditas instrumen peneliian dengan menggunakan korelass

dikenal dengan korelasi product morment. Pemyataan dikatan valid
pat dilihat pada tabel

pearson yang
apabila factor loading di atas 0.5, Hasil pengujian validitas da
5.16

Jika nilai Cronbach's Alpha
ple. Cronbach's alpha pada variabel budaya politik (X2) sebesar 0.B81.

> 0,60, menyimpulkan bahwa instrument

pensitian relia

Ini berarti 0,918 = 0,60 yang dapat diartikan bahwa instrument penelitian reliabel.

e L T ——————



e Tabel 517
Uji Validitas dan Reliabilitas tem Parnyataan Teknalogi Informasi (Z)

Variabel ltemn Factor | Kepuiusan | Keputusan
| Teknologi Infermasi (Z) Z1 = ﬁ;}? vﬂiﬁs S
Z2 0.490 | Tidak Valid
e 0.594 Valid
Z4 0.708 Valid | i
Z5 0.750 Valid |
ZB6 0.7 Vald
77 0.713 | Vald | |
28 0.621 vaig | FReliabel E
£.9 0.778 Vald |
70 | 0.640 | Vaid |
Z11 0.7596 Valid
Z12__ | 0594 | Vald |
Z13 0.581 Waled

Sumber ; Pengolahan data primer (2019)

Tabet 5.18
Uji Validitas dan Refiabilitas Item Permnyataan Teknologi Informasi (Z)
Vanabel ltem Factor | Keputusan | Keputusan
Pertany=an | loading | Vaiditas | Reliabilitas
Teknologi Informasi () Z.1 0.565 ‘n..ral!d
£3 0.5089 Valid
Z4 0.709 Valid
= Z5 0.750 Valid
B 26 0.701 WValid Refiabel
Z7 0.713 Vahd
Z8 0.621 Valid
LB 0.778 Valid
Z.10 0.540 Valid
Z11 0.756 Valid I
Z£12 0.504 Valid
213 0.581 Valid

Sumber : Pengolahan data primer (2018)

Berdasarkan Tabel 5.17, terdapat 1 (satu) item fidak valid yaitu itarn Z1.2

dengan nilai 0490 < o = 0.5, sehingga item tersebut diketuarkan dari moded.

T,
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Selanjutnya dilakukan pengujiangulang, dan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel

5.18. Berdasarkan Tabel 5.17, semua item dianggap valid karena factor loading di
atas 0.5

5.3.5 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan korelasi
pearson yang dikenal dengan korelasi product moment. Pemyataan dikatan valid
apabila factor loading di atas 0.5, Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabed
5.18

Sementara itu, jika nilal Cronbach's Alpha > 0,60, menyimpulkan bahwa
instrument penelitian reliable. Cronbach's alpha pada varabel kinerja pemerintah
daerah (Y) sebesar 0,919, Ini berarti 0,819 > 0,60 yang dapat diartikan bahwa

instrument penealitian reliable,

Tabel 5.19
Uji Validitas dan Reliabilitas llem Pernyataan Kinerja Pemerintah Daerah (Y)
\ariabel tem | Factor | Keputusan | Keputusan
Pertanyaan | loading Vaiditas | Rel@bilitas
Kinerja Pemerintah Daerah () Y.1 0.768 Valid |
¥.2 0668 Valid
Y.3 0.751 Vaiid
Y 4 0,696 Vald |
Y 5 0.707 Valid Reliabel
Y6 0,832 Valid
— Y.7 0.782 Valid
Y.8 0.728 Walid
. 0.B88 Valid

Sumber ; Pengolahan data primer (20139)
Berdasarkan Tabel 5.19, semua item dianggap valid karena factor loading di

atas 0.5




5.4 Analisis Fit-Model (Full Model Analysis)

Pada pengujian tahap awal ternyata tidak memenuhi kriteria goodness-of-fit.
Dengan demikian model pengukuran tahap awal tersebut tidek cocok digunakan.
Modifikasi dilakukan untuk memenuhi kriteria GOF dengan menghubungkan error
variabel {Arbuckle & Worthe, 2009),

Model menghasilkan tingkat kesesuaian model yang cukup baik. Tabel 5.20

mamperlihatkan tahapan revisi model ini beserta nilai masing-masing goodness-of-fi

(GOF) index.
Tabel 5.20
Evaluasi Kriteria Goodness-of Fit
Goodness of Fit Milai a
(GOF) Index Cut-off Value | yiodet FE:IHEEH Nateeuryait
g Semakin kel L
_l'.‘;‘-m-aquam {x2) Seriakin: el 1764777 Marginal
Probabilitas = 0,05 0,000 Marg__linal
CMINDF < 2,00 1,999 Fit
RMSEA < 0,08 0,071 _Fil
GFI = 0,90 0,741 Marginal
TLI = 0,80 0,880 Fit
CFl = 0,80 0,986 Fit

Sumber ; Pengolahan data primer (2019)

Dari tabel 5.20 dapat dilihat bahwa model secara keseluruhan memperiihatkan

tingkat kesesuaian yangd baik. Dengan demikian bahwa hasll pengujian goodness of

fit pada model standar yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data

yang dinbservasi sudah sesual atau konsisten dengan teor atau model yang akan

ga model yang digjukan diniai baik dan dapat diterima sebagai model

diuji, sehing

yang sesuai dalam peneiitian inl.

i g i




5.5 Analisis Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, semua model memenuhi
persyaratan/dapat dikonfirmasi untuk dijadikan sebagai model pengukuran dalam
penelitian ini. Selanjulnya dapat dijelaskan tentang hasil-hasil pengujian hipotesis.
Dari & (enam) hipolesis yang diajukan, terdapat 4 hipotesis yang diterima dan 2 yang

ditolak. Hasil estimasi model tersebut dapat diihatl pada gambar 5.1 halaman

selanjuinya:
lzu Hz:ljlzu |
Teknelogi
Infoernasi
a1 Akunkigi (7]
b2 Busiayn Godial b I
K13 v Aoy

Gambar 5.1 Hasd Mﬂd?l Peanalitian
Katerangan ** = Signifikansi pada Taraf 0,05




Berdasarkan informasi angka-angka statistik yang dicantumkan dalam tabel

5.21 dan tabel 5.22 dapat dijelaskan hasil pengujian hipatesis dari penelitian ini:

Tabel 5.21
Hasil Pengujian Pengaruh Langsung
Jenis Pengaruh
Estimate | S.E C.R. P Ket
Variabel Varibel ; : Value
Independen | Ddependen '
Kinera
Budaya i 0,04 Tidak
; Pemerintah -0,038 -0918 | 0,358 Siani
: nifikan
Sosial Daerah 3 gl
Kinerja 0,14 :
Budaya Politik | Pemerintah 0.296 '5 1,882 0,048 Signifikan
Daeran 1
Kinerja
Budaya | pemenntah | 0707 0121 5713 | 0000 | significan
Administ _I_ Bt
Sumber ; Pengolahan data primer (2018)
Tabel 5.22
Hasil Pengujian Pengaruh Moderasi

indopen | Variabel | Variabel | pqymae | s GR | vatue | Keterangan
o “;‘“" Moderasi | Dependen :

e, — .
Budaya | Teknologi Fm;a,:ﬁﬂh 0.068 0.021 3181 | 0,001 | Signifikan
Sosial | Informasi Daarah

Kinerja e

Budaya |Teknolodi | mormarintah | 0.220 0,060 3648 | 0,000 | Signifikan

Politik | Informasi | paran
; Kinerja =

Budaya | opnoiogi | pemenntah | 0200 | 0037 | 5440 | 0,000 | Signifikan

Administr
atif Informasi Daerah
Sumber - Pengolahan data primer (2018)

TR T e S T e i S —



Hipotesis 1 (Budaya Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah). Hasi pengujian statistik terhadap hipotesis ini diperoleh nilai p-
value sebesar 0,359 > 0,05 (cut of value). Hasdl Ini menunjukkan terjadi hubungan
yang tidak signifikan antara budaya sosial dengan kinera pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil lersebut, dapat disimpulkan bahwa naik atau turunnya budaya
sosial tidak mempengaruhi kinerja pemearintah dagrah.

Hipotesis 2 (Budaya Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah). Hasil pengujian statistik terhadap hipotesls ini diperoleh nilal p-
value sebesar 0,048 < 0,05 (cut of value). Arinya, terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan
hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika budaya politik meningkat maka kinerja

pemerintah daerah akan meningkat, begitupun sebaliknya.

Hipotesis 3 (Budaya Administratif berpengaruh positif dan signifikan). Hasil
pengujian statistik terhadap hipotesis ini dipercleh nilai p-value sebasar 0,000 < 0,05
{eut of value). Artinya, terdapal pengaruh positif dan signifikan antara budaya
administratif terhadap kinera pemerintah daerah. Berdasarkan hasll tersebut, dapat
disimpulkan bahwa ketika budaya administratif meningkat maka kinerja pemerintah

daerah akan meningkat, begitupun sebaliknya.

(Teknologl Informasi mampu memoderasi Budaya Sosial terhadap
Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini
1 < 0.05 (cut of value). Artinya, teknaologi informasi

Hipotesis 4
Kinerja pemerintah Dagarah).

diperaleh nilai p-value gebesar 0,00

I




mampu memperkuat hubungan antara budaya sosial terhadap kinerja pemerintah

daerah, dimana saat hubungan langsung antara budaya sosial terhadap kinerja
pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan,

Hipotesis 5 (Teknologi Informasi mampu memoderasi Budaya Politik terhadap
Kinerja Pemerintah Daearah). Hasil pengujian stastistic terhadap hipotesis ini
dipercieh nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05 (cuf of value). Arfinya, teknologi informasi
mampu memperkuat hubungan antara budaya politlk terhadap kinerda pemerintah
daerah, dimana sast hubungan langsung antara budaya politik ferhadap kinerja
pemerintah daerah ditemukan pengaruh positif signifikan.

Hipotesis 6 (Teknologi Informasi mampu memoderasi Budaya Administratif
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah). Hasil pengujian siatistik terhadap hipotesis
ini dipercleh nilsi p-value sebesar 0,000 < 0,05 (cut of value). Ainya, teknologi
informasi mampu memperkuat hubungan antara budaya administralif terhadap kinerja
pemerintah daerah, dimana saat hubungan langsung antara budaya administratif

terhadap kinerja pemerintah daerah ditemukan pengaruh positif signifikan.




BAEB VI

PEMBAHASAN

Bab Ini menguraikan dan menganalisis secara teoritik hasil dari analisis
deskriptif, fakia pengamstan dan data sekunder, seda hubungan kausal antara
variabel eksogen dengan variabel endogen, yang mengacu pada hasil pengujian
structural equalion modeling, balk hubungan secara langsung maupun hubungan
tidak langsung.

6.1 Pengaruh budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah

Merujuk pada data hasil penelitian ini, variabel budaya sosial tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinera pemerintah daerah. Pengaruh yang tidak
signifikan ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,358 > 0,05 (cut of value). Artinya
kantribusi variabel budaya sosial terhadap kinerja pemerintah daerah tidak memiliki
pengaruh, sehingga hipotesis 1 (Budaya sosial pada proses penganggaran publik
berpengarun posilif signifikan terhadap kinerja pemerintah daersh di Indonesia)
ditalak. Maknanya adalah, budaya sosial yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada

masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, tidak mempengaruhi kinerja

pemerintah daerah.

Budaya sosial merupakan suatu nilai-nilai yang terbentuk pada masyarakat

terkait perencanaan dan penganggaran. Nilai
tau buruk, dan dinginkan atau lidak diinginkan dalam budaya

adaiah ide kolektif tentang apa yang

benar atau salah, baik a

ertenty (Williams, 1970). Nilai yang ada pada masyarakat dalam proses Snggarn.

_/———’
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sesuai dengan prinsi
ngan pnnsip keterbukaan dalam negara demaokrasi, yang mengharuskan

penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenal penyelenggaraan
negara,

Nilai tersebut termasuk pengertian bahwa perencanaan dan penganggaran,
seyogyanya dilakukan melalui proses yang melibatkan masyarakat Keterfibatan
masyarakat dalam proses anggaran dapat melalui musyawarah perencanaan dan
pembangunan {Musrenbang), dengar pendapat (public hearing), dan pengawasan
anggaran. Proses ini menjadi indikator dalam melihat nilai yang benar atau salah. Nila:
yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesusi dengan aturan yang ada,
begitupun sebaliknya. Nilai inilegh yang membentuk perilaku masyarakat sehingga
menjadi suatu budaya sosial,

Nilai yeng pertama yaitu keterdibatan dalam musyawarah perencanasn dan
pembangunan  (Musrenbang). Musrenbang merupakan fahap awel proses
penganggaran. Musrenbang merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan
kegiatan pembangunan daerah Provinsikabupaten‘kota, sebagai perwujudan dari
pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Hiray dakan SgEa MhsAs

rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir

dokumen rencana pembangunan daerah.

Nilal kedua yaitu public hearing, hal inl dapat dimaknakan bahwa respondean

di beberapa daerah, telah mengetahui adanya public hearing yang dilaksanakan

dalam proses perumusan kebijakan public. Pelaksanaan public hearing dapat

__/——__’




mempenemukan masyarakat dengan DPRD, uniuk berkomunikasi langsung dalam

rangka menyampaikan aspirasi masyarakat. Public hearing merupakan diskusi publik
atau dengar pendapat publk atau musyawarah antara warga negara dengan
pemenntah, untuk mencan cara terbaik guna memecahkan suatu persoalan publik,
termasuk memecahkan masalah/persoslan dalam proses perumusan kebijakan
publik, dengan melakukan komunikasi secara langsung antara pihak-pihak yang
terkait dengan kebijakan tersebut. Public hearng merupakan salah satu sikap
responsif legislatif (DPR/DPRD) dan eksekutif terhadap semangat perubahan dan
transparansi, sebagalmana diamanatkan dalam agenda reformasi dan dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good govemance), yang di dalamnya
menempatkan partisipasi masyarakat (publik) menjadi ujung tombak dari perubahan
itu.

Milai yang ketiga dalam membentuk budaya soslal yaitu pengawasan
anggaran, Hal ini dapat dimaknal bahwa pengawasan anggaran menjad| perhatian
yang penting dalam masyarakat, Saat ini telah banyak masyarakat yang tergabung
dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang concem dalam mengawasl
kinerja pemerintah, Pada hakikatnya, APBD dapat dikatakan sebagal anggarsn ik
sektor publik yang merupakan alat untuk mencapai tujuan delam rangka mermbeakan
pelayanan kepada pubiik. Oleh karena itu, secara ctamatis publik mempunyai hak dan
PBRD. Dengan partisipasi publik terhadap

wajib mengawasi pelaksanaan A

oelaksanaan APBD, meka masyarskai dapst mengetahul konsisiensi EnSrS

perencanaan dan penganggaran daeran dengan T P

dan penganggaran.
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Melalii pengawasan masyaraket juga dapal memastikan, bahwa alokasi

anggaran untuk kepentingan pubiik sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Dalam hal ini, tidak terjadi pemborosan pada pelaksanaan APED tersebut. Selain itu,
petaksanaan APBD juga tepat sasaran, dan memberikan dampak yang positif sera
manfaat yang berarti bagi kepantingan publik,

Semangat dar pelaksanaan Musrenbang, Public Hearing dan pengawasan
anggaran, sejalan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, Secara
sederhana, demokrasi ditandai dengan adanya ruang untuk mengeluarkan pendapat,
usulan, atau kritik bagl seluruh elemen masyarskal agar segala sisi aspirasi
masyarakat dapat diserap. Mekanisme yang diadakan oleh pemerintah dalam
mengumpulkan informasl dan aspirasi masyarakat, membawa harapan bahwa apa
yang telah diprogramkan pada periemuan lersebul, dapat diakomodasi pada
anggaran berikutnya.

Dari hasil deskriptif responden ditemukan rata-rata respanden setuju bahwa
dalam pelaksanaan Musrenbang telah mellbatkan tokoh masyarakat, akademisi,
organisasi nen pemerintah, dan mempercieh informasi terkail pelaksanaan
Musrenbang. Rata-rata responden juga setuju, bahwa public hearing dapat Lo
salah satu wadah bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan anggota DPRO

dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat. Selain ftu, rata-rata responden juga

menyetujul bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasEn BNGaRRN CAngAn

Kses laporan ngan dan laporan kinerja SKPD maupun laporan keuangan
menga keua

Pemda.
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Berdasa i
rkan proses-proses di stas, maka akan terbangun niai di dalam

masyarakat bahwa proses anggaran yang baik dan benar adaiah, ketika proses
tersebut dilaksanakan sesugi dengan sturan yang berlaku, Milai inilah yang
membentuk perilaku masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada proses anggaran dan
akan menjadi suatu budaya sosial,

Budaya sosial yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat akan
mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, saat nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat tersebut, dijalankan dengan baik dan benar. Namun keterlibatan
masyarakat dalam proses ini, hanyalah sekadar memenuhi prasyarat dar aturan
pemerintah. Usulan dari bawah (bottom wp) melalui mekanisme Musrenbang selalu
hanya menjadi formalitas saja. Akibatnya, proses perencanaan anggaran daerah di
indonesia, pada umumnya hanya bersifat sosialisasi, Dalam pelaksanaan public
hearing yang terjadi di lapangan, juga ditemukan bahwa keikuisertaan masyarakat
dalam public hearing, juga fidak mampu mengakamaodasi perubahan apapun.
Permyataan ini didukung oleh Asian development Bank yang mengungkapkan, bahwa
pertemuan public hearing hanya sah sebagai cap karel.

Dari hasil pangamatan di lapangan, juga ditemukan masih adanya paradigma
di beberapa kalangan aparat pemerintah atau pejabat publi, yang menyatakan

bahwa dokumen yang berkaitan dengan anggaran tersebut merupakan dokumen

yang bersifat rahasia dan tidak dapat secara bebas diakses oleh publik. Dari sini

eihat bahwa {ransparansi dan akuntabilitas publik masih belum dirasakan oieh

masyarakat,




Harryante (2017)

mengungkapkan, bahwa beberapa aspirasi yang
dikumpulkan tidak sesuai dengan pricritas pemerintah, sehingga akan disingkirkan.
Asian development Bank (2007) juga menemukan, bahwa proses pertemuan
konsultatif tidak terkait dengan alokasi apapun. Proses dalam praktiknya, hanya
menghasilkan daftar harapan. Meskipun peraturan harus melaksanakan peran
masing-masing pihak terhadap proses penyusunan anggaran, masyarakat sebagai
pemilih masih dalam posisi yang sangat lemah . Hanya legislatif dan eksekutif yang
berperan penting dan langsung dalam proses penyusunan anggaran. Sementara
masyarakal, hanya berlindak sebagai pengamat.

Eeberapa penelitian sebelumnya sejalan dengan hasil penelifian ini, yang
mengatakan, bahwa keterkaitan pengaruh budaya sosial terhadap kinera pemeanniah
daerah tidak memiliki pengaruh. Kim (2008), di mana pada penelitiannya menemukan,
hahwa di beberapa negara ferdapal tingkat kem:skinan yang tinggi dan status sosial
ekonomi yang rendah, kurang semangat masyarakal terfibal langsung dalam proses
pemerintahan. Masyarakat lebih sering pesimis pada keterfibatan merska dalam
proses pemerintahan, sehingga sangat sulit untuk mempengaruhi kinerja pemenintah.
Sacara feori, pemerintah harusnya merangkul masyarakat. Pada kenyataannya,
pemerintah merasa yang paling benar dalam mengambil keputusan. Masalah tingkal
partisipasi yang rendah: kurangnya pro-

kepercayaan atau keyakinan yang rendah;

akiivitas: nilaiinorma publik yang rendah atau buruk menjadi fenomena yang
ditamukan pada sektor publik. Mengelola keragaman bukaniah hal yang mudah untuk

dilakukan, tetapi keanekaragaman harus dipromosikan secara akiif bersamaan
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dengan rasa memiliki komitmen,

rasa memiliki yang setara, Hal ini kurang ditemui di
Asia dan sedang diperukan untuk membangun nilai sosial di sektor publik.

Peran masyarakat sipil perlu direvitalisasi; kemitraan sektor publik dengan
masyarakat sipll adalah strategi penting bagi banyak negara, yang ingin memperkuat
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, Peru lebih banyak pengawasan oleh
masyarakat sipil. Peru lebih banyak ketedibatan warga negara, parisipas lebih aktif
untuk membawa masalah sosial ke dalam agenda publik, melalui kesadaran publik,

Hasll penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Noordegraaf dan Vermeulen
(2010) yang menyatakan bahwa, organisasi publik diharapkan mampu menyelesaikan
atau mengurangi masalah-masalah yang terjadi di masyarakal, baik dan segi
kemiskinan, infrastrukiur maupun budaya yang terbentuk di masyarakst yang
manyimpang dar aturan yang ada. Selama beberapa dekade terakhir, sebagian beesar
organisasi pemerintah telah ditata ulang untuk meningkatkan budaya social, yang
mengarah pada ketedibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Pemerintah
seharusnya tidak mengabaikan budaya yang tercipta di masyarakat, sehingga budaya
tersebut dapst mempengaruhi kinerja pemerintah. Budaya dapst (harus) diubah,
namun pertanyaan yang muncul yaitu, apakah budaya dapat diubah dengan mudah
dan cepat atau suiit dan lambat? Terutama fokus perubahan jangka pende afau
perubahan jangka panjang.

De Valle (2001) juga mengungkapkan, pada dasarmya, di nagara demokrasi

kepentingan masyarakat di atas segalanya. Mamun, meraka fidak pemah rmeenikiki

akses untuk mengeluh dan bahkan menclak anggaran, sehingga masyarakat tidal

dapat mempengaruhi kinefa pemerintan. Pratiwi (2015) dalam penefiiannya juga
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menemukan, bah
Wa dalam proses penyusunan APED, disediakan ruang publik untuk

berpariisipasi dalam menyusun program dan proyek melalui penyaringan aspirasi
masyarakat. Namun usulan masyarakst tersebut kalah berlarung dengan agenda
institusi (Pemda dan DPRD) yang penuh muatan politik. Seharusnya, usulan
masyarakat dirumuskan sebagai pijakan dalam menstapkan kebijskan umum
anggaran, tetapi yang muncul dalam format APBD adalah belanja pengadaan mobil
dinas pejabat dan anggeta DPRD.

Penelitian ini menolak penefiien Safim, 2017; Berman, 2013; Rafie, 2012,
Upping 2011; Gomes el al. 2010; Ralston et al. 2008 yang menemukan bahwa budaya
sosial memiliki pengaruh terhadap kinera pemerintah. Hal ini memungkinkan unfuk
terjadi, karena setiap negara memiliki budaya sosial yang terbentuk dari ligkungannya
masing-masing.

Hasil penelitian ini mendukung tecn kontingensi, yang mengklaim bahwa tidak
ada jawaban terbaik yang berlaku lerhadap semua masalah yang muncul, Teon
kontingensi menyatakan, tidak ada rancangan dan penggunaan sistam pengendalian
manajemen yang dapat diterapkan secara efekiif untuk semua kondisl organisasi.
Namun, sebuah sistem pengendalian tentunya hanya efekli T SRua G
organisasi/perusahaanipemenintahaan tentunya. Sistem akuntansi yang fepat

tergantung pada keadaan khusus di mana organisasi tersebut berada.

Cara mengolah suatl organisasi setiap daersh atau negara memiliki
perbedaan yang akan mengakibatkan hasil yang berbeda di setiap negara. Di

indonesia. budaya sosial yang {erbentuk dar nilai masyarakal belum mampu

: ; ai posisi
mempengaruhi kinerja pemerintah, karena masyarakat belum MampLTYE POSSIYENG
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kust dalam mekanisme anggaran, Mekanisme anggaran ditentukan oleh legislatif dan
birokrasi, sehingga peran masyarakat hanya sebagian kecll walaupun telah diatur
dalam aturan pemerintah bahwa masyarakat dapat terlibat pada proses anggaran
melalui musrenbang, public hearing dan pengawasan. Secara konseptual situasi ini
sudah benar bahwa aspirasi masyarakat akan terwakili cleh anggota legisiatif, Namun
dalam perjalanannya wakil rakyst memiliki dua aspek kepentingan yaitu kepentingan
partai dan kepentingan masyarakat. Tekanan kepentingan partai serng
mengakibatkan kepentingan masyarakat terabalkan

Implikasi hasil penelitian inl terhadap kinerja pemerintah daerah, di mana
ditemukan tidak signifikannya hubungan budaya sosial terhadap kinerjs permerintah
daerah, merupakan suatu hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, Perlunya
keteribatan masyarakat yang lebih luas dalam proses anggaran, yang fidak hanya
sehatas memenuhi sturan yang ada, namun aspirasi masyarakat dapat didengarkan
dan dituangkan dalam perumusan anggaran. Dengan dibentuknya sistem keterlibatan
masyarakat yang lebih luas, akan membentuk nilai-nilai pada masyarakat, yang akan

menjadi suatu budaya sosial yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

6.2 Pengaruh budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah

Merujuk pada data hasil penelitian Ini, variabel budaya politik berpengaruh
emerintah dearah. Pengaruh signifikan ditunjukkan
oleh nilai p-value sebesar 0,048 < 0,05 {cuf of value), sehingga hipotesis 2 (Budaya
ggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap

nesia) diterima, Maknanya adalah, jika budaya

positif signifikan terhadap kinerja p

politik pada proses pengan

kinerja pemerintah daerah di Indo
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itik yan i-nilai
politix yang terbentuk dar nilai-nitaj Yang ada pada anggola legislatifOPRD datam
Proses penyusunan anggaran meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga
meningkal. Bea i
g egitupun sebaliknya, jika budaya politik dalam proses pemyusunan

anggaran menurun, maka kinerja pemerintah daerah menurun.

Budaya politik merupakan suatu nilai-nilal yang terbentuk pada anggota DPRD
tentang perencanaan dan penganggaran. Nilai adalah ide kalektif tentang apa yang
benar atau saiah, baik stau bunuk, dan dinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya
tertentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada anggota DPRD datam proses anggaran
sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mengharuskan
Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tdak diskiminatif mengenai Penyelenggaraan
Negara,

Nilai tersebut termasuk pengertian, bahwa perencanaan dan penganggaran
seyogyanya sebuah proses yang menyebarluaskan langkah—langkah yang telah
dilakukan polfitisi (DPRD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Proses yang
dilakukan yaitu 1) Indikator Penjanngan, hal ini dapat dimaknakan bahwa DPRD yang
merupakan wadah, di mana para wakil rakyat berbicara atas nama dan demi kebalkan
rakyat, oleh karena itu masyarakal mengharapkan anggota Dewan mampu
rakyat. Komunikasi langsung antara masyarakal dan DPRD

merasakan kepentingan

yang dilakukan pada masa rases dalam bentuk dialog-dialog, kunjungan lapangan

atau mengumpulkan pendapat umum, diharapakan dapat berjalan efektf. Kegiatan ini

merupakan kewsjiban yand harus dilakukan anggota DPRD, sebagal bertuk

pertanggung-jawaban moral dan politik terhadap konstiuennya dalam rangka
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politik yang terbentuk dari nilai-nilal yang ada pada anggota legistatifDPRD dalam

proses penyusunan anggaran meningkal, maka kinerja pemerintah daerah juga
meningkat. Begitupun sebaliknya, jika budaya politik dalam proses penyusunan
anggaran menurun, maka kinerja pemerintah dasrah menurun.

Budaya politik merupakan suatu nilai-nilal yang terbentuk pada anggota DPRD
tentang perencanaan dan penganggaran. Milai adalah ide kolaktif tentang apa yang
benar atau salah, baik atau buruk, dan diinginkan atau tidak diinginkan dalam budaya
tertentu (Willlams, 1970). Milai yang ada pada anggota DPRD dalam proses anggasan
sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mengharuskan
Penyelenggara Negara membuka dirl terhadap hak masyarakat untuk mempearoleh
informasi yang benar, jujur, dan fidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan
Megara.

Nilai tersebut termasuk pengerlian, bahwa perencanasn dan penganggaran
seyogyanya sebuah proses yang menyebaruaskan langkah—langkah yang telah
dilakukan politisi (DPRD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Proses yang
dilakukan yaitu 1) Indikator Penjaringan, hal ini dapat dimaknakan bahwa DPRD yang
merupakan wadah, di mana para wakil rakyat berbicara atas nama dan deami kebaikan
rakyat, cleh karena iu masyarakat mengharapkan anggota Dewan mampu
merasakan kepentingan rakyat. Kamunikasi langsung antara masyarakat dan DFRD
yang dilakukan pada masa reses dalam bentuk dialog-dialog, kunjungan lapangan
atau mengumpulkan pendapat umum, diharapakan dapat berjalan efektf, Kegiatan ini
merupakan kewsajiban yang harus dilakukan anggota DPRD, sebagai beniuk

pertanggung-jawaban moral dan politik terhadap konstiuenmya dalam rangka




DPRD, telah sesual dengan aturan dan sasaran. 3) Indlkator persetujuan, hal ini

menunjukkan, bahwa perseutujuan APED oleh DPRD dan pemerintah daerah telah
sesuai dengan aturan yang beraku, di mana persetujuan APBD paling lambat satu
bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Dan bila sast tahun anggaran
beralan telah berakhir dan belum menyeiujui, maka akan dikenakan sanksi
administratif, 4) Indikator pengawasan, hal inl menunjukkan responden setuju bahwa
anggota DPFRD memiliki pengetahuan anggaran sebagai dasar dalam pengawasan
dan DPRD telah menjalankan fungsinya dalam pengawasan.

Proses ini menjadi indikator dalam mefihat nilai yang benar atau salah, Nial
yang benar ketika proses ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada,
begitupun sebaliknya. Nilai inilah yang membentuk perilaku anggata DPRD, sehingga
menjadi suatu budaya politi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki political
background seperti individu yang ada di dalamnya. Karaktenstix itama dari political
background adalah terkait dengan nilal. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan
sebagai pedoman hidup individu. Dengan kata lain, political background merupakan
pedoman bagl anggola Dewan Parwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan
fungsinya.

Budaya politik yang terbentuk pada anggota DPRD, sesual dengan tugasnya
yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah. Pasal 282 dan pasal 343 UU
No.27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakian Rakyst

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah menyatakan,




bahwa DPRD provinsikebupaten/kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan

pengawasan, Ketiga fungsi tersebut dijalankan datam kerangka representasi rakyat di
provinsikabupaten/kota. Selanjutnya, pasal 293 dan 344 menyatakan, fugas dan
wewenang DPRD provinsikabupaten/kota, yang peru dipahami lebih jauh dalam
konteks pengelolaan keuangan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD menunst pasal 253 dan 344 UL MNe 27/2009
tersebut adalah: 1) membentuk peraturan deerah provinsi bersama
gubermnuribupati'walikota; 2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan
peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang
digjukan oleh gubemnurbupatifwali kota; 3) melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan perasturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsikabupaten/kota,

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD, memiliki
beberapa implikasi penting, yakni: 1) DPRD harusiah memiliki kecakapan atau
kemampuan secara kelembagaan unfuk “mengimbang” Pemerintah Daerah.
Kecakapan ini dapat diperoleh melalui pembekalan dan pendampingan cleh tenaga
ahli dan kelompok pakarfiim ahll. 2) Ketersediaan datalstatistik yang lengkap pada
sefiap alat kelengkapan, terutama komisi-komisi. Artinya, setiap komisi memiliki
database tentang data penting yang berhubungan dengan Tupoksi SKPD mitra
keranya, Misalnya: database dan statistik untuk bidang pendidikan, harus
menyediakan data tentang jumiah guru, masa pensiun, jumlah murd setiap fingkatan
pendidikan, jenis kelamin guru dan murid, penyebaran sekolah, prestasi murid dan
sekalah, kompetensi gury, kebutuhan guru (jumlah, bidang pelajaran, kompetensi,




dil.}, dan kondisi sekolah dan perengkapannya. 3) Kelengkapan peraiuran kepala

daerah (Gubernurbupatitwali kota) yang merupakan pedoman pelaksanaan atau
petunjuk teknis yang dipatuhi cleh semua SKPD. Dalam hal Ini, seluruh peraturan
kepala daerah semestinya disampaikan kepada DFRD, tanpa ferkecuali, karena
peraturan kepala daerah adalah dasar dilaksanakannya Perda oleh SKPD. DPRD
diharapkan dapal menjalankan tugasnya dalam proses penganggaran, mulai dan
pembahasan hingga mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari prakiik KKM.

Hasil data deskriptiif menemukan, bahwa anggota DPRD telah memahami
fungsi yang harus mereka jalankan, khususnya terkait fungsi anggaran dan
pengawasan. Namun fungsi belum berjalan secara oplimal. Dari hasil pengamatan
dan wawancara pada beberapa pihak, tergambar bahwa hubungan yang kurang
harmaonis terkadang tampak antara DPRD dan pemerintah daerah. Hubungan DPRD
dan pemerintah daerah, pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada perafuran-
peraturan perundangan semata, akan tetapi juga mengacu pada nilal dan budaya
yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehingga dapat dijalin hubungan yang
harmonis, saling  menghanga, menghormati  dan  transparan  tanpa harus
mengorbankan sikap kritis dan sensilf dari DPRD. Namun beberapa kasus yang
terjadi dalam hal penyusunan APBD, yang terkesan mengedepankan kepentingan
pribadi atau kelompok, harus dihindarkan.

Hasil penelitian di lapangan juga terihat, bahwa kinera yang diunjukan oleh
lembaga perwakilan rakyat daerah masih berada pada posisi rendah. Tahap

penganggarﬂn safmgkaﬁ lﬂnk. ulur karena mim?ﬂ transaksi pﬂl.l'[lk_ .ﬁ.hlbﬂt’l'l!.l'a,




pengel \ anggaran yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat, cenderung

dilaksanakan secara "asal-asalan® oleh pemerintah daerah. Selain i, lembaga
perwakilan rakyat daerah yang dianggap sebagai penengah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, malah terlibat korupsi, kolusl, dan nepotisme. Hal
ini didukung oleh data KP¥, bahwa sepanjang tahun 2018, terdapal 88 anggota DPRD
yang menjadi tersangka. Harryanto (2017) juga menyebutkan, bahwa legislatif biza
menimbulkan perilaku tidak terduga seperli moral hazard atau korupsi.

Banyaknya fakta yang menunjukan apa yang terjadi di ingkungan DPRD saat
ini, mengindikasikan bahwa budaya politik pada anggota DPRD masih rendah. Salah
gatu penyebab utamanya adalah, banyak kelompok dalam DPRD sendid belum
mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Jika Dewan
Perwakilan Rakyst Daerah tidak dapat menjadikan dirnya sebagal lembaga yang
bareih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung lidak efektif dan
sekadar menjedi kepentingan alat palifik. Masih banyaknya kasus penyalahgunaan
anggaran yang terjadi di indonesia menunjukkan, jika anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tidak melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokrabs.
Dengan maraknya kasus korupsi di kalangan Dewan Perwakian Rakyat Daerah
membuat kepercayaan masyarakat berkurang.

Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekulf, selain
menguasai APBD juga dilengkapi perangkal yang cukup memadai, baik berupa biro
(di provinsi), dinas-dinas daerah (di Kota/kabupsten) maupun lembaga teknis yang

kesamuanya merupakan  unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat

administratif dan natin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memifiki skill
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dan wawasan yang memadai di bidangnya masing-masing, Persoalan muncul ketika
DPRD sebagai lembaga politik, menghadapi para birokrat daerah, karena masih ada
anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai.
Selain itu, seringkali kurang didukung data atau informasi yang akurat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian penelitian Kalzman, 2015; Upping,
2011; Zakara, 2011 yang mengungkapkan, bahwa budaya politik mempengaruhi
kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menolak penelitian Alba (2017),
Djauhari {2015) La Porta Rafael, Silanes, Shieifer, Vishny (2009) menunjukkan kinera
pemerintah dipengaruhi oleh berapa hal, salah salunya politk. Pada Negara maju,
politik akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah, namun pada Negara
miskin/berkembang, politik tidak mempengaruhi kinerja pemerintah.

Hasil peneitian inl mendukung teor kontingensi yang mengklaim, bahwa tidak
ada cara yang sama dalam mengolah sebuah organisasi, semua tergantung pada
fakior konfingensi. Luder mengungkapkan, dalam sektor publik, satah satu faktor
kontingensi yaitu budaya politik. Peranan anggota DPRD dalam proses penyusunan
anggaran menjadi suatu nilai yang terbentuk, sehingga melahirkan budaya politik.

Hasil penelitian ini bermplikasi perlunya hubungan anggota legisiatifDPRD
dan pemerintah daerah beqalan lebih kondusif, tidak melibatkan kepentingan
individu/golongan dalam penyusunan anggaran, namun lebih mengutamakan pada
kepentingan masyarakat. Anggata DPRD harus lebih memperkust fungsinya, agar
dapat mengimbangl gerak [angksh kepala daerah dan unsur pelaksananya, leruiama
untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola kemitraan.

Dari hal ini, diharapkan akan terjalin komunikasi politik yang bukan hanya tergantung
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pada isu maupun insting politik, tetapi juge terbangun komunikasi yang
mengedepankan pendekatan berbasis data. Budaya poliik yang positif akan
meningkalkan kinerja pemerintah daerah

6.3 Pengaruh budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah

Merujuk pada data hasii penelian inl, variabel budaya administratsi
berpengaruh positil skgnifikan terhadap kinera pemerintah daerah. Pengaruh
signifikan ditunjukkan cleh nilai p-vaiue sebesar 0,000 < 0,05 (cul of value) artinya
kontribusi variabel budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki
pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 3 (Budaya adminisirslif pada proses
penganggaran publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja permerintah
daerah di Indonesia) diterima. Maknanya adalah, jika budaya administratif yang
terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada pejabat publk dalam proses penyusunan
anggaran meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga meningkal

Budaya adminisitratif adalah nilai-nilai yang melekat pada aparatur negara
tentang perencanaan dan panganggaran publik. Milai adslah ide kolektif tentang apa
yang benar atau salah baik atau buruk, dan dilnginkan atau tidak diinginkan dalam
budaya terentu (Williams, 1970). Nilai yang ada pada birokrasl (pemerintah) dalam
proses anggaran sesuai dengan prinsip keterbuksan dalam negara demokrasi yang
mengharuskan Penyslenggara Negara membuka dif terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan fidak diskriminatif mengenal

Penyelenggaraan Negara.
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Nilai tersebut termasuk pengertian, bahwa perencanaan dan penganggaran
seyogyanya sebush proses yang menyebarluaskan langkah-langkah yang telah
dilakukan politisi (DPRD) dalam menyusun dan menetapkan anggaran. Proses yang
dilakukan yaitu 1) Perencanaan, hal ini dapat dimaknail bahwa proses perencanaan
APBD dimana pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun
anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD, dianggap telah
dijalankan cleh pemerintah. 2) Penyusunan APBED, hal ini menunjukkan bahwa dalam
proses penyusunan AFPBD oleh pemerintah yang didasarkan pada perencanaan yang
sudah ditetapkan terebih dahulu mengenal program dan kegiatan yang dilaksanakan,
dan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender
anggaran, dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Penetapan APBD, hal
ini menunjukkan, bahwa penetapan APBD telah dilakukan sesuai dengan aturan. 4)
Indikator pertanggungjawaban, hal ini menunjukkan bahwa pedanggungjawaban
yang dilakukan oleh setiap SKPD dilakukan dalam bentuk penyajian laporan
keuangan dan laporan kinerja.

Berdasarkan proses-proses di atas, maka akan terbangun nilal di dalam
aparatur MNegara, bahwa proses anggaran yang baik dan benar adalah kelika proses
tersebut dilaksanakan sesuai dengen aturan yang bedaku. Nilai indlah yang

membentuk perilaku aparatur negara dalam proses anggaran dan akan menjad sustu

budaya adminisratif,

Budaya merupakan salah satu dasar uniuk memecahkan dan mempalajar

suaty masalah dalam organisasi Suaty organiasal seperti birokrasi pemerintahan,

didirikan sebagai wadah uniuk mencapal suatu tujuan untuk kepentingan rakyat.
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. Birokrasi pemerintah harus mampu mengelola rangkaian kegiatan yang mengarah

pada pencapaian fujuan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan oleh

manusia atau aparatur negara yang bertindak sebagal akior stau pelaku dalam
birokrasi pemerintahan, maka kinerja organisasi tergantung pada perilaku manusia
yang terdapat dalam organisasi tersebut, Budaya administratif merupakan nilai-nilal
yang menjadi pedoman aparastur negara dalam menjalankan tugasnya untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kinerja merupakan konsep yang relafif dan memilikl hubungan yang kuat
dengan budaya. Pegawai pemerintah dipandang memiliki kinerja yang baik, apabila
mereka bekera sesual aturan yang ada, dalam suatu sistem yang menjadikan

kepatuhan terhadap aturan sebagai tujuan utama.

Analisis terhadep kinerja administratif menjadi sangat penting. Informasi

mengenai kinerja pemerintah daerah dan faktor-fakior yang ikut berpengaruh

terhadap kinerja pemerintah daerah, hendaknya dapat dilihat sebagai suatu keglatan
svaluasi untuk menial keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki lugas pokok dan fungsi koordinasi dan
memberikan pelayanan adminisirasi, memeriukan informasl mengenal  kinera
admnistratif dari aparatur yang ada, sehingga dapat dilakukan penizian seberapa
jauh pelayanan yang dibenkan pleh organisasi dapat memenuhi harapan dan
memuaskan masyarakat, Budaya administratif yang terbentuk akan berpengaruh

terhadap perlaku aparatur pemerintah dalam medaksanakan tugas dan fungsinya

sesyual dengan visi, misi dan tujuan organisasi.




Birckrasi pamerintah harus mampu mengelola rangkalan kegiatan yang mengarah
pada pencapaian ujuan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan cleh
manusia atau aparatur negara yang bertindak sebagal akior atau pelaku dalam
birckrasi pemerintahan, maka kinerja organisasi tergantung pada perilaku manusia
yang terdapat dalam organisasi tersebut. Budaya administratif merupakan nilai-nilai
yang menjadi pedoman aparatur negara dalam menjalankan tugasnya untuk
meningkatkan kinera pemerintah daerah.

Kinerja merupakan konsep yang relalif dan memiliki hubungan yang kuat
dengan budaya. Pegawai pemerintah dipandang memiliki kinerja yang baik, apabila
mereka bekera sesuai aturan yang ada, dalam suatu sistem yang menjadikan
kepatuhan terhadap aturan sebagai ujuan utama.

Analisis terhadap kinera administratif menjadi sangat penting. Informasi
mengenai kinerja pemerintah daerah dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah daeran, hendaknya dapat dilihat sebagai suatu keglatan
avaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah,

Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungs koordinasi dan
memberikan pelayanan administrasi, memerlukan informasl mengenal kinera
admnistratif dari aparatur yang ada, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa
jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapal memenuhi harapan dan
memuaskan masyarakat, Budaya administratif yang terbentuk akan berpengaruh

terhadap perilaku aparatur pamerintah datam metaksanakan tugas dan fungsinya

sesual dengan visi, misi dan tujuan organisasi.




Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 fentang pemerintah
daerah memberikan kewenangan bagi daerah dalam mengelola kevangannya, yang
dituangkan dalam APBD. Pengelolaan APBD yang baik, harus berjalan secara
ekonomis, efektif, dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, Sebagai penjabaran
atau pelaksanaan prinsip otonomi tersebut, maka dibentuklah UU No 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah yang merupakan tonggak dan tolak ukur dalam setiap
daerah dalam menjalakan roda pemerintahan di daerah. Ada beberapa yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah datam undang-undang ini, di antaranya adalah
kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, budaya administratif yang
ditunjukkan dari perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas mereka terkait
penyusunan anggaran sesuai aturan yang ada, masih menemui banyak kandala.
Salah satunya, APBD yang disusun masih sering mengalami keterlambatan. Kendala
yang dihadapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memaksimalkan
perannya pada proses perencanaan, fidak lepas dan Darkagil. [Snior Y
Penantuan jadwal pembahasan kurang baik,

menghambat penerapannya, yaiu )

karena adanya kesibukan pihak aksakutif dan legisiatif.2) Kurangnya komunikasi dan

kpordinasl antara TAPD dan Pihak legislati DPRD sehingga berdampak pada
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tanapan pembahasan yang terburu-buru. keterambatan penyusunan RAFPED

sehingga terlambat diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD, Keterambatan ini bisa
disebabkan karena masaiah teknis manajerial, rendahnya kompetensi birokrasi, atau
tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang dibuat cleh pemerintah pusat sebagai
pedoman,

Laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah dagrah berupa LAKIP dan Laporan
keuangan, juga masih menghadapi kendala. Sebagian besar kelemahan proses
penyusunan LAKIP, adalah minimnya informasi analisis capalan kinerja, bailk
pengungkapan mengenal hambatan dan kendale, serta analisis lainnya. Konseps
akuntabilitas menuntut sefiap kegiatan yang dilaksanakan cleh aparatur pemerintah
tidak sekadar berorientasi output, melainkan berorientasi outcome, Hal inl menuntut
manajemen instansi pemerintah berpikir tidak sekadar menyusun LAKIP, melainkan
fokus pada pemikiran yang mengarah bagaimana LAKIP bisa memberikan masukan
perbaikan untuk manajemen kinerja penode berikutnya. Kondisi inilzh yang juga
merupakan salah satu unsur yang menyebabkan skor hasil penilaian evaluas LAKIP
menjadi rendah, karena LARIP tidak dimanfaatkan oleh manajemen untuk perbaikan
manajemen kinerja.

Masih banyakya kendala-kendala yang dihadapi oleh aparatur nagara datam

pengelolaan MNegard, akan mempengaruhl kinera pemernntah daerah. Pemerintah

daerah seharusnya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam

bagai
menyelenggarakan pamerintahan di daerah. Aparat yang bertugas sebagal ujung

tambak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya bisa bekera

dengan maksimal agar menghasilkan kinerja yang bxaik.




Dipandang dari teor; kentingensi, bahwa tata kelola pemerintahan berperan

penting dalam menciptakan hubungan yamng sehat antara manajer, pemegang saham,
dewan direksi dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap budaya di dunia memiliki
perbedaan dalam menjalankan organisasi dan memecahkan masalah mereka,
berinteraksi satu sama lain dan menjalankan bisnis mereka. Kualitas pemerintahan
sangat bergantung pada efektivitas interaksi dan negosiasi di antara pihak terkait
Luders contingency model mengatakan, dalam organisasi pemerintah dipengaruhi
oleh 3 hal, di antaranya yaitu budaya administratif yang akan mempengaruhi kinerja.
Dalam temuan penelitian ini, juga menemukan hal yang sama, bahwa budaya
administratif akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Hasil ini mendukung penelitian Upping (2011) yang membahas
pengembangan model teoretis untuk menyelidiki perubahan yang terjadi di sekior
publik di negara berkembang dengan menggunakan [uders confingency modal.
Hasilnya menemukan, dukungan pada luders coniingency madel diterapkan dalam
melihat kinerja pamerintah. Hasil pneditian ini juga mendukung penelitian Ahn (2011)
yang menyatakan, bahwa budaya administratif akan mempengaruhi kinerja
pemerintah

Hasil pensiitian ini berimpikasi, perlunya kepala daerah berupaya mendorong
orientasi pada hasi dan mutu serta budaya administratif yang lebih kondusif lags,

terutama melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan dalam menyusun AFPBD demi

kesejahteraan rakyat. Arinya, dengan terciptanya komunikasi yang efeklif, balk dari

atasan ke pada bawahan {kanunikaai ke bawah) melalui (1) pemberian petunjuk, (2)

semberian keterangan umum; (3) pemberian pennian (A pemn: o TR (03
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pemberian pujian; maupun dari bawahan kepada atasan (komunikasi ke atas) melalui
: (1) penyampaian laporan; (2) penyampaian pendapat; (3) penyampaian keluhan dan
(4) penyampaian saran-saran yang dilakukan, baik secara formal maupun informal,
maka diharapkan akan tercipta suasana yang lebih transparan, akuntabel dan
responsil, sehingga melahirkan semangat kerja yang tinggi, yang dapal mendorong

peningkatan kinerja aparatur pemerintah itu sendiri.

6.4 Pengaruh moderasi teknologi informasi antara budaya sosial terhadap

kinerja pemerintah daarah

Merujuk pada data hasd penelitian ini, varabel teknologi informasi mampu
memoderasi pengaruh budaya sosial terhadap kinerja pemenntah daerah. Pengaruh
signifikan ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,001 < 0,05 {cut of value), arfinya
kontribusi variabel teknologl informasi dalam memoderasi budaya sosial terhadap
kinarja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 4
(Teknologi informasi mampu memaoderasi hubungan budaya sosial pada proses
penganggaran publik terhadap kinera pemernniah daerah di Indonesia) ditenima.
Maknanya adalah, jika teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan
berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya sosial terhadap
kinerja pemerintah daerah.

Teknabogi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi
program kemputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini
diukur cleh 3 indikator: 1) Kualitas Sistem, hal ini dapat dimaknai bahwa data dan

informasi yang tersedia pada g-planning dan e-budgefing merupakan data yang
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5 lengkap dan terkini, 2) Kualitas Informasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses
penyusunan APBD cleh pamerintah yang didasarkan pada perencanaan yang sudah
ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilsksanakan dan
selanjulnya dokumen tersebut yang diserahkan kepada DPRD sesual dengan
kalender anggaran dianggap telah sesual dengan aturan yang ada. 3) Kuafitas
Layanan, hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberkan aleh e-planning dan e-
budgeling mampu dirasakan oleh responden.

Perkembangan zaman saat ini mencipiakan sebush masyarakat yang modern
dimana antara masyarakat dan leknologi menjadi satu kesatuan. Penyediaan
teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakal menjadikan masyarakal lebih
mampu meiakukan pengawasan pada program-program yang dimunculkan pada
anggaran. Inovasi teknologi yang diterapkan diharapken mampu berdampak pada
perubahan perilaku masyarakal dalam proses anggaran. Masyarakat akan melakukan
penyesuaian dengan hadimya teknologl tersebut. Penyesuaian yang dilakukan
masyarakat akan membentuk suatu perlaku hingga menjadi budaya sosial yang
mampu berinteraksi dengan teknalogi dan akan berdampak pada kinerja pamerintah
daerah,

Dalam mengimplemeniasikan sistem e-planning dan e-budgeting, dimulai dari
rembuk warga untuk mengumpuikan aspiras] yang direkam dan dimasukkan ke dalam
sistem. Selanjutnya hasil rembuk warga tersebut dibawa ke Musrenbang Kecamatan

dan hasiinya kembal diinput. Keseluruhan aspirasi warga dipaparkan di Musrenbang,

dipilih mana yang menjadi prioritas. Aspirasi tersebul dapat diakses melalul a-

musrenbang.
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Interaksi masyarakat dengan teknologi yang disediakan oleh pemerintah menjadi

e E L] P R,

interaksi yang sangat baik dalam melakukan pengawasan terhadap usulan-usulan
yang telah diajukan dalam musrenbang. Pemantaatan e-govemment menjadi harapan
masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabitas publik, sehingga
meningkatkan kinerja pemerintah.

Fenerapan e-govememen telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dan
mampu diakses oleh masyarakal Marmun, beberapa kendala juga masih dilemukan

dikarenakan pemanfaatan teknologi yang masih belum merata di seluruh Indonesia.

Selain ifu, e-government yang diterapkan masih dalam proses pengembangan
sehingga masyarakat belum dapat secara utuh memperoleh informasi.

Terlepas dari manfaat teknologi, penerapannya di sektor publik dapat menjadi
tantangan (Faik et al., 2017). Secara umum, sifat budaya dan struktur di sektor publik
dapat menjadi hambatan untuk inovasi digital (Heeks & Stanforth, 2007; Irani et al.,
2007; Weerakkody et al,, 2011).

Masyarakal Indonesia memiiki budayanya sendiri dalam keteribatannya pada
prosas anggaran publik. Keterfibatan masyarakat pada proses perencanaan dan
anggaran belum mampu mempengaruhi kinerfa pemerintah. Dengan hadirnya
teknologi ini, masyarakat diber ruang untuk mampu mengikuli proges tersebut dengan
memanfaatkan teknalogi yang telah disediakan.

Interaksi masyarakat dengan teknologi mendapat dukungan dan permanintah.

Dukungan ftersebut dapat berupa adanya sosialisasi dari pemeriniah dalam

pemantaatan teknologi tersebut sehingga masyarakat mampu meningkatkan sl

dalam pemanfasten teknologi tersebut sehingga memberi kontribusi pada
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pengawasan kinerja pemerintah daerah, Anggeta LSM dan akademisi menjadi
perwakilan masyarakat yang biasanya mengkases sistem ini.

Hasil ini mendukung teori Technology Organization Environment Theory
(TOE) yang mengungkapkan, bahwa dalam mengadopsi sebuah teknologi
dipengaruhi konteks teknologi, organisasi dan lingkungan, Konteks teknologi
mencakup teknologi internal dan eksternal yang relevan dengan perusahaan.
Penggunaan e-govemment terkhusus e-planning dan e-budgefing felah relevan
digunakan dalam membantu perencanaan dan pengolahan sebuah anggaran di
sektor publik, Konteks lingkungan mencakup isu-isu sosial budaya dan aturan
pemerintah. Tekanan masyarakat dalam membentuk transparans| dan akuntabilitas
publik, menjadi salah satu faktor penyebab pemerintah terdorong unluk mengadopsi
suaty inovasi dengan mengembangkan e-govemmant Penggunaan e-govamment
terkhusus e-planning dan e-budgeting dapat membantu masyarakal dalam
mengawasi kinerja pemerintah, walaupun pemanfaatan teknologi saat ini belum
secara utuh dapat dirasakan.

Kesuksesan penggunaan e-govemment juga mendukung Mode! Kesuksesan
sistem informasi teknologl Delone & Mcleane, di mana model ini membahas mengenai
kesuksesan penggunaan sistem baik yang diterapkan pada organisasi. Salah satu
kajlan model ini, di antaranya membahas tentang bagaimana suatu teknologi
kinerja Individu yang akan berdampak pada kinena

informasi  mempengaruhi

organisasi. Implikasi mode! kesuksesan sistem informasi teknologl Delone & Mcleane

i, it indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kesuksesan sistem

iformasi uk dapat digunakan dalam pengukuran penggunasn E-goverTiment.
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pengawasan kinera pemerintah daerah. Anggota LSM dan akademisi menjadi
perwakilan masyarakat yang biasanya mengkases sistem ini.

Hasil ini mendukung teor Technology Organization Environment Theory
(TOE) yang mengungkapkan, bahwa dalam mengadopsi sebush teknologi ;
dipangaruhi konteks teknologi, organisasi dan lingkungan. Konteks teknologi '
mencakup teknologi intemal dan ekstemal yang relevan dengan perusahaan,
Penggunaan e-govermment terkhusus e-planning dan e-budgefing telah relevan
digunakan dalam membantu perencanaan dan pengolahan sebuah anggaran di
sektor publik. Konteks lingkungan mencakup isu-isu sosial budaya dan aturan

pemerintah, Tekanan masyarakal dalam membentuk transparansi dan akuntabilitas

publik, menjadi salah satu faktor penyebab pemerintah terdorong unluk mengadopsi

suaty inovasi dengan mengembangkan e-govemment Penggunaan e-govemmant
terkhusus e-planning dan e-budgeting dapat membantu masyarakat dalam
mengawasi kinerja pemerintah, walaupun pemanfaatan teknologi saat ini belum
secara utuh dapat dirasakan.

Kesuksesan penggunaan e-government juga mendukung Model Kesuksesan
sistem informasi teknologl Delone & Mcleane, di mana moded ini membahas mengenai
kesuksesan penggunaan sistem baik yang diterapkan pada organisasi. Salah satu
kajian model ini, di antaranya membahas tentang bagaimana suaiu teknologi
informasi mempengaruhi kinerja individu yang skan berdampak pada kinena
organisasi. Implikas! model kesuksesan sistem informasi teknologi Delone & Mcleane
ini, yaitu indikstor-indikator yang digunakan dalam mengukur kesuksesan sistem

informasi. termasuk dapat digunakan datam pengukuran penggunaan e-gavermment.




Indikator-indikator ini digunakan untuk mefihat bagaiamana kualitas sistem, kualilas

teknologi dan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat dari pemanfaatan e-
govemment,

Penelitian ini juga mendukung konsep dar Luder's contingency model dimana
Luder et al menekankan hubungan diantara fakior-faklor yang ada dalam
pemerntahan yaitu masyarakat, politik dan birokasi mempengaruhi inovasi-inovasi
pemerintah. Dengan menggunakan model yang dilakukan ini yaitu teknologi informasi
yang diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah akan mendukung konsep
yang sama dengan Luder kentingency model yaitu pemerintah akan melakukan
inovasi-inovasi dengan adanya peran teknologi informasi dengan hubungan antara
variabel yang diteiiti akan menyebabkan selalu terjadi perubahan yang dinamis.
Inovasi inilah sehingga berkembang konseap @-budgeting, eplannng.

Hasil ini mendukung penelitisn Kardan (2011) menekankan bahwa e-
government dan demokrasi menyatu bersama. E-government sebagai sarana untuk
meningkatkan proses demaokrasi. E-government dapat membuat masyarakat menjadi
labih terlibat dalam proses pemerintahan, sehingga lebih banyak mendapatkan
informasi tentang hukum, peraturan, kebijaka, dan jasa. Inisiatif E-govemnment dapat
meningkatkan derajat dan kualitas partisipasi publik dalam pemerintahan. Dar evolusi
tambahan perspektif, e-government mempengaruhi partisipatif demokrasi dalam area
berikut: 1) Di mana ada dasar sejarah, politik atay budaya untuk memungkinkan
dan partisipatif yang difasilttasi pemerintah dan kegiatan

masyarakat sipil lebih aktf

konsultatif: 2) Teknologi memungkinkan minat yang muncul dalam parisipatif

demakrasi untuk membuahkan hasil dengan biaya kebih rendah.




Hasil penelitian ini menolak peneftian Ou, 2018: Livari 2005; Marble, 2003,

yang mengungkapkan, bahwa teknalogi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja
pemernntah. Kegagalan penggunaan teknologi dapat terjadi dikarenakan fakior
teknologi di negara tersebut dan fakior sumber daya manusia,

Hasil penelitian ini berimpikasi perlunya pamerintah memanfaatkan teknologi
informasi untuk mendorong ferciptanya fransparansi dan akuntabilitas pubiik,
sehingga budaya sosial yang terbentuk dalam masyarakat menjadi budaya yang
positif yang dapat meningkatkan keterfibatan dalam proses penganggaran, sehingga

mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

6.5 Moderasi teknologi informasi antara budaya politik terhadap kinerja
pemerintah daerah

Merujuk pada data hasil penelitian ini, vanabel teknologl informasi mampo
memoderasi pengaruh budaya politik terhadap kinerja pemerintah daarah. Pengaruh
signifikan ditunjukkan cleh nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05 (cut of value), Ardinya,
kontribusi variabel teknologi informasi dalam memodersa: budaya politik terhadap
kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 5
(Teknologl informasi mampu memoderasi hubungan budaya pelitk pada proses
publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima.

penganggaran

Maknanya adalah, jika teknologi informas! yang dikembangkan pada pemerintahan

berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya pelitikc terhadap

kinerja pemerintah daerah.
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Teknolegi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi
PRI NP 1L memiasiitasi proses penyusunan anggaran, Variabel ini
diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas Sistem, hal ini dapat dimaknai bahwa data dan
Informasi yang teredia pada e-panning dan e-budgefing merupakan data yang
lengkap dan terkini. 2) Kualitas Informasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses
penyusunan APED olsh pemerntah. didasarkan pada perencanaan yang sudah
ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan
selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender
anggaran dianggap telah sesual dengan aturan yang ada, 3) Kualitas Layanan, Hal
ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh e-planning dan e-budgeting
mampu dirasakan oleh responden.

E-Flanning dan e-Budgefing yang diterapkan oleh pemerintah merupakan hal
yang baik untuk sebuah proses transparansi. E-Planning dan E-Budgeting merupakan
sebuah sistem dengan menggunakan teknologi. Di mana yang tadinya penyusunan
sebuah program dan anggaran diakukan secara kenvensional, sekarang dilakukan
melalui sebuah teknologi informasi. Pemanfastan E-Government dalam bindang
penganggaran memudahkan pemerintah dan DFRD membahas APBED.
unjukkan bahwa DPRD telah memanfastkan teknologi
ran. Anggota DPRD mendaspat

Hasil penelitian men

informasi atau e-govemment dalam proses penganggs

akun masing-masing untuk mengakses sistem ini, walaupun beberapa daerah masih

belum bisa mengakses secara full dikarenakan kondis pada daerah tersebut. DPRD

dapat kees e-planning untuk memasukkan usulan-usulan pembangunan atau
apat menga
program yangd akan dilakukan. Dalam penerapannya, tidak lepas dari kendala-
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Hasil penelitian ini menglak penelitian Qu, 2018; Livari 2005; Marble,2003,
yang mengungkapkan, bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah. Kegagalan penggunaan teknologi dapat terjadi dikarenakan faktor
teknologi di negara tersebut dan faktor sumber daya manusia.

Hasil penelitian ini berimplikasi periunya pemerintah memanfaatkan teknologi
informasi untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik,
sehingga budaya sosial yang terbentuk dalam masyarakat menjadi budaya yang
positif yang dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses penganggaran, sehingga

mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

6.5 Moderasi teknologi informasi antara budaya politik terhadap kinerja
pemerintah daerah

Merujuk pada data hasil peneliian Ini, variabel teknologi informasi mampu
memoderasi pengaruh budaya politik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh
signifikan ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05 {(cut of value). Arinya,
kontribusi varabel teknologi informasi dalam memodersai budaya politik terhadap
kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga hipotesis 5
(Teknologi informasi mampu memoderasi hubungan budaya politik pada proses
penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia) diterima,
informasi yang dikembangkan pada pemerintahan

Maknanya adalah, jika teknologi

berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya politik terhadap

kinerja pemerintah daerah.
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Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi

program komputer untuk memfasiltasi proses penyusunan anggaran. Variabel ini
diukur cleh 3 indikator 1) Kualitas Sistemn, hal ini dapat dimaknai bahwa data dan
informasi yang teredia pada e-panning dan e-budgefing merupakan data yang
lengkap dan terkini. 2) Kualitas Informasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam proses
penyusunan APBD oleh pemerintah, didasarkan pada perencanaan yang sudah
ditetapkan terlebin dahulu mengenal program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan
selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender
anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Kualitas Layanan, Hal
ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh e-planning dan e-budgeting
mampu dirasakan oleh responden,

E-Planning dan e-Budgeling yang diterapkan oleh pemerintah marupakan hal
yang baik untuk sebuah proses transparansi. E-Planning dan E-Budgeting merupakan
sebuah sistem dengan menggunakan teknologi. Di mana yang tadinya penyusunan
sebuah program dan anggaran diakukan secara konvensional, sekarang dilakukan
melalui sebuah teknologi informasi. Pemanfaatan E-Govemment dalam bindang
penganggaran memudahkan pemerintah dan DPRD membahas APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD telah memanfaatkan teknologi

informasi atau e-govemment dalam proses penganggaran. Anggota DPRD mendapat

akun masing-masing untuk mengakses sistem ini, walaupun beberapa daerah masih

belum bisa mengakses secara full dikarenakan kondisi pada daerah tersebut. DPRD

dapat mengakses e-planning untuk memasukkan usulan-usulan pembangunan stau

program yang aken dilakukan. Daam penerapannya, fidak lepas dari kendala-
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kendala, dikaren -
*kan selama in menggunakan sistem manual sehingga ada

rbedaan. Di
pe | tahap awal Penggunaan teknologi ini, komunikasi intens antara

legislatif dan eksekutif dilakukan Secara intens, penentuan prioritas pokok pikiran
DPFRD sebagai wujud merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga nantinya ada
kelancaran dalam pembahasan yang lainnya,

Dari proses tersebut akan menambah nilai pada anggota DPRD dalam
keteribatannya pada proses anggaran. Milai tersebut akan menjadi perilaku yang
diharapkan mampu ditingkatkan oleh DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagal
perwakilan dar masyarakat. Perlaku tersebut nantinya akan menjadi budaya politik
yang melekat pada anggota DPRD. Oleh karena itu, interaksi anggota DPRD dengan
teknologi menjadi suatu budaya yang mampu meningkatkan kinerja pemenntah
daerah.

Penelitian ini mendukung Technology Ornganizalion Environment Theory
(TOE) yang menyatakan, bahwa ada figa konteks yang mempengaruhi pengadopsian
teknalogi, yaitu konteks teknologi, konteks organiasasi, dan konteks lingkungan.
Konteks teknologi, bagaimana teknologi itu mampu memberkan manfaat dalam
penerapannya. Dalam penerapan e-planning dan e-budgeting membantu anggota
perencanaan dari satuan kerja dan dapat melakukan
n angoaran DPRD. Anggota DPRD

DPRD melihat usulan dan

perubahan melalui tahapan pembahasa
diharapkan mampu memanfaatkan e-government yang telah dibuat.
Hasil penelitian ini didukung aleh Burrel 2011 yang menyatakan bahwa

penggunasn teknologi informasi dalam pemerintahan akan membentuk harapan

politisi tentang efek dari pemberian layanan yang lebih transparan dalam membentuk

L —————
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varnasi dalam ka '
rakter reformasi, Berkenaan dengan faktor-faktor penentu politik e-

ment, li .
govemnment, lingkungan politik yang menyeluruh dan kapasitas pemerintah sebagai

konteks birckrasi idents
rasi, telah diidentifikgsi sebagai faktor-fakior penting yang menentukan

kinerja e-govemnment (Stier, 2015; Ahn, 2011)

Hasil penelitian il berimplikasi perlunya anggota DPRD meningkatkan
kemampuan dalam pengimplementasian e-planning dan e-budgeling, agar dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Anggota DPRD
seharusnya mampu memahami penggunaan sistem ini. Pemanfaatan sistem ini
diharapkan mampu mengeliminasi program yang tidak sesuai dengan kepentingan

masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan politik saja.

6.6 Moderasi teknologi informasi antara budaya administatif terhadap kinerja

pemerintah daerah

Merujuk pada data hasil peneiitian ini, varabel teknologi informasi mampu
memoderasi pengaruh budaya adminisiratif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengaruh signifikan ditunjukkan cleh nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05 (cut of vaiue),
artinya kontribusi variabel teknologi informasi dalam memoderasi budaya administratif
terhadap kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga
hipotesiz 6 (Teknologi informasi mampu memoderasi hubungan budaya administratif
pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia)

diterima. Maknanya adalah, jika teknologl |
lan dengan haik, maka dapat menguatkan hubungan budaya

nformasi yang dikembangkan pada

pemerintahan berja

administratif terhadap kinera pemerintah daerah,
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'H'EFFEIE| d-alﬂm hEIHHtEF TEfGI'I"I'Ia:EI, Eﬁmﬂnaan dﬂ‘ﬂgﬂﬂ faktor-fakior pEHEI'IfLI p‘d‘i'lik &-

govemment, lingkungan politik yang menyeluruh dan kapasitas pemerintah sebagai
konteks birokrasi, telah diidentifikasi sebagai faklor-fakior penting yang menentukan
kinerja e-govemment {(Sbter, 2015; Ahn, 2011)

Hasil penelitian ini berimplikasi perlunya anggota DPRD meningkatkan
kemampuan dalam pengimplementasian e-planning dan e-budgeting, agar dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Anggota DPRD
seharusnya mampu memahami penggunaan sistem ini. Pemanfaatan sistem ini
diharapkan mampu mengeliminasi program yang tidak sesuai dengan kepentingan

masyarakal dan hanya mementingkan kepentingan politik saja.

6.6 Moderasi teknologl informasi antara budaya administatif terhadap kinerja

pemerintah daerah

Merujuk pada data hasil peneiitian Ini, variabel teknologi informasi mampu
memoderasi pengaruh budaya administratif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pengaruh signifikan ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05 (cut of value),
artinya kontribusi vanabel teknologi informasi dalam memoderasi budaya administratif
terhadap kinerja pemerintah daerah, memiliki pengaruh positif signifikan, sehingga
ig & (Teknologi Informas! mampu memoderasi hubungan budaya administratif

hipotas

pada proses penganggaran publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia)

diterima. Maknanya adalah, jika teknologl informasi yang dikembangkan pada

pemerintahan berjalan dengan baik, maka dapat menguatkan hubungan budaya

administratif terhadap kinera pemerintah daerah.
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Teknologi idefini
gi Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang merupakan aplikasi

program komputer untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran, Variabel ini

diukur oleh 3 indikator: 1) Kualitas sistem. hal jni dapat dimaknai bahwa data dan

informasi yang teredia pada &-panning dan e-budgeting, merupakan data yang

lengkap dan terkini. 2) Kualitas Informasi, hal Ini menunjukkan bahwa dalam proses

penyusunan APBD oleh pemerintah, didasarkan pada perencanaan yang sudah
ditetapkan terlebih dahulu juga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kalender
anggaran dianggap telah sesuai dengan aturan yang ada. 3) Kualitas Layanan, Hal
ini menunjukkan, bahwa layanan yang diberikan oleh e-planning dan e-budgeting
mampu dirasakan oleh responden,

sehubungan dengan e-government, digitalisasi melibatkan konversi proses
tradisional, birokrasi dan berbasis kertas ke platform digital (Janssen & Estevez,
2013). Dalam konteks ini, digitalisasi dianggap sebagai bentuk lanjutan dar inovasi e-
government yang merekayasa ulang proses fisik untuk mempromosikan efisiensi dan
efektivitas (Irani et al., 2008, Weerakkody et al., 2011). Digitalisasi dicatat untuk
membantu mempromosikan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan
(Falk et al, 2017). Ini juga menawarkan peluang bagi pemerintah untuk
publik dan keterlibatan dengan warga dan bisnis {Falk et

memodernisasi administrasi

al. 2017). Salah satu bentuk modernisasi sekior publik adalsh penyederhansan

proses melalui standarisasi kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi

waklu respons (Calvo & Campos, 2017). Pada saat yang Sama, -

sada penghematan biaya dalam adminisirasi publk (Falk et aL, 2037 Mengi
ap
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minfaah'ﬁra‘ diai - y
‘Oftalisasi menghadirkan peiuang bagi pemerintah untuk mengatasi

masalah birokrasi i o &

al., 2005; Grénlund & Horan, 2004- Venkatesh et al., 2010 Barat, 2004). Secara

mahal dan tidak efisien (Janowskj, 2015; Janssen & Estevez, 2013; Sun et al., 2015).

Penganggaran pemerintah  melibatkan perencanaan, pelaksanaan  dan
pengendalian pendapatan dan pengeluaran sekior publik, Penganggaran pemerintah
adalah kegiatan lintas-embaga yang melampaui hierarki vertikal dan horizontal
pemerintah. Namun, penganggaran pemerintah biasanya ditandal sebagai birokratis
dan tidak efisien, terutama di negara berkembang, di mana proses berbasis kerias
tradisional mendominasi dan oleh karena itu digitalisasi administrasi publik masih baru
lahir {Schuppan, 2008). Digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk
memigrasikan aktivitas fisik dan dokumen dari offline ke online untuk memungkinkan
interaksi elektronik (Bharadwaj et al., 2013; Fichman et al., 2014).

Digtalisasi melibatkan penggunaan infrastruktur jaringan berbasis komputer,
terutama Internet (Bharadwaj et al., 2013), untuk melakukan migrasi akiivitas fisik dan
konten ke platform digital untuk interaksi onfine (Fichman et al., 2014). Sejumiah
manfaat organisasi untuk digitalisasi telah dibahas dalam literatur sistem informasi
Wenzel et al., 2015). Perlu dicatat bahwa digitalisasi dapat

(Bharadwaj et al., 2013;

membuat proses lebih dapat disesuaikan dan ditempa untuk konteks penggunaan,

sahingga membuatnya lebih fleksibel dan responsif (Fichman et al., 2014). Juga,

digitalisasi mampromosikan kolaborasi intra dan antar organisasi bahkan di mana

p elaku berada dari jarak jauh (Islam st al., 2016). Sehubungan dengan dokumen,
arap
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digitalisasi menawarkan Peluang untuk penyimpanan besar, penyalinan berganda,

dan pengiiman cepat dokumen elektronik dengan biaya lebih rendah dan kecepatan
lebih cepat (Fichman et al, 2014) dibandingkan dengan rekam fisik. Selain itu,
digitalisasi mempromosikan modemisasi dan partisipasi dalam layanan online
(Schuppan, 2008). Selain itu, ini meningkatkan kemampuan manusia untuk mencar,
menganalisis, memperbaiki dan meningkatkan e-dokumen dengan mudah (Fichman
et al., 2014). Manfaat lain termasuk kesempatan untuk berbagi dan melacak informasi
online (Fichman et al., 2014: Fountain, 2005, Schuppan, 2008).

Dari hasil penelitian pada penggunaan teknologi informasi, aparatur negara telah
menggunakan sistem ini dalam menunjang perencanaan dan penyusunan anggaran.
Kepala daerah yang berkomitmen uniuk mengedepankan pelayanan publik,
keterbukaan anggaran dapat mengoptimalkan penggunaan sistem e-plannig dan e-
budgetfing. Penerapan sisltem ini sangat efekiif untuk mengolah anggaran dan
memonitor masalah. Dengan adanya sistem ini, mampu mencegah modus korupsi,
Penggunaan sistem ini juga mampu menghemat anggaran. Data mengungkapkan
bahwa penerapan e-budgeling untuk belanja barang yang dilakukan di Pemprov DKl
Jakarta, mampu menghemat APBD seperi alat tulis kantor hingga Rp1 miliar.
Pengontrolan menjadi lebih mudah dengan pemanfaatan sistem ini.

Penerapan sistem ini dapat mempersingkat proses penyusunan rancangan

anggaran, karena dilakukan secara elekironik, sehingga mengatasi masalah-masalah

yang terjadi di penganggaran manual yang masih dilakukan dengan pertemuan face-

to-face. E-Bugeting juga dianggap sebaga
rah dalam mengalola keuangan.

| bentuk akuntabiltas dan transparansi

pemerintah dae

R iyl T T ST N PR Iy D el T 5



171

adminsitrasi. Interaksi yang tejadi pada staf administrasi dan teknologl diharapkan
dapat menjadi budaya bary yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah derah.

Banyak manfaat yang dirasakan dari penggunaan sistem ini, seperti keuntungan
dalam penggunaan e-govemment yaitu: a). Meningkatnya kepercayaan warga
terhadap pemerintah; b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah; c)
Kemampuan untuk mengakomodasi keinginan publik di era informasi; d) Keterlibatan
para pemangku kepentingan, termasuk LSM, bisnis, dan warga negara yang tertarik,
dengan cara baru dalam menghadapi tantangan publik (Clift, 2003).

Penelitian ini juga mendukung Technology Organization Environment Theory
(TOE) yang menyatakan, bahwa ada tiga konteks dalam pengadopsian teknologi di
antaranya konteks teknologi, konteks organsisasi, konteks lingkungan. Konteks
organisasi terkait dengan sumber daya manusia. SKPD di sini sebagai pengguna e-
planning dan e-budgeting. Bappeda dan BPKD sebagai pengguna dan pengelola.
Dalam menggunakan dan mengeloia sistem ini, diperlukan pemahaman terhadap
sistem ini. Oleh karena itu, setiap aparatur negara yang bertugas pada penginputan
anggaran dalam sistem ini diharapkan dapat ferus meningkatkan pengetahuannya di
bidang anggaran maupun teknolog| tersebut Adanya adopsi teknologi yang relevan
nfrastruktur serta memobilisasi sumber daya manusia yang

dan menciptakan i

kompeten, Kesuksesan pengadopsian teknologl tidak lepas dar sumber daya

ia. Tenaga kerja memerlukan pelatihan dalam penggunaan teknologi tersebul.
manusia. | e

K an manusia ditujukan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan
emampu

LT e

.:‘a'.'-\.—"_,.'!-_l-l-\'h._r_' : ERCO——
"-' "

e

S A B

P



172

le- Wl'ﬂnuhga e rirron mendorong keunggulan kinerja. Kinerja dapat
meningkat apabila keterampilan tenaga kerja juga meningkat, seperii merekrut tenaga
kerja yang memiliki pendidikan yang sesuai,

Proses komunikasi dalam konteks organisasi dapat mempromosikan atau
menghambat inovasi, Manajemen puncak dapat menumbuhkan inovasi dengan
menciptakan konteks organisasi yang menyambut perubahan dan mendukung inovasi
yang memajukan misi dan visi inti organisasi (Tushman dan Nadler 1986).
Kepemimpinan manajemen puncak perilaku dan proses komunikasi termasuk
menggambarkan peran inovasi dalam strategi keseluruhan organisasi, yang
menunjukkan pentingnya inovasi kepada bawahan, menghargai inovasi baik secara
formal maupun informal, menekankan sejarah inovasi dalam perusahaan, dan
membangun eksekutif yang terampil, juga tim yang mampu memberikan visi yang
meyakinkan tentang masa depan perusahaan.

Hasil ini mendukung penelitian Al tholaya Abdullah Mohamed Hamoud. 2013,
Govemnmental accounting innovation in Yemen Institusicnal mempengaruhi kinerja
pada pemerintah. E-Government dapat menjadi variabel moderasi antara institusi

dengan kinerja pemerintah, Penelitian inl juga mendukung peneliian Mamary, et al

(2014); Ghanem & Sulaiman (2016), Lyengar &t al (2015), Cuo et al 2014; Daoud;

2013.

Hasil penelitian ini, berimplikasi periunya kepala daerah berupaya mendorong

orientasi pada hasil dan muty sarta budaya administratif yang lebih kondusif lagi,

terutama melaksanakan fungsi yang lelah ditetapkan dalam menyusun APBD demi

kesejahteraan rakyat.
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BAB v
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil analisis
dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Budaya sosial yang terbentuk dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat
dalam keterlibatannya pada perencanaan dan penganggaran publik
diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Nilai
tersebut akan menjadi baik ketika dalam proses anggaran dijalankan
sesuai dengan aturan. Secara konsep proses anggaran telah dijalankan

sesual dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun hasil

penelitian menemukan bahwa budaya sosial tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini bisa terjadi karena posisi

masyarakat dalam proses anggaran belum kuat, walaupun partisipasi

masyarakat telah distur dalam Musrenbang, public hearing dan

pngawasarn, Masyarakat tidak dapat teriibat terialu jauh dalam penetapan

Tl
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anggaran dikarenakan posisi masyarakat telah terwakili oleh anggota

legislatif, Namun demikian diperjalanan anggota legislatif sebagal wakil i

rakayat lebin berat pada aspek kepentingan pelitik sehingga terkadang ada

keadaaan terabaikan yaitu kepenting
imana masyarakat diwakili oleh anggota legisiatif menjadikan

an aspirasi masyarakat, Model

demokrasi d e
osial pasif sehingga tidak mEmPH mempengaruhi  kinerja
budaya &

pemeriniah daerah.

____._—-———'_’
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Budaya politik berpengaruh positf signifikan terhadap kinerja pemerintah
daerah. Budaya pokiik yang terbentuk dari nilei-nili yang ada pada
anggeta  DPRD  dalam keteribatannya  pada perencanaan dan
Penganggaran publik diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja
pemerintah daerah. Hasil datg deskriptif menemukan bahwa anggola
DPRD telah memahami fungsi yang harus mereka jalankan khususnya
terkait fungsi anggaran dan pengawasan, namun fungsi belum berjalan
secara optimal. Hubungan DPRD dan pemerintah daerah pada
realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan
perundangan semata akan felapi juga mengacu pada nilai dan budaya
yang berkembang dalam masyarakat lokal, sehinga dapat dijalin hubungan
yang harmonis, safing menghargai, menghormati dan transparan tanpa
harus mengorbankan sikap kritis dan sensitif dari DPRD. Namun beberapa
kasus yang terjadi dalam hal penyusunan AF'EI;I- yang lerkesan
mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompak harus dihindarkan.
Hasil penelitian di lspangan terfihat bahwa kinerja yang ditunjukan cleh
lembaga perwakilan rakyat daerah masin berada pada posisi rendah.
Tahap penganggaran seringkal tarik ulur karena lahimya transaksi poltik.
Selain itu, lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap sebagai
penengah dalam penyelenggaraan pemerintahan ALK Panga T
malah teribat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Darl temuan-temuan yang
ada terihat bahwa jika budaya politik yan
anggota jegislatifDPRD dalam proses penyusunan anggaran

g terbentuk dari nilai-nilai yang

ada pada |
. okat maka kinefa pemerintah daerah meningkat begftupun
mening
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sebaliknya ji iti
¥a jika budaya poiitik galam Proses penyusunan anggaran

menurun maka kinerjg Pemerintah daerah manurun,
Budaya administratif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

m b i
Pemenntah dasrah. Budaya adminisiratf yang terbentuk dari niai-nili

yang ada pada aparatur negara dalam keteribatannya pada perencanaan
dan penganggaran publik diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja
pemerintah daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa masih banyakya
kendala-kendala yang dihadapi cleh aparatur negara dslam pengelolaan
negara yang berdampak pada kinerja pemerintah daerah, Kendala tersebut
diantaranya APED yang disusun masih sering terjadi keterlambatan.
Pemerintah daerah seharusnya melakukan perubahan-perubahan yang
mendasar dalam manyelenggarakan pemerintahan di daerah. Aparat yang
bertugas sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat seharusnya bisa bekerja dengan maksimal agar menghasilkan
kinerja yang baik. Hasil ini menggambarkan bahwa jika budaya
administratif yang terbentuk dari nilai-nilal yang ada pada pejabat publik
dalam proses penyusunan anggaran meningkat maka kinerja pemerintah

daerah juga meningkat.

Teknologi Informasi mampu meningkatkan hubungan budaya sosial

terhadap kinerja pemerintah daerah. Hadimya teknologi informasi telah

menggeser paradigma masyarakat dalam proses anggaran. Pemanfaatan

g-govemment menjadi  harapan masyarakst dalam meningkatkan

transparansi dan skuntabilitas publik sehingga meningkatkan kinerja
ran

yang tefjadi pada penggunaan teknologi informasi

pemerintah, Realita
n bahwa ada keinginan dar pemerintah dalam

yaitu masyarakat merasaka
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memperbalki kinerjanya melaiyi Pemanfaatan e-governmaent, walaupun

emanfa
P atan  e-govemment g indonesia, khususnya di bidang

Penganggaran masih dilakukan secarg bertahap. Di beberapa daerah

pemanfaatan e-budgeting dan e-planning telah dapat diakses oleh

masyarakat sehingoa dapat melakukan pengawasan terksit anggaran.

Hasil ini menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang

dikembangkan pada pemerintahan dapat menguatkan hubungan budaya
sosial terhadap kinerja pemerintah daerah,

Teknologi Informasi mampu meningkatkan hubungan budaya politik
terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penefitian menggambarkan
bahwa anggota DPRD telah memanfaatkan teknologi informasi atau e-
government dalam proses penganggaran. Anggota DPRD mendapat akun
masing-masing untuk mengakses sistem ini, walaupun beberapa daerah
masih belurn bisa mengakses secara full dikarenakan kondisi pada daerah
tersebut. DPRD dapat mengakses e-planning untuk memasukkan usulan-

usulan pembangunan atau program yang akan dilakukan. Dalam

penerapannya tidak lepas dari kendala-kendala dikarenakan selama ini

menggunakan sistem manual sehingga ada perbedaan. Ditahap awal

penggunaan teknologl ini. komunikasi intens antara legislatif dan eksekutif

dilakukan secara intens, penentuan prioritas pokok pikiran DPRD sebagai
i .

il merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga nanti ada kelancaran
wuj

hahasan yangd lainnya. Hasil ini menggambarkan bahwa
dalam pem :

anfaatan teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan
pem

yatkan hubungan budaya politik terhadap kinefjia pemerintah
dapat meng

daerah.
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&) Teknologi '
) elegi  Informasi Mmampu  meningkatkan  hubungan budaya

administrative terhadap kinefla pemerintah daerah, Hasil penelitian
menggambarkan bahwa aparatur negara telash menggunakan sistem ini
dalam menunjang perencanaan dan penyusunan anggaran. Penerapan
sistem ini sangat efektf untuk mengolah anggaran dan memonitor
masalah. Dengan adanya sistem ini mampu mencegah modus korupsi.
Penggunaan sistem ini juga mampu menghemat anggaran. Penerapan
sistern ini dapat mempersingkat proses penyusunan rancangan anggaran
karena dilakukan secara elektronik. Hasil ini menggambarkan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan pada pemerintahan
dapat menguatkan hubungan budaya admnistratif terhadap kinerja

pemerntah daerah,

7.2. Implikasi Hasil Penelitian
1. Implikasi penelitian ini dapat mengembangkan Luders contingency
model dalam melihat preses kinerja pemerintah. Model luder
menekankan pengembangan proses pemerntahan melalui inovasi-
inovasi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Salah satu invasi
yang dapst dilakukan yaitu inovasi dengan menggunakan teknalogi
informasi yang merupakan perangkat pelengkap dalam menunjang
kinerja pamerintah. Hadimya teknologi mampu berinteraksi dengan
budaya yang dikembangkan dalam model Luder dalam proses
pemerintahan.

2 Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi pemerintah bal

dengan adanya teknologi informasi mendorong permerintah menjadi
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lebih dinam; i
in dinamis sehinga pemerintah daerah yang belum memanfaatkan

o . :
knalogi informasi mampu mengiku perkembangan dari pererintah
daerah yang telah menerapkan teknologi infarmasi,

3. Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam

melihat aspek manusia dibalik proses anggaran yang membentuk
suatu budaya sosial, politik, administratif dalam proses penganggaran

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah

daerah.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, sehingga dapat menjadi bahan
perimbangan untuk penelitian selanjutnya, Adapun keterbatasan penelitian yaitu
penggunaan teknologi yang bersifat dinamis, dimana penggunaan teknologi akan
terus berkembang mengikuti zaman. Teknaologi yang dijadikan peneditian saat ini

sebaiknya dikembangkan pada penalitian benkutnya.

7.4 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dikemukakan
beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi pengembangan iimu

pengetahuan, bagi pimpinan perusahaan, bagi peneliti, maupun bagi pinak lain

yang terkait sebagai berikut:
1) Sebagainegara demokrasi dimana pe
rakyat, peran masyarakat periu difingkatkan dalam proses anggaran

merntah dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk

dikarenakan ftujuan anggaran adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Masyarakat sebaiknya memiliki akses yang lebin luas dalam
gy,
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lebih dinamis sehinga pemerintah daerah yang belum memanfaatkan
teknologi informasi

mampu mengikuti perkembangan dar pemerintah
daerah yang telah menerapkan teknologl informasi.

Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi pemerintah dalam
melihat aspek manusia dibalik proses anggaran yang membentuk
suatu budaya sosial, politik, administratif dalam proses penganggaran

yang peru diperhatikan untuk meningkatkan kineja pemerintah

dasrah,

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, sehingga dapat menjadi bahan
periimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan peneiitian yaitu
penggunaan teknologi yang bersifat dinamis, dimana penggunaan teknologi akan
terus berkembang mengikull zaman. Teknologi yang dijadikan penelitian saat ini

sebaiknya dikembangkan pada penelitian berkutnya.

7.4 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dikemukakan

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi pengembangan imu

pErlgEt-Elhuan hﬂgE p{l‘l’lpil'lﬂﬂ pE[ugEhaHnl bﬂgl :FEM"“, maupun b-ﬂ'gl ﬁhak [=in

yang terkait sebagal barikut:

1) Sebagai negara demaokrasi dimana pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan
eba

untuk rakyat, peran masyarakat peru dit
tujuan anggaran adalah untuk kesejahleraan rakyat.

ingkatkan dalam proses anggaran

dikaranakan

; ki ang lebin luas dalam
aiknya memiliki akses Y
Masyarakat seb
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keterlibata '
nnya menjaga proses anggaran. Masyarakat juga diharapkan

bisa menjadi penyeimbang antarg kepentingan politik partai dan birokrasi.

2) Pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi perlu
mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti yang telah
diterapkan pada beberapa daerah yang telah memanfaatkan teknologi
informasi agar tercipta pemeriniahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui teknologi, pemerintah dasrah mampu menciptakan inovasi yang
dinamis yang saal ini tergambarkan dengan terciptanya e-budgeting, e-

planning, dan yang lainnya,
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keteriibatannya menjaga proses anggaran, Masyarakat juga diharapkan
bisa menjadi penyeimbang antara kepentingan politik partai dan birokrasi.
2) Pemerintah daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi peru
mengembangkan pernanfaatan teknologi informasi, seperi yang telah
diterapkan pada beberapa daerah yang telah memantaatkan teknologi
informasi agar tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel,
Melalui teknologi, pemerintah daerah mampu menciptakan inovasi yang
dinamis yang saat ini tergambarkan dengan terciptanya e-budgeting, e-

planning, dan yang lainnya.
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KUESIONER

Bapak/lbu yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas

kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk
keperluan penyelesaian tugas akhir Program Dokior lmu Ekonomi Universitas
Hasanuddin Makassar dengan judul “Pengaruh Teknologi Informasi Pada

Penganggaran Publik Dalam Menguatkan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia”.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai dengan benar atau salah dan

tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bapakflbu/Saudarall ditempat
anda bekerja. Data yang dipercieh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar

luaskan karena hanya akan digunakan untuk keperuan penelitian, sesuai etika

penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya

uesioner ini, Atas kerjasama dan kesediaan Bapaki/lbu dan Saudara/Saudar peneii

mengucapkan terima kasih
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! Daftar Singkatan

RPJMD: Rencana Pemban unan
RKPD | Rencana Kerja Pegimrint:ﬁ
KUA  : Kebijakan Umum Anggaran

ngka Menengah Dasrah
Daerah

PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementarg

Bagian |
Data Responden

Nama Instansi

MNama Responden

Jenis Kelamin Pria | Wanita

Latar Belakang Pendidikan
a. EkonomifAkuntansiManajemen
b. Hukum
¢. Sosial
d. Lainnya

Pendidikan Terakhir )
a. SLTA/Diploma (D3}
b. Sirata 1 (Sarjana)
¢. Strata 2 (Magister)
d. Strata 3({Cokior)

Lama Bekerja o {.5iakin
b, B-10tahun
¢. =10 tahun

’ a. 20-301ahun

Usia b. 31— 40 tahun
c. 40— 50 tahun
d. =50 tahun




Berila
h1anda {¥) pada pernyataan di bawa inj yang sesuai dengan apa yang

Bapaldlbu rasaken terkait pemyataanpemyataan beriul, Adapun kirteria dari
pemyataan dibawah ini adaiah sebagai

berikut:
2 ; Milai/Skor
Sangat Setuju (55) 5
Setuju (S) 4
Kurang Setuju (KS) 3
Tidak Setuju (TS) 5
Sangat Tidak Setuju (8TS) 1
Budaya Sosial (X1)
Mo Pernyataan 8TS |TS [KS |8 l 55
Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan
(%1.1)
1| Masyarakat mengetahui tujuan
Musrenbang .
Masyarakat memperoleh informasi terkait
2| pelaksanaan musrenbang.

Tokoh Masyarakat, akademisi, prganisasi
non pemerntah [kut sera dalam proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) kelurahan, kecamatan, kota

Dengar Pendapat (Public Hearing) (X1.2)

Public hearing dilaksanakan dalam proses
perumusan kebijakan publik.

Public hearing dilaksanakan dalam rangka
penyaluran aspirasi masyarakat.
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Public hearing

—_-_-_"_H‘_._‘_
komunikasi langsy 2dalah salah satu

dan DPRD N8 antara masyaraka

Pengawasan Anggaran (%1.3)

Masyarakat dapat

keuangan SKPD. mengakses  laporan

Masyarakat dapal mengakss
keuangan pemerintah da?[;h. g laporan

Masyarakat dapal mengakses
kinerja SKPD, nga laparan

Masyarakat dapat mengakses
kinerja pemerintah daerah, e

Budaya Politik (X2)

Mo

[ Pertanyaan

[ST5 [75 [Ks |S [SS

Penjaringan Aspirasi Masyarakat (X2.1)

Pelaksanaan Reses merupakan kewajiban
bagi pemimpin maupun anggota DFRD
yang dilakukan dalam rangka menjaring
aspirasi masyarakat.

Reses DPRD berfujuan untuk

menindaklanjuti pengaduan masyarakal

guna memberikan partapggung]awahm
secara moral sebagal pamu}udm
perwakilan rakyat dalam pemerintahan

i saran dan pendapat
DPRD memberikan e P DPRD

berdasarkan  hasd Reses/penjanngan E

berupa pokok-pokok P

aspirasi masyarakat.

X2.2)

Pembahasan APED

I

Jangka wakiu pembahasan anggaran

terialu singkst __————
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Pembahasan APBD glen >
PrEkR F =
dengan Prioritas Pemerintah nﬂigh terkait

Dalam Demhahaggn APBD op
i RO
berpedoman pada RKPD, KUa, PPAS

Persetujuan APBD (X2.3)

Persetujuan APBD oleh DPRD dan kepala
daerah sesuai dengan kalender anggaran

DPRD dan kepala daerah yang tidak
menyetujui bersama APBD sebeium
dimulainya tahun anggaran setiap tahun
dikenai sanksi administratif.

APBD disahkan melalui peraturan kepala
daerah, jika terjadi deadlock,

Pengawasan (X2.

4)

DPRD melaksanakan pengawasan aspek
hasil reses dikaitkan dengan penetapan

APBD

DPRD  melaksanakan  pengawasan

terhadap pelaksanaan APBD cleh SKPD

atuan
memberitahukan kepada satu
E:ﬂigﬂﬂﬂ internaliinstansi penyidik jika

terjadi dugaan penyimpangan







Sudaya administrati (X3)
| Pernyataan S T
Perencanaan AFRD[X3.1)

Dokumen RPJMD menja
ingin dicapai

barkan mengenai
kepala daeran yang

RKPD memual mengenai kerja
terukur dan pendanaannya fa yang

Dokumen KUA didasarkan pada dokumen
RKPD dalam pericde tersebut | |

Penyusunan APBD(X3.2)

Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada
program dan kegiatan seria pagu anggaran
yang tercantum dalam nota kesepakian
antara kepala daerah dan pimpinan DPRD

Penyusunan  RKA-SKPD,  RAPED
mengacu pada KUA dan PPAS yang tetah
disepakati |

Penetapan APBD{%3.3)

jadi derah
Penetapan APBD menjadi peraturan
dilakukan setelah adanya evaluasi APBD

Penetepan APBD dilaksanakan tepat
waktu

Pertanggungjawaban (X3.4)

Setiagp SKPD ~ menyajikan Ll:l;‘g;
keuangangan berupa ﬁﬂﬂmﬂa& i
Realisasi anggaran, Ceat

keuangan. ___ — ————

«PD menghasilkan laporar kinefja




e

S saec oo
Femalaan%“

o ———  |STS |[TS [KS [5

[ S5

Kualitas Informasi (Z1.4)

Informasi Yang djdﬂpa'lkan o
. pada E-pla
sesual dengan data yang mhenamyval?nmg

Informasi  yang didapatian

: : pada E-
Budgeting sesuai dengan o
sebenarnya, J ala  yang

Data yang terdapat pada E-planni
adalah informasi yang terkini L

Data yang terdapat pada E-Budgetin
adalah informasi yang terkini v

Kualitas Sistem (Z21.2)

Sistem E-Planning memberikan fasilifas
perbaikan jika terjadi kegagalan sistem

Sistem E-Budgeting memberikan fasiitas
perbaikan jika terjadi kegagalan sistem

Sistem E-planning mudah digunakan

Sistem E-Budgeting mudah digunakan.

Kualitas Layanan (£1.3)

T B R el Tl " o o e

Penggunan sistem merasa aman dalam

mengakses data melaui sistem _

P una sistem mempunyai
pff:ggtahuan untuk melakukan pekerjaan

dengan baik

' udah
nfaatan leknologi  mMemperm
::I::'I menyebar informasi terkait laporan
Keuangan, LRA, Neracd, dll dalam website

yangresmi. _ _ —————

Sjetern memberikan tanggapan sesudl

dengan apa yang dikukan __———

yang Emreﬁsinnal jika memiliki

. oleh feknisi
Sistem informasi didukung o

IR

e N



S
Kinerja Pemerintah (v)
No_ | Pemyataan

—— _  |STE |75 [%S S [s8
B E-government completeness degree (Y1.1)

1 | Keterlambatan  penyusynan anggaran
dapat dihindar sejak proses
pengganggaran berbasis elekironik

2 | Kebocoran anggaran APBED berkurang

sejak proses pengganggaran harhaleE
elektronik

Terjadi penghematan anggaran sejak
3 | proses pengganggaran berbasis elektronik

4 | Pencapaian kinerja anggaran yang efekiif
sejak proses pengganggaran berbasis
elektronik

5 | Pencapaian kinefja anggaran yang efisien

sejak proses pengganggaran berbasis
elektronik

BEEL e . -

E-govemment participation degree (Y1.2)

1 | Kemudahan masyarakat dalam mengawas
anggaran sejak proses pengganggaran
berbasis elektronik

i i  terhadap
2 | Peningkatan  iransparansi
masyarakat sejak proses pengganggaran

berbasis elekironik

i ternadap |
3 | Peningkatan akuntabiiitas
masygmkat sejak proses pengganggaran

berbasis elektronik

akat
4 | Peningkatan kepercayasn Taw:r::ﬁaﬂ-
terhadap  pemerintah S®IET
pgnﬁnﬂﬁgw

__ Terima Kasil =

_4——"/—_‘



DESKRIPS|

JAWARA
N RESPDNDEN
variabel X1
X4.1
Frequency | pg Cu
roen ilrldlive
Valid 518 = L1 Valid Parcan o
1.9
TS 5 1,5 15
2.5 25 '
KS - 21 ; 4,0
] 3‘.5
o 4 85 385 i3
Total . v 54,0 100,0
M 100,0 100,0
%1.2
Cumulative
" Frequency | Percent | Valid Percent Parcat
Valid 575 3 1.5 15 1.5
TS 25 125 12,5 14,0
KS 51 28 5 25,5 38,5
S 83 465 48,5 B6,0
55 28 14,0 14,0 100,0
Total 200 00,0 100.0
%X1.3
Cumulaiive
Freguency PerciEnd akd Parcenl Parcant
Vaid  ST185 F 1,0 1.0 18
T2 96 13,0 130 14,0
KS 4z 210 21.0 e
5 a1 4558 45,5 B0.5
s ag 1-9.5 19,5 1000
1.4
X Caurrulative
Vialid Percent Peroent
Fraquency P“-"““: - — 15 1.5
Vaid ST : s 13,5 15,0
e 27 13, i 38,0
23,0 \ '
i 48 i P 82,5
g Ea { i7.5 100,0
y :
p 17.
55 100.0 100,0
Total 200 -




— X1.8
FIEqUEﬂ-E.'.'
— Percens z Curidative
Yalid aTs 2 7 Waifid Parcani Phreai
= 5 30 1.0 70
S ' 30
8 4.0 40
B 118 Bon 4.0 8.0
55 i35 :]3.0 59,0 &7.0
Total ' 33,0 100.0
200 {
1000 100.0
16
FrEquany Parcent Vakd Pe Cumulalive
fean &
valid 513 1 = I Parcem
' |'5‘ K
TS B 40 f
.Ks Y 4.0 d.lﬁ
g 25 25 7.0
5 112 &0 56.0 830
58 4 37.0 7.0 100,0
Total 200 100,0 100.0
£1.7
Cumulaive
Fragueancy Percant Valid Pencent Percent
Walikd 5TS 3 1.5 5 1.5
TS g 4.5 45 6.0
KS =7 13,5 13,5 18,5
5 117 58,5 BB 76,0
55 44 2.0 22,0 100,0
Total 200 100.0 1000
X1.8
Cumulative
id Pareant Farcant
Freguency F'En:!:n11 - Vali — =
vakd 8T8 3 38 e 50
TS 7 s 10.0 150
KS el i 58,0 74.0
s 118 6.0 100.0
52 2.0 :
i 100,0 1000
Tolal 200 :
1.9 Cumualaisa
; Porcer
ialid Percern
Frequency percent . 25
Vaid 8T8 o0 ; g
8 : 14,0 20,
KS 61,3 ; 1000
123 18,5
5 a7 18,5 s
55 200 100.0 .
Total




P R e ¥ A e

variabel X2
— X2.1
Frequency | Pe Curmilali
e 1 alive
yalid STS ] o Valie Percent Percent
TS 14 70 1,0 o
KS 17 BE L0y o
8 118 58,0 5‘3'-5 16,5
858 49 o4 90 755
Taotal : 245 100.0
*2.2
Cumulative
valid  STS 3 o T —
TS q .-“-l' IE. 1I5
K3 8 a0 40 55
2 1Dg. 54'5 5'1'|5 Eﬂ.ﬂ
S8 80 40,0 40,0 1000
Total 200 100,0 00,0
2.3
Curmnative
Frequenty Percent \alid Parcent Parcent —
Watd 578 3 1.5 1.: E:D
T8 1 5 ; A
3 1.5 1,5 :
y 109 54,5 54,5 58.0
. ' 42,0 100,0
84 42,0 ;
i 100,0
Tatal 200 1000
X232 Cuulalive
1 Parcen
valid Parcant
Fraguancy Pmn: - 1.0 ;.:
Valid 515 : '8 1.5 s
: : ;
i 8 40 = 63,0
KS 56,5
13 56,5 370 160.0
o 37.0 -
4 .
55 2 00,0 00,0
oo i
Total 2




e e

R

X25

FI‘Equanuy-
| Percant Cumuladive
valid ?;5 1 - Valid Parcan : Pabihen
KE . 40 20 '5
g 114 EITlfl 5.5 80
sS 70 3.0 :;g B5,0
Tatal ; ' 1000
200 |
100,0 100.0
126
3 Cumulative
i PEGUENCY Farzent Wl Parcen " Pk
Walid TS5 3 15 = —
KS 14 7.0 T80 a5
2 5l 550 55.0 63,5
55 73 3.5 3.5 100
. 200 100,0 100,0
2.7
Cumukative
Freguancy Parcint \afd Percend Parcan
Walid 5TS 4 20 2.0 20
TS ] 2,5 2.5 4.5
KS a5 175 7.5 22,0
g 105 £2.5 525 74,5
55 51 25,5 25 5 100.0
Tatal 200 100,0 100,0
2B
Cumulalive
| Parcani
FIEI:ILIE"E-T Percent Wiglid Pencen - 5
Vasd 515 1 2-: e 30
TS 5'5 8,5 12,5
KS 14 : 64,8 77,0
& 128 ::‘g 20 100,0
i » 0.0 100.0
Total 200 100,
%29 Cyrnulative
nt
rcant |y Valid Pescent e
Frequency Ltoe—s 1.5 i
Vald 818 g 30 1:: &0
TS o7 13,5 o 78,5
KS 1T 58,5 EEI 5 1000
b a7 235 11:0.'3'
55 o0 1000 :
Tatal ¢




— X210
Frequency
v 515 22t _| Valid pergeyy | Cumalive
TS 25 Parcan
10 5.0 25 =
ks 47 : 5.0 !
235 ; ha
S 105 935
52 5 ; 3,0
88 23 62,5
Tatal 185 165 835
200 1000 ' 100,0
! 100,0
X214
Fraguency Parce Cummiutative
s o .«
valid STS . - Valki Parcant Parcan
TS & ' 3 A
3.0
KS 32 18,0 5 %3
' 16,0 19,5
= 122 E1.0 .
' 61,0 B0 5
85 39 19,5 .
Total : 195 100.0
¥ 200 100.0 100.0
X242
Cumulaiive
Fragueancy Percanl Walid Percanl Percen
Valld STS 1 5 5 5
TS 2 1.0 10 1.5
KS g 45 4.5 6,0
5 133 86,5 &6,5 725
55 55 275 275 100,0
Total 200 100,0 100.0
Variabel X3
il Cumulative
fi Parcent Parcant
Fraquency Parcent - Valid G
Vald  STS 1 o 20 25
o d 55 = 7::
KS 11 ' B4,5 :
120 B4, 26 1009
2 55 275 s
85 o 100,0
Total 200 2




/M_'

X332
i Frequen
Yalid @ STS o Pereant 5 -
G ' Parcam
he X 30 s
& [} 3.0 5
ol s 35
G5 42 685 T.0 1|:|I5
Total 210 68.5 1
2 100 21.0 )
-|ﬂ 1I:H:I 1mlﬂ
0
= 3.3
: Fraquer,;-! Porian
Walid 5TG 3 4 Vaid Parcans Curmulativa
TS 15 Fancent
e 1,5 1.5 1
kS . 1 ;-
g 1;: 80 glﬁ 3.0
s 67 s 545 120
333 ! 86,5
Total 2 a8 e
0o 100,0 0
. 1000
X£3.4
Valid  STS - F"Hten.: 2 Vakid Percant DPTmml.:
i 3 2 e 1.0
5 i 25 s
82 46,0
o 101 ' e 495
Total 50,3 50,5 iy
= 100.0 100,0
X35
Cumuiative
wal Friaguenty Parcent Walld Percenl Parcan
alid 8T5 2 1,0 10 -
= e 40 4.0 5.0
he 21 105 10 i
8 102 51,0 £1.0 i
o 200 100,0 100,0
K1k
Cumulativa
Fraquéncy percari watid Parcant Percent
Wali ] 10 10
alid STS = Y
25 25 a5
KS 5 ; o
51,0 51,0 d
: w ; 100,0
45,5 45,5 ;
EE ch 00,0
Total 200 100.0 v




N X371
Fraquency
e 1 . 10 T
14 70 5 1.5
5 112 56 i 85
E-E '||'1 '“ !ﬁ,ﬂ B4
Total 54 185 s
200 J 1000
Jons 100,0
~ X318
Froquency | Percent | ValdParcant | P
Wakad T3 T a5 Parant
K5 17 85 43 3.5
8 117 : 8.5 12,0
58,6 56,5 705
o o 285 295 100,0
Tatal 200 100.0 100,0
%3.9
Cumulafive
Frequancy Parcant Walld Pescent Percant
valid TS & an a0 a0
KS 19 8.5 85 12,5
8 118 59,5 595 72,0
58 56 28,0 28.0 100.0
Total 200 100,0 00,0
Variabel Z
1 Cumulative
Frequency | Percent | VIC - e 3.0
h| 3
3.0 %
Valid  KS 6 ! 635 66,5
35 ;
S 127 . 335 100,0
S5 i 55 000
Total a00| 1002 —
T Cumutative
4 ParoEn Parcni
, Parcént Valid £ : 3 ]
Fregusncy : S 5.5 &0
Valid  STS 4 55 ﬁalﬁ 64,5
=] 17 85 35: 5 00,0
5 a5 & :
Todal




e 21.3
Frequancy P
areent Wakid Cumulative
[Vaiid 513 1 5 Percent Parcent
18 2 (e 5 -
KB 22 10 1.0 15
s 112 10 12,5
5,0 55 ;
33 EE- :”|5 31': Eﬂ.ﬁ
Tatal 200 i 100,0
100.0 1000
Z1.4
Frequency | Percent | vValldpercent | besten
valid TS 3 15 15 g
ES 8 4.5 45 a0
8 116 58,0 580 840
2 £ 3.0 %0 10,0
Total 200 100,0 100,0
Z1.8
Curmulative
Frequancy Percen Walid Percen Parcent
Vaid 15 2 10 1.0 1,0
KS 5 25 25 35
5 114 570 57,0 60,5
55 T8 30,5 395 100.0
Total 200 1000 1000
Z1.8
Cumulalive
; com
Frequency Parcant Walid P'EI'ISHI'I: - Per —
Vobd TS 3 i &0 75
Ks 12 ! 80,0 67,5
5 120 ﬁ;’; 32,5 100,0
g = 00.0 100,0
Tatal 200 i
217 Cymutalve
i
percant_| Valid PErce e —
Frequency 3 v z'n
Valid BTE 13 1,8 ;'; 7.0
TS 10 50 Eﬂlﬂ 67,0
KS 120 60,0 230 100.0
= 33,0
BE 100,0
S8 o 100,0
Total ‘




FAR

e
Frequency P
reem - - i
b 19 g T ety
KS 10 5}:. 25 20
g 121 ; =0 :|'I
&0,5 &0 J]
- | “ oy 3:“‘: B7.5
e o : 100,0
B 100,0 100,0
718
Frequency Paresni Walid Parcani GHPT:‘:T
v TS £ 1,0 1.0 1.0
KS 1 5.5 55 ﬁ15
5 125 625 62,5 68,0
55 B2 31,0 0 1000
Total 200 100,0 100,0
Z1.40
Cumulativa
Frequancy Percant Wefid Parcent Percent -
valid T8 ! &t . 20
KS 17 B A o
s 123 61,5 iy i
s 53 i 4 -
Total 200 L -
A
Fay I el alive
; — Pancent
o Percent . alid Pe — 15
Valid TS : 1":1 W 70
KS 10 oy 60,5 i
121 605 s :
5 5 33,0
55 “ 00,0 L
Total 200 '
peel
m 'I.I'Eh'.{ Pﬂfml‘d FE i
Frequency 5 - i
Vald 75 : 35 m: o
Ka X 58,5 s Ly
. 119 35'5 35'5
73 ! 00
<11 f00.0
Total e




I 21.13
F"E':I:Uanqr =]
'T.falid T3 5 Brcant Walid Percant Cumulative
KS g 1.5 T Parcent
S 142 s 45 o
58 46 il o 0
Total i 230 23.1|:| TG
1 ; 1000
— 00,0 1000
Variabel ¥
1.1
Freguenc Cumulzeiive
valid TS < Fl Corcant_|_Vikd Percan Percant
g 91 45,5 : '
: 43.5 46,5
85 107 535 5.5 s
Total "
200 100,0 00,0
¥1.2
Cusmulalive
Fr&gusncy Farcani Valid Parcant Parcenl
Wald TS 2 1,0 1.0 1,0
Ka a 4.0 4.0 5.0
8 108 4.0 540 580
55 a2 41,0 41,0 100,0
Taotal 200 1000 1000
1.3
Cumulabya
Freguency Percent y/alid Percent Parcant -
Vaid  ST5 1 5 8 o5
KS 4 2,0 20 o
535 '
5 107 53,3 s 100.0
55 8o 44,0 s
Total 200 100.0 L
¥id Curnuiative
Percaril
Frequency | FPecet o Poreet A
Vaid 518 1 3 50 5,8
10 5.0 48,0 i
R 48,0 : 100,0
g o8 45' i 455 :
Total 200 16

- SRS KIS



¥1.5
F_
Fraquency Pa
fcent Valid p Curnulafive
S P y ercent Beiged
13 3 15 & )
kS 8 40 l-g 2,0
s 110 55,0 55ID 5.0
$5 78 1.0 g 61,0
Total 200 ! 0.0
100.0 100,80
¥1.8
=Nk i Cumulati
E Frequency | Percent | Valid Percen iy
vaid TS 1 I 2 -
-y g 4 4.9 5,0
& 127 635 83,5 8RS
53 63 315 31,5 100,0
Tolal 200 100.0 100,0
¥1.7
Caumulative
Fraguency Percant Weld Percent Percent
‘alid TS | 1.0 1.4 1.3
KS B 4.0 40 5.5
8 04 47,0 470 525
Total 200 100,0 100,0
¥1.8
Cumulative
id Parcand iPercent
Frequency F'E"““: - L e 10
Valid TS £ s 28 3,5
KS § 5 470 50,5
470 ]
5 84 ' 495 100,0
48,5 3
i o 100,0 100.0
Total 200 '
Y¥i.8 Gmumi::
Percen
percert | Malid percant T
Freguancy T 1.: 8.5
Valid | 1S £ 75 ?-5 55,0
K ;g 48,5 ::'u 10,0
£ ] 4
ss 80 4= 100,
Total




PENGU

JIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS

yariabel X1
Case Pf-n-c&ssrmg Eummaqr
Cases  valid 206 000
Excluded® o o
Total 200 1000
T, Listwise daletion based on all variables in the
procedune.
Reliability Statistics
Cronbach's e |
.‘ﬂEh-ﬂ lems
856 al
Itam-Total Statistics
Cronbach’s
Seale Mean If | Scale Vadanse | Corrected Hem- | Alpha # llem
hem Deleted if ltem Dweletad | Todal Comelatian Delatad
1.1 31,2650 23,512 358 861
i1.2 32.0850 20.963 GO0 ﬁ
%1.3 31,9800 20,783 299 i
%14 32,0450 21,179 ﬁ i
£1.5 31,4750 24,758 s o
%16 31,4250 22,246 o Ford
217 31,7250 21,487 i '838
%1.8 31,6300 21,732 i A4
X189 31,7700 21404 :
Variabel X2
Case Processing Summary
Bl %
8.5
Cases  Valid 19? P
Excluded® 500 100,0
Total e

3. Listwise deletion based on all vanab

procedisa,

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

M of Hems

i BBt

12




H:m-TutuI stﬂﬂﬂh;
— oty

-f’-
Scale Meanif | Scate Var _
Al tem Deleted_| iftom Doioigg | comciedem- | A aor®
2.2 45 0553 29 588 —
a acnd 28 449 547 TR
24 A5 1005 EE:EI:-E_ e ﬂg
i sl 28,613 640 87
x2.6 45 1055 rihee o =
g i 28,728 530 i
oo e 29,678 ATg o
K24 45,3819 97 BRg ‘588 a8
w2 10 458131 a7 7e 53z o
¥z 12 45 1758 38 Ba1 ng i
- I IHEE
yariabel X3
Case Processing Summary
M %
Cases Walid 200 000
EJH:‘IJdH:I' o 0
Tatal 00 100.0
a3, Listwise deletion based on all vanables in the
procadure.
Reliability Statistics
Crankach's
Alpha N of ltems
JB15 g
ltem-Tatal Siatistics ——
ma i e
Scale Mean if | Scale \arance Cprmechied rlt:‘nr;ll e
ilem Delated | if fem Deleted | Total Come - —
£3.1 33,7150 ta.aig o -
%32 33,8150 13.1':* - _;gg
*3.3 337100 12,408 2 T
*3.4 33,4300 12,040 a2 ™
i 33,7500 :E]':m 45 w2
X3g 33,4800 13517 o 70
¥3.7 33 6350 12.‘:% ‘508 o8
3B a3, 7400 1:,422 430 :
X39 23,7550 13,




Variabel Z

Case Processing Summary

N %
Caszez  Valid 200 005
E:dudadl 0 0
—h [ u!a[. 200 $00.0
@, Listwise delation based on all varables in tha
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha M af Hems
1 1% 13
ltam-Total Statistios
Cronbach's
Seale Mean if | Scale Vadance | Corecled Ham- Alpha if Herm
Hem Deleted if lfem Dateled | Total Cormelation Deletad
Z1.4 50,8850 26,841 65 a1k
212 50,8850 28,796 A8 219
213 51,0000 27,538 &G0 B15 i
214 50,8850 27,398 708 -l |
715 50, &200 27,475 750 509 |
£1.8 50,9350 2T 405 od 810 it
Fa £0,8350 27,085 J13 210 |
Z1.8 50,5350 27,840 621 914 I
149 50,9350 27,227 T8 B8 :|
Z1.10 54,0600 27 263 B4 913 |
F1.11 50 o 27,158 756 804 _;}
£1.12 HO,8500 28,430 S5 ::g i
£1.13 51,0150 28,608 581 . ‘.
!
I
i
|
Variabel Y i
Case Procassing Summany
M %
Cases  valid 200 1000
| Exchsded o 0
| T':ﬂEll S0 1":":'.'3
3, Listwise deletion Dased on al variables in the
procadure.
[
Rellability Siatiatics
bﬂd‘l.'E
mpﬂma M of items
EiE] o

L ——



Item-Total Statiztics

: Crontach's
Scale Mean If | Scale Variance | Comrecled ttem- Algha i ltem
llem Delaied if lemn Deleted | Total Correlation Diplaled
Y11 34,8200 14,018 768 07 |
¥1.2 35,0850 15,023 5B 813
1.3 35,0300 14,813 751 Ha7
¥i.4 35,0450 14,757 BOS S11
¥1.5 35,1300 14 506 Ta7 810
Y16 35,1750 15,442 B3z 915
¥1.7 35,0300 14,281 Taz 904
¥1.8 34,9850 14 818 28 509
¥1.9 25 0800 14,607 GB8 912




STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statisties

= Minirmum Maxim S
x1.1 200 o0 AL Mean 21d. Devialion
: 5.00 44100 a0a
%12 00 100 500 B03z0
1.3 200 1100 e 3.5800 g7
%14 200 1 00 e ggg G680
¥18 LI ] 1.00 EIIZIJ:I 4m25m .?E.ﬁﬂ:
i i 1.00 soo| 38500 ‘108
X118 200 1.00 -5.|:|'|:| 4.|:|.|!|.5.|} .?g?m
ﬁf‘l-g 'égg 1.?4; go0|  3.90850 81196
1. 5
\iaiid N (listwise) 200 00| 380 50812
Descriptive Statistics
Minirnum | Maximum Maan 2qd. Devistion

¥2.1 189 300 5.00 4 2362 50418
X2.2 200 3.00 5.00 43750 56210
%23 200 3.00 5,00 4 4280 A2512
K24 200 3,00 5.00 4.3550 55725
%25 200 3.00 5.00 43200 57380
A2E 200 a.0u 6.0 43400 GEEdE
2.7 200 3.00 8,00 4.1250 ET947
X2.8 200 3.00 5,00 #1850 57355
*29 200 3.00 §.00 4 1450 62026
¥2.10 200 .00 £.00 4.0050 Ba0a1
X2 200 3.00 5.00 4.0700 B2
¥2.12 200 3.00 500 42450 52870
2 200 1.44 5.00 4,1500 SOTT6
Walid N (listwise) 153

Dascripthve Statistics
plidimium Himadmum Wman Sid. Devialion

200 3.00 Fo0|  4.1850 B5560
ig; 200 1.00 soo| 40850 ‘eBsST
%3.3 200 1.00 sool 41700 77076
34 200 1.00 £.00 4 4500 EATTE
%35 200 1.00 5.00 41200 Az401
X326 200 1.00 soo0| 44000 ‘4192
%37 200 1.00 sog| 42480 56001
38 200 2.00 §.00 41400 J0916
%38 200 2 00 500 4,1250 &0411
w3 200 1.20 5.00 42250 52040
Valid M (listwise) 200




e e LT

N Minkmum
Maxim
iR 200 3.00 —- Mean | Sid. Deviation
712 200 1.00 ot (- 3050 52282
713 200 1.00 e 4.2850 &1291
714 200 200 o 41700 B8535
715 200 5 00 ap 4.2850 62105
718 200 2.00 5.00 vt 58241
711 200 1.00 : 4.2350 62580
; 5.00 42350
718 200 2.00 B5722
. 5.00 42350
1.8 200 2 00 500 63366
71.10 200 20 : 4.2350 9290
: 2.00 5.00 42500
21.12 200 2 00 51595
£.00 4.3200 BRAGT
£1.13 200 2 00 sool 41550 Aads
Z 200 2.00 s00| 42438 '
Valid N [listwisa) 200 : - A3TEY
Dascriptive Statistics
B Minimaem | Maximaen Maan Sid. Davimtion
1.1 200 2.00 5,00 4 51580 AETAT
¥1.2 200 2.00 5.00 4. 3500 JGOTT4
1.3 200 1.00 5.00 4.4050 58540
¥1.4 200 1,00 £.00 o 3500 B3238
¥1.5 200 1.00 5.00 4 3050 GEB4E
V1.8 200 2.00 5,00 42600 SGHOES
1.7 200 2.00 5,00 4 4050 [ et
Yi.8 200 2.00 5.00 4 4500 JGEE41
¥1.8 200 2.00 5.00 4.3550 JBE421
k| 200 1.67 k.00 43847 ATEAD
alid M (istwise) 200
Deskripsi Profil Responden
Statistics
|atar Belakang Pendidikan
Jenis Helamin EeRmuan Tarakhir Masza Kena Lisia
] Walkd 200 0 20 200 200
Missing 0 0 o g .|
Jenis Kelamin
Cumulatve
Frequency percent | Walid Parcant Percant
i Lak-lakl 133 66,5 66,5 66,3
parﬂmpuan E?‘ 33.5 33.!' '-lm,ﬂ
Total 200 100,0 100.0
Latar Balakang Hallmuan
Cumulative
Fregquency Pareant | Vatd Percent percenl
Vahd  Ekonomi 62 310 1.0 .y
Huhum 45' 23.‘] EE.H i‘q‘,n
3 5 4.5
Lainnya 41 20,5 20, '
4 ? 51 255 285 100,0
Total 200 00,0 400,80




Pendidikan Terakhir

Cammulaii
g
Frequancy | Percenl | Valid Perceat Parcant
vaid  SLTADS 20 10,0 10,0 00
&1 98 49,0 480 830
g2 48 245 24,5 B35
23 33 16,5 18,5 100,0
- Total 200 100,0 100,0
Maza Herja
Cumulelive
Fraquency | Percenl | Valid Percent Pargen
‘alid 1=5 Tahun X pL iy = 31.5 by -
810 Takun o0 49.5 49,5 81,0
> 40 Tahun 38 18,0 19,0 100,0
Total 200 100.0 100,0
Lisia
Cumulabve
Froquentcy percant | Valld Pencent Parcent
Vahd  20-30 Tahun 55 21,5 21,3 20,5
4.0 340 61.%
34-40 Tahin Ga '
5 236 B5.0
40-50 Tahun 47 23, ;
> 50 Tahun 30 15,0 e el
Total 200 100,0 100,0
Uji Homogenitas
Jenis Kelamin
Tast of Homogeneity of Varianzes
Levene Stafistic | __df 412 d
%1 060 1 1 =
i 198 =)
w3 3,20
198 A
%3 A3 1
% 087 1 ks i
Y A18 1 198 518
Latar Belakang Kailmuan
Test of Homoganeity of Varlances
Levens Sakistic 41 drz Sig
o0
- 6,133 3 1%
3 196 252
%2 1,373
' 253
1,372 3 196 .
¥ .E-lg 3 196 i




pm:.l'ﬁ!ﬁﬁﬂ.n Terakhir

Test of Hnmug&nﬂ-it}r of Variances

e
2 Lavene Siatistic df dr Eij.
X1 2,474 3 108 pom
r2 4,159 3 108 o
£ Jlad 3 108 i
z 84 2 S i B
¥ 2,586 3 108 064
Masa Kerja
Test of Homogenelty of Variances
Levene Stallstic [ A diz_ i,
A 894 2 187 411
X2 2,453 2 197 088
- AEE 2 197 528
Z 154 2 197 658
i 1,014 2 187 ,A63
Usia
Tast of Homo naity of Variances
Levene Statistic &t _df2__ Sig.
x1 2,383 3 165 LOTD
% 1,005 3 196 39z
bk 304 3 156 B2
Z 1,083 -] 196 357
W Jang 3 1896 438
Kelompok Birokrasi, DPRD, Masyarakat
Tast of Homo neity of warances
Levens Stallsic dft dr2 Sig.
X1 JmEd 2 197 Jh2d
2 1,834 2 197 147
3 874 2 197 aTe
z {459 2 187 235
L 1,822 F 187 64




pengaruh Langsung Variabel Penelitian

ression Weights: (Group number 1 - Default
e
kinerja_Pemerintah <— Budaya_Sosial Estimate SE CR P Label
Hinerjaj&meﬂntah L Eudaya“Fnli:H{ -039 043 -918 359 par 20
kinerja_Pemeriniah <— Eudaya_ﬁdmlnisim-t -395 149 1,982 048 par_ 29
x1.2 <— Budaya_Sosial 1'..33; A4 Bt T pa
.3 < Budaya_ :
X1.4 - Eum:a"ssfg 813 061 13353 ™ parl
X1.5 < Budaya_Sosial 33§ il o
1.6 < Budaya_Sosial 686 MT Mo P
¥1.7 - E‘LIdEYBFSDE-iEI i544 Ig;?r ki :: par_4
X1.9 S Eudaya_ﬁﬂsial Iﬁm} 0 Rl e iy
X2.2 < Budaya_Politik o 109 s
X233 e  Politi :
e cenmm S m oo
%2.5 < Budaya_Politik 1852 AT ol g
X2.6 < Budaya_Poliik Ve7s A8 4, .
| ; : 4 D06 par_10
%x2.9 <. Budaya_Politik 2217 531 4174 s*« npar_11
¥2.10 < Budaya_Politik 1804 472 3828 par_12
¥2.11 <. Budaya_Politik 2176 S22 4171 7 par_13
X212 - Budaya_Palitik 2043 479 4265 **  par_i4
X3.3 L Eud-aya_hdminish'asi 1,000
w34 Cmm Budaya__ﬁdmhisuasi pa1 122 7228 = par 15
X35 L Eudaya__hdn‘ﬁrais-trasi @es 150 62T ™ par_16
X3.7 e Budayra_ﬁ.dmlnistmﬁi 1,043 138 7508 ™ par_17
xX3.8 o Eu&aya_hdministrasl ggn 134 7378 =+ par_18
%1.8 ... Budaya_Sosial 520 055 9538 7 par_18
Y11 . Kinerja_Pemerintah 1,000
vi2 e HInET}a__F‘El’I"IE!intEh 1,034 085 12,166 w  aar 20
vi.3 Ao Hjnerja__meﬂnlﬂh 1,413 09 12,216 wes  par 21
¥i.4 Coem Hmeﬁa_F’amarintah 1,097 097 11,281 we  par_22
v1.5 - ﬁ]naqa_Fen'Lﬂ'l'inlEh 4,188 104 118570 ™ par_23
V1.6 o Hmaqafsmarintah #56 088 9728 ses  par_24
¥1.7 P ﬁinanaﬁPemHinlah 1,264 098 12,910 wax  par 25
Y18 <. Kinerja_Pemerintah jo28 085 12027 ™ par_26
ﬂi/_—/muwﬂ 104 10277 parZl]

standardized Regression Weights:

Estimate
h <= Budaya_Sosial -,091
Budaya_Politik 20

a_ﬁdrnin'rstrasi B13
: i 798

F

{Group number 4 - Default maodel)




o I_._,_.-l""-._._._'_-_
(e < Budaya_Sosial Extuiia |
:“_.l. LCe Eudm_SHEH’l d27
X135 <— Budaya_Sosial vied
l‘.l'.‘l.ﬁ' By E‘Udﬂ'ﬂﬂ_ﬂnﬂiﬂ 817
x1.7 <— Budaya_Sosial o
x.9 <-— Budaya_Sosial bas
H‘E_E i Eudﬂ?ﬂ_?di‘!ﬁ; .ﬁ?’i
X2.3 <-— Budaya_Politik ;ﬁz
K24 <— Budaya_Politk 554
x2.9 <-— Budaya_Politik 548
o <— Budaya_Politik g
%2.9 < Budaya_Politik 87
X210 <— Budaya_Politik 492
%2.11 < Budaya_Politlk 659
X212 <— Budaya_Politik '_fgg
x3.3 <.— Budaya_Administrasi B21
X3.4 e Euday‘a_hdminislmai 550
3.5 < Budaya_Administrasi 580
X3.7 Lo Budan,ra_ﬁ.dmhﬁsl_rasi 715
X3.B <o Budaya_Administrasi BE5
X118 < Budaya_Sosial 613
¥1.1 < Kinerjia_Pemerintah T3
¥1.2 - Kinerja_Pemerntah 719
¥1.3 e Kinerja_Pemerintah 819
¥1.4 e Kinerja_Pemerintah 748
Y1.5 <. Kinerja_Pemerintah 7786
¥1.6 e Kinerja_Pemerintah 659
Y1.7 Ceam ‘rﬂnerja_F'mnaﬂmah 849
%¥1.8 e Hinerja_Pernerintﬂh 739
Covariances: (Group number 1 - Default model)
Estimate SE CR. P Label
Bud:-wﬂ__ﬁﬂsial. <> Budays Jh.drnirﬁsl.msi 339 047 T.151 w+ par_B3
a1 <—> &3 245 067 3gsa = pardl
a1 > €2 184 062 2976 003 par_32
a2 <> 83 240 065 3,707 == par_33
af > ar 270 040 6760 wer . nar 34
&7 <> eB 281 040 7022 par_35
ab <> o8 218 038 5737 == par_36
e9 <> el or2 o018 4111 we=  par_37
a10 > &1 085 016 4 160 wvs  par 38
el e @8l2 039 013 2 a54 003 par_39
el? s> 813 o7e 019 4,011 w=  par 40
_ps9 017 -3462 o par_d#1

-> 214
018 2743 pos  par_42

eld <
af > 2811 050 ,




T Estimat
823 S o S T G g e
2 <> @30 . . 2,707 007 par_43
: g 023 010 2234 026 par_44
e29 e30 .020 011 -1850 064 g
> a8l : : - . par_45
e30 o 054 015 3,540 ™ par46
e24 > e 040 014 -2881 003 par 47
625 = &2 045 013 -3448  ** par 48
a25 <-> e28 .032 011 -2829 005 par_49
o7 <> 832 025 012 2006 045 par_50
ef <> @3l 035 014 2439 0156 par 5
ed e 00 147 038 -3832 ** par 52
el <> @20 082 030 2785 006 par 53
eld <> el _035 (028 -1259 208 par 54
g24 <> g27 .025 014 -1775 076 par 83
el <> gB 047 026 1,785 073 par 56
g2 <> gb 038 029 1,238 215 par_57
el > &b 030 029 -1,054 292 par 58
g2 <> 85 115 036 -3152 002 pars9
el <> 85 .pes 038 -2,578 010 par_80
e <> 824 056 021 2631 009 par 61
g2 <> 823 .034 019 -1,803 071 par_62
a2 <> 2814 051 025 2078 038 par_B63
2 > 832 028 017 1672 094 par_64 |
Correlations: (Group number { - Default model)
Estimate
Budaya_Sosial <= Budaya_Adminisiras! ':E_:
e > B3 v
319
81 i 394
&2 S 505
ab P T :EEE
e? = 9 484
e e B8 ,341
a0 2> al0 252
a1l cm el '195
a1 > 212 ISE?
212 <> &13 -12-5 4
al3 <> ald 206
&0 <> all '219
a3 c> @24 ;
163
a23 <> @30 480
e29 ol g3l '-zaa
a30 e—> edl _:225
24 <> a26 _'319
EEE A EET le?g
o7 <> @32 E




5 T Estimate
3 s ah 188
pi S e - 436
gl <-> 21 234
ald <> @27 W1
el <-> &b s
g2 <> gfb i
63 s ob 070
¥ <-> &5 g:g
el <> &5 i
o1 <> e24 T-:;i
e2 <> e25 433
e2 e 2L 143
a2 Caae B2 :134
Variances: (Group number 1 - Default maodel)
Estimate SE CR. P Label

Budaya_Sosial 1,000
Budaya_Politik o035 016 2,208 028 par_66
Budaya_Administrasi 243 (055 4453 7 - 67
e32 077 015 5028 s+ par_68
el 566 082 6,859 w=  par_69
g2 588 078 7579 v par_70
el G28 084 7.510 wws. par 71
ad 232 031 7401 ™7 par_T2
es 481 033 5435 s par 73
e 450 049 9380 par_T4
a7 449 048 9454 s+ par_75
o8 441 048 9220 v+ par_76
ed 079 028 8893 par_77
e10 160 019 8,534 e par 78
el 215 024 9119 s par 79
a12 Ys6 022 8499 par_80
e13 234 028 8497 T - 81
a1d 716 026 8,194 w+  par B2
a15 g0 038 9352 T par_B83
218 218 026 8455 s« par_Bd
e17 128 017 7857 s - 85
e18 3g7 045 B8535 ws+  par_B6
e19 259 030 8612 T par_87
20 473 053 896 T par_88

253 033 frip par_89

g 569 o pﬂr__'aﬂ




'_.,.—-"""'"_-_-_ EEEF:‘IE-&_-_E-ET_'_'_'_"—-—-———.__

CR P
184 Iﬂzﬂ anuq_ o o
az# 1 par_52
J12 015 TEE] s
25 i par_93
74 018 GAGOD  wew
§l6 ; sl
. 74021 8468 e o g5
o 76 018 9584 e poas
ﬂgg 14 015 78539 e paay
:3 u 162 018 9010 = parog
2 228 024 9444 * par g9
o —

pirect gffects (Group number 1 - Default model)

=i Budays Adminisirasi Budsya_Polilk Budaya_Sosial Kinerja_Pemariniah
; merintah 707 205 -038 00
Kinerja_Pe 000 000 000 1,085
‘EI1 .g Imﬂ Im] .Em 1]02‘5
:':? 000 000 000 1-355;
: .ﬂm Iuﬂ.n -'ﬂm ;
'.'r1E Im} 1nm .m 1,1‘EE'
¥1.5 a0 000 000 1.087
Y14 ' pirs 000 1,413
Y13 o e 000 1,034
Y12 rD'EIEI ,III'D el 1*%
¥1.1 ! 000 000 .
m B |ggﬂ ! m I:H:ﬂ |I:H]}
a3 1,043 g o0 000
X35 995 st 000 000
- 881 Aog : 000
%3.4 000 000
:-:3.3 1,000 1{}43 00D ,0oo
; ,00a 2, oo 000
v 0oo0 2. 176 Iﬂm Imﬂ
X211 000 1,804 g 000
X2.10 o 2,217 i 000
X249 J 000 1,875 : o 000
*2B 000 1952 000 000
x25 ‘000 1,640 000 000
E"i Imu 1|Eﬂu Iﬂm l{m
423 000 1,000 600 000
. ' o0
X2.2 000 i 520 s
p s o0 o 000
P £ 83 o0
*16 I,L‘ﬂﬂ' 000 a2 000
X15 000 ‘000 gt 000
0o




angaruh Moderasi Variabel Penelitian

F_..grausinn Weights: (Group num
ber 1 - Default
maodel)

e

intah 1,046

¥i.8
¥i9 e KinETE Pamearint

Kinera pemerintah <— Tekn
NI . ologi : Estimat
ﬂrrﬂrl_ﬂj'anwnnlah - Inlarahs:.g]il:ém'ﬁkuﬁiﬂnsl -,ra: S,'E' CR. P Labdl
I-':inBTJH__F"EIm'El'i.n’[E\h e Interak o .Eﬁﬁ IO A0 = par_42
Kinerja_Pemerintah <-— Intemh:}'iﬂ 290 21 3181 001 pard3
o - “xaz ; 060 3648 ™ par_dd
Budaya_Sosial 200 037 544 "
x1.3 3 o ! 440 77 par_45
¥1.4 Budaya_Sosial 1 X
g <-— Budaya_Sosial JBr4 048 16,134 o
X1.5 <— Bud | 893 048 18, o
16 aya_Sosialp ; ' 18574 ™ pard
] <— Budaya_Sosisl 574 042 13 TED - i
Y47 < Bu l:l-s}-ars o 511 41 12159 o 3
}:19 cam Bud = DE! 1'E'E'ﬁ ICIdEi 13Im4 e pﬂr_-l
2.2 Lo Bud::::xﬁi et INE \agat ™ pr_2
Eli T BUdE}'a_F‘ﬂI!rl:.k hece ; e
e < Budaya_Politik 1‘3§: 216 6471 ™ part
- <— Budaya_Politk 9 243 55% T par_B
E'ﬁ 2 Eud-ﬂ‘,rﬂ:PaEﬁk 13‘1’ 265 5753 - g
B < Budaya_Politik MRl e w pacho
»210 - o 1624 264 5,724 A
Budaya_Politik : pa 1l
%211 G RO 1291 277 4852 2
Budaya_Poltik | par_12
%212 . 1g50 286 &7719
s . Budaya_Politk 1580 261 ' a0
X34 <. Budaya Administrasi 1000 Gom AT
- Lo Buday‘a_Adminisuas.i Iﬂ:ﬁ o7
X35 e Bum:.la_hdmimwm 1' B o A e
%37 < Budaya_Administrasi 'Um o8 1103 T P
3.8 - Budaya Administras ':na oBt 10823 7 P
X1.8 < Budaya_Sosial wo oo4 1084 T P
711 - Teknologl_informasi_Al w30 045 14172 T pet®
713 . Teknologi_Inform Hl'_maumt;m e
: — . asi_ 5
21 = Tomobd _ | 1471 48 9@l ™ par_20
z14 " Informasi_Akuntansi 1474 A48 8831 21
21 . Teknologi_Informasi AkUMENS az8 41 10054 7 par_22
18 - Teknologl_informasi_Akunians 1453 48 9785 "7 23
213 < Tﬂm:ﬁngi_ﬂnfnrma.st Akuniansi 1,49 ' v 71
i 183 g 166 ar_24
Z18 < Tekraologi Informasi AkLntansd L
B : \ags 4148 9428 T PH 25
Z1.9 e T-ahnd-ugi‘m'fnrmaﬂ_ﬂmmﬁnai 1472 144 10253 e
£1.10 e Ta’m'rnin-gi__rnﬁnnﬂasi_ﬂ.hmtami 1,488 '14-! WIE.GB it FHL?;
7111 - 'ramnmgi_lrwasmasi_.tmnmﬂsi 1,422 ‘54 2% - iy
71.42 < Tﬁm.:mgi_lnfﬂrmﬂsi_ﬁ.lr.unmsl 1,144 430 OBM T 56
Z1.13 S Tamluu_rrﬁmmmi_mnmsi a1 1.122 BIDEE e pﬂr_&iﬁ
:1; e ﬁmna__Fmrirﬂah 1,000 : i
: - Kinera_Pemerintah g7 oso 12281 T
dagl: : ; i x ar 31
:1§ Lo K!n&:]_a_Pen‘m'rmtal‘l 1,107 pa3 1328 it l;arraﬂ
i - Hilrmr]!a_F'nmalintah joe1 091 12048 "7 par_33
1.5 .. [neria_Pemerintah y1g7 095 12816 v par_
Y16 e Kinera_Pemerintah oe 083 10486 ",:',';;‘5;;
¥1.7 - Kilrlmj_a__Penﬁn_rﬂh 1285 091 13088 " pAr
< Kinera_Pemerintal ooa 080 12440 T par_37
og7 woes par_38




____-_'-——-___‘__

Pengaruh Moderasi Variabe| Penelitian

Regression Weights: (Group number 1 - Default maodel)

Estimate S.E CR

Kinerja_Pemerintah <
L = Teknologi_| ; . .E.
Kinerla_Pemerintah < intorace ,i1rlfzﬂrnias4_ﬁhun1&rm 784 168 4,661 1 plgﬂz
:!“E'T“—Fﬂmﬂf?"m <~ Interaksi_X2Z 066 021 3181 001 par_43
inerja_Pemerintah <-— Interaksi %37 220 0680 3548 = nar 44
e <~ Budaya_Sosial 200 037 5440 = par_45
X1.3 i Emﬁ_ﬂmial 1,000 -
x1.4 o n Bmﬂ_ﬁlﬂﬁ.ﬂ ,E?‘q Iﬂ'-ﬂ-ﬂ 15.13‘ - I:IE#"“
£1.6 <-— Budaya_Sosial 574 042 13,780 w=  per_3
X1.7 <— Budaya_Sosial 511 041 12483 ™ par 4
i <— Budaya_Sosial ':35 HE 1588 T oS
Eg < Budaya_Politik 1'53 045 14827 " par®
; <— Bud i :
x2.4 - Euud:::{g::: I'gi 'glg 6471 " par7
ad I i E bl
X2.5 <~ Budaya_Politik \exr 6 £r68 = b
X2.6 <— Budaya_Politik : : I par_9
f <= Budaya_Politik 1 B2 3
X210 ) B24 284 5724 o par 11
<— Budaya Politik 1 291 277 4 652 oy =
X2 11 T ; - ! par_12
: <— [Budaya_Politik 1650 288 5779 ™ par 13
X2.12 <--- Budaya_Politik 1580 261 6,083 - PHT-H
X33 <— Budaya_ Administrasi 1,000 =
%3.4 <— Budaya_Administrasi 808 076 10857 ™™ par_i5
X3.5 <—- Budaya_Administrasl 1080 098 11,038 = par_16
:E; <— Budaya_Adminisrasi B76 0B1 df0B823 ™™ 17
«<— Budaya_Administrasi 908 0B4 10854 -~ par_18
X1.8 <— Budays_Sosial 839 045 14172 ™ par 18
Z1.1 <— Teknologi_Informasi_aAkuntansi 1,000
71.3 <— Teknologi_Informasi_Akuntansi 1471 148 9938 ™™ par 20
Z1.4 g Tahnnlugi‘h'd'nmuaﬁi_hkmmi 1474 148 55931 - 1
Z1.5 < Teknologl Informasi_Akuntansi 1428 141 10,154 ™ - X2
Zi6 e Taknnlu-gi__lnfummsi_ﬁkmtmai 1453 148 5785 w e 23
217 e Taknoiogi_Informasi_ Akuntansi 1491 ,183 9,166 w ear 24
Z1.8 <— Teknologi_Informasi _.b.kunlsnsl 1395 148 9423 v par 25
Z19 = Teknologi_lnformasi_ Akurtansi 1472 144 10,253 W par 26
Z1.10 <— Teknologi_Informasi_ Akuniansi 1,468 144 10,308 == nar 27
7111 < Teknologi_Informasi_Akuntansi 1422 154 9230 : par_28
2112 «— Teknologi_lnformasi_ Akuritansi 1144 130 BE24 - par_29
21143 2 Teknologi_informas i_Akuntansi a1 122 8,063 par_30
: 1,000
¥1.1 < [Kinerja_Pemerintah
¥1.2 <— Kinerja_Pemerintah 978 080 12251 7 pa;;;
¥1.3 e Kinera Pamerintah 1,107 083 13,261 £ =
: & i jo81 091 12043 par_33
vi.4 g Kinera_| pamarintah ' ' e 34
'firﬁ < [Kinerja_Pemerintan 1197 085 12618 R FIElf_:ﬁ
‘r"I:E. e Kinerjs_Pemerintah 2:: g';i’ Egg e par_36
Y1.7 < Kinerja_Pemarintah iaaa O 124 ™ pard
¥1.8 e Kinerja_Pemeriniah 1-.045 a7 10786 ™" par_38

Kinerja_Pemesintan

¥1.9 i




_H

XiZ :
27 LT |I1I'Erak5i_-x1 7 EHIFI"I'EI;-E SE CR P L
X3z e lﬂ[mhﬁ_ﬂm 40,645

30

E

g Pamertgl <= Bukiya. Soael S
fla_Pemerintah <-- Budaya Administrasi '
Kinerja_Pemerintah < Budaya_Politik Mk
Kinerja_Pemerintah <— Tehm;gT;L Informasi Akuntansi it
X1.2 i et T i 574
va_wsosial
A9 <—- Budaya_Sosial by
X1.4 e g1
<— Budaya_Sosial 768
X1.5 <-— Budaya Sosial 7
X186 ik J07
<-— Budaya_Sosial Gad
1.7 <--- Budaya_Sosial .?15
X1.8 < Budaya_Sosial 740
X2.2 < Budaya_Politik ‘443
X2.3 <— Budaya_Poliik 860
X2.4 <- Budaya_Politik 605
X2.5 <— Budaya_Politik 664
X286 <. Budaya_Politik 653
X2.9 < Budaya_Politik 538
X2.10 <— Budaya_Politik 465
X2.11 <--- Budaya_Politik 652
K212 <-— Budaya_Politik 758
X3.3 <-— Budaya_Administrasi 563
X34 <—- Budaya_Administrasi 634
X3.5 <--- Budaya_Administrasi 870
X3.7 <--- Budaya_Administrasi 649
X38 <-— Budaya_»Administrasi 652
X1.8 <--- Budaya_Sosial 736
211 < Teknologi_Informasi_Akuntansi 625
213 < Teknologi_Informasi_Akuntansi JGB2
Z1.4 e Taknnl:rgﬁ_lnfurmasi_.ﬁ.kunlansl a1
Z1.5 < Teknologi_Informasi_Akuntansi 783
718 < Teknologl_Informasi_Akuntansi T46
Z1.7 <. Teknologi_Informasi_Akuntansi a3
71.8 - Tal:n::n!ngi_lnl‘urmasi_ﬁkuniansi J08
71.8 s Tgknﬂlugi_mfnrmasi_&kumaﬁl_ 793
7110 L Taknulngi_lnfmmasi_ﬂkuntansf 504
Z1.11 < Teknologl_Informasi_Akuntansi .T4° :
2112 < Teknologi_Informasi_Akuntansi 5%
21.13 < Teknologi_Informasi_Akuntansi _ffl
¥1.1 «— Kinerja_Pemerintah ' :1
¥1.2 < Kinerja_Pemerintah i
¥1.3 < _Kinerja_Pemerintah '




¥1. o
s ; <— Kineria_Pemerintah Estimate
X <= Kin 764
Y16 - Ki EﬂE_FEIHEI"iI"Itah 94
— Kinerja_Pemerinta :
?1 'T , S H!n o | h |E‘ﬁ'ﬂ
L] {- =] - W
Y19 = Kinerja_Pemerintah 737
Kinerja_Pemerintah 697
ovariances: {Group number 1 - Default moded
. Estemnate .
Budays_Sosial <> Budaya_Poiik o 5E. CR P Labal
Euﬁurn_&mslul e EME"’CB Administrasl i fark 4,250 TS ﬂﬂf__‘ﬂ
Budaya_Sosind - Tﬂhﬁﬂlﬂ_ﬂ-l Informaal Ak AT Daa 76497 =+ par_47
Euﬁ'l'n__sﬂ'ﬂlﬂ PeRE: Il'tbu'r“.ﬁ_r;“l i imlansi &7 SR $|?12 (LH] Fl’r_“
M"BI_EW“ . Iﬂlﬂrﬂ.ﬂ'ﬁﬂ "‘;;i el 27115 T par_44
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